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Tema dan Fokus Pemeriksaan 
BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah 

melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah 

dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, 

BPK mengawal dan memastikan program prioritas pembangunan 

nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan 

dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan 

rakyat Indonesia. 

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-

2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020- 2024 

menetapkan pemeriksaan atas program pembangunan pemerintah 

lintas dimensi. Berdasarkan strategi pemeriksaan berbasis risiko, 

pemeriksaan BPK dikelompokkan menjadi pelaksanaan pemeriksaan 

sesuai mandat, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif dan 

pemeriksaan atas permintaan pemangku kepentingan, tindak lanjut 

rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemeriksaan atas tindak lanjut, 

penggunaan KAP dalam pemeriksaan keuangan, dan manajemen 

pemeriksaan. Penyelarasan tema pemeriksaan tematik nasional 

difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (focal point) para 

pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara lintas satker sebagai 

sarana meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar satker untuk 

menghasilkan rekomendasi, pendapat, atau pertimbangan yang lebih 

komprehensif, berdasarkan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional 

dengan rincian yang dimuat dalam RPJMN 2020–2024, yaitu: 

1. Memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan 

berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan 

Ketahanan Ekonomi;   

2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan 

menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan 

Wilayah;  

3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya 

Manusia;  

4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;  

5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan 

ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan 

Infrastruktur;  
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6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana 

dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan 

Lingkungan Hidup; serta  

7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan 

(polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya 

disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi 

Pelayanan Publik. 

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan 

mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan 

dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan 

pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas 

pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi. 

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa 

internasional yang tergabung dalam International Organization of 

Supreme Audit Institution (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK 

menerapkan Supreme Audit Institutions Performance Measurement 

Framework (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah 

satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi 

aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan 

“akuntabilitas untuk semua” atau Accountability for All dengan maksud 

agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan 

negara. 
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Gambar 2. Renstra 2020 - 2024 
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Pembagian Tugas dan Wewenang BPK 

Tugas dan Wewenang BPK 

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. 

Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan 

wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017: 

 

Ketua BPK RI 

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas 

dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan 

kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahan pemeriksaan 

investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat 

Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan 

Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan 

Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama 

dengan Wakil Ketua. 

 

Wakil Ketua BPK RI 

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses  Majelis  

Tuntutan Perbendaharaan, pengarahan pemeriksaan investigatif, dan 

pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, 

Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, 

Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan 

Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua. 

 

Anggota I 

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, 

Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, 

Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, 

KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang 

dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut. 
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Anggota II  
Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, 
Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian 
Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, 
KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas 
tersebut. 

 
Anggota III 
Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko 
Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, 
Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, 
Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, 
LAPAN, Perpusnas RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, 
ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, 
ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan 
entitas tersebut. 

 
Anggota IV  
Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, 
Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi 
Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas 
tersebut. 

 
Anggota V 
Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, 
BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada 
Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah 
di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan 
terkait di lingkungan entitas tersebut. 

 

Anggota VI 
Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS 
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Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan 
daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha 
Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, 
Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di 
lingkungan entitas tersebut. 

 
Anggota VII  
Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 
keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan 
anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita 
Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan 
terkait di lingkungan entitas tersebut. 
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Ringkasan Eksekutif 
 
Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi 
Tahun 2021 
 

Selama Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

melaksanakan 379 kegiatan pemeriksaan yang meliputi 34 

pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), 

delapan pemeriksaan kinerja, dan 337 pemeriksaan dengan tujuan 

tertentu yang terdiri dari satu pemeriksaan tematik nasional yaitu 

Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT Dana Desa, lima 

pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah, dan 331 pemeriksaan 

kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik 

(Banparpol). Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi 

Sumatera Utara menerbitkan 379 LHP, yang secara keseluruhan 

mengungkapkan 466 temuan dengan 2.054 rekomendasi. 
 

Tabel 1. Rekapitulasi LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi Tahun 2021 

Jenis Pemeriksaan 
Jumlah 

LHP Temuan Rekomendasi 

Laporan Keuangan  34 344 1.509 

Pemeriksaan Kinerja 8 82 342 

PDTT Kepatuhan 337 40 203 

Jumlah 379 466 2.054 

Sumber : LHP BPK 

 
Permasalahan 
 

Dari 379 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan Tahun 2021, 

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 650 

permasalahan yang secara garis besar dibagi dalam dua kategori, yakni 

1) permasalahan kepatuhan (kerugian, potensi kerugian, kekurangan 

penerimaan, penyimpangan administrasi dan kelemahan SPI), serta 2) 

permasalahan kinerja (ketidakhematan, ketidakefisienan, dan 

ketidakefektifan). Masalah ketidakpatuhan sebanyak 562 masalah, 

terdiri dari 349 masalah ketidakpatuhan yang berdampak finansial 

(kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan) sebesar 

Rp123.464,21 juta, 69 masalah ketidakpatuhan penyimpangan 

administrasi, dan 144 masalah kelemahan pengendalian internal. 

Sedangkan masalah kinerja berjumlah 88 masalah ketidakefektifan. 
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Tabel 2. Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2021 

No. Uraian 

Pemerintah 
Provinsi 

Pemerintah 
Kabupaten/Kota 

BUMD Jumlah 

Jumlah 
Permasa

lahan 

Nilai  
(Rp juta) 

Jumlah 
Permasa

lahan 

Nilai  
(Rp juta) 

Jumlah 
Permasa

lahan 

Nilai  
(Rp juta) 

Jumlah 
Permasa

lahan 

Nilai  
(Rp juta) 

A Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan 

1. Kepatuhan               
 

 
Kerugian 20 21.668,17 228 73.711,27 - - 248 95.379,44  
Potensi Kerugian 4 4.907,34 37 7.864,88 - - 41 12.772,22  
Kekurangan 
Penerimaan 

4 2.388,84 56 12.923,71 - - 60 15.312,55 

 
Sub Total 28 28.964,35 321 94.499,86 - - 349 123.464,21 

2. Penyimpangan 
Administrasi 

4 - 65 - - - 69 - 

3. Kelemahan SPI 3 - 141 - - - 144 -  
Total A 35 28.964,35 527 94.499,86 - - 562 123.464,21 

B Permasalahan Kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan)  
Ketidakhematan - - - - - - - -  
Ketidakefisienan  - - - - - - - -  
Ketidakefektifan 25 - 63 - - - 88 -  
Total B 25 - 63 - - - 88 -  
Total A + B 60 28.964,35 590 94.499,86 - - 650 123.464,21 

 

Nilai penyerahan aset 
atau penyetoran ke 
kas negara/ daerah 
/perusahaan 

 4.344,09  30.750,37    35.094,46 

 

Pemeriksaan Keuangan 

 

Dari pemeriksaan keuangan terhadap 34 LKPD Tahun 2021 di wilayah 

Sumatera Utara, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menerbitkan 

24 LHP LKPD dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified 

Opinion) dan 10 LHP dengan opini Wajar Dengan Pengecualian 

(Qualified Opinion). 

 

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 344 temuan yang memuat 582 

permasalahan dengan rincian 201 permasalahan kerugian daerah,  31 

permasalahan potensi kerugian daerah, 52 permasalahan kekurangan 

penerimaan, 113 permasalahan administrasi, dan 185 permasalahan 

SPI. 

 

Pemeriksaan Kinerja 

 

Pemeriksaan kinerja pada Tahun 2021 meliputi pemeriksaan kinerja 

atas penyelenggaran pendidikan vokasi berbasis kerja sama Industri 

dan Dunia Kerja (IDUKA) dalam rangka mewujudkan sumber daya 

manusia berkualitas dan berdaya saing, kinerja atas upaya pelaksanaan 
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vaksinasi Covid -19, kinerja atas efektivitas pengelolaan pendapatan 

asli daerah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah, kinerja atas 

upaya pemerintah daerah dalam mendorong kemudahan berusaha 

melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal, dan kinerja atas 

efektivitas konektivitas infrastruktur kemantapan jalan. 

 

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis 

Kerja sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka Mewujudkan 

Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dilakukan pada 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada peningkatan 

peran dan kerja sama IDUKA dalam pendidikan vokasi, reformasi 

penyelenggaraan pendidikan vokasi, peningkatan kualitas pendidik 

vokasi, penguatan tata kelola pendidikan vokasi, dan penguatan sistem 

sertifikasi kompetensi. Masalah signifikan yang perlu mendapat 

perhatian meliputi: 1) Pemprov Sumut Belum Memiliki Upaya Nyata 

Memfasilitasi SMK untuk Memperoleh Kerjasama IDUKA; 2) 

Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Belum Selaras dengan IDUKA; 3) 

Pemprov Sumut Belum Memiliki Sistem Informasi Pasar Kerja dan 

Tracer Study yang Terintegrasi; dan 4) Pemprov Sumut Belum Memiliki 

Skema Pengelolaan Keuangan yang Mendukung Peningkatan Fungsi 

Teaching Factory di Satuan Pendidikan Vokasi. Oleh karena itu, BPK 

merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara untuk: 1) 

Menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN untuk memberikan ruang bagi 

penguatan sertifikasi kompetensi peserta didik; dan 2) Memerintahkan 

Kepala Dinas Pendidikan untuk merumuskan kebijakan teknis bidang 

pendidikan vokasi untuk menyusun Peta Jalan Pengembangan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), merencanakan program kerja bidang 

pendidikan vokasi yang memuat kebijakan peta jalan pengembangan 

SMK dan berupaya mendorong IDUKA memanfaatkan fasilitas/insentif 

pajak dengan cara berperan dalam pendidikan vokasi, merencanakan 

program kerja sosialisasi terkait insentif berupa super tax deduction 

kepada IDUKA, Melaksanakan perencanaan program kerja pendidikan 

vokasi khususnya penguatan praktek kerja berbasis IDUKA, 

merumuskan kebijakan teknis terkait upaya mendorong keterlibatan 

IDUKA dalam pendidikan vokasi, dan merumuskan kebijakan teknis 

pemetaan kebutuhan keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan IDUKA. 

 

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi 

Covid-19 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan 
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Kabupaten Simalungun dengan fokus pada upaya pemerintah daerah 

dalam pengalokasian dan pendistribusian vaksin dan logistik serta 

sarana dan prasarana vaksinasi COVID-19, dan upaya pemerintah 

daerah dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan vaksinasi COVID-19. 

Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian meliputi: 1) 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Kabupaten 

Simalungun belum mendistribusikan vaksin dan logistik dengan 

variabel yang valid; 2) Gudang farmasi Provinsi Sumatera Utara dan 

Gudang Farmasi serta fasyankes Pemkab Simalungun belum 

sepenuhnya melakukan tata kelola penyimpanan dan pendistribusian 

vaksin COVID-19 dan logistik vaksinasi yang baik untuk memastikan 

kualitas vaksin COVID-19 tetap terjaga dan 3) Pemerintah Provinsi 

Sumatera Utara belum mencatat dan melaporkan seluruh hasil 

pelayanan vaksinasi melalui aplikasi PCare dengan data yang lengkap 

dan benar. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Gubernur 

Sumatera Utara dan Bupati Simalungun agar: 1) Memerintahkan 

Kepala Dinkes Provinsi Sumatera Utara lebih optimal dalam 

berkoordinasi dengan TNI dan Polri terkait pelaporan penggunaan 

vaksin COVID-19 dan mencukupi kebutuhan prasarana pendukung 

yang memadai dalam penyimpanan dan/atau pendistribusian vaksin; 

2) Memerintahkan Kepala Dinkes Provinsi Sumatera Utara melakukan 

koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kota/instansi/badan/faskes/perangkat daerah untuk mendapatkan 

data sasaran vaksinasi by NIK dan by name, dan menginstruksikan 

petugas vaksinasi agar dalam pelaksanaan input data sasaran 

(registrasi) melalui aplikasi smart checking dan/atau aplikasi PCare 

Vaksinasi sesuai dengan kelompok sasaran yang telah ditetapkan; dan 

3) Memerintahkan Kepala Dinkes Kabupaten Simalungun untuk 

memutakhirkan data kebutuhan vaksinasi dosis 2 dan mencukupi 

kebutuhan prasarana pendukung yang memadai dalam 

penyimpanan/pendistribusian vaksin. 

 

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal daerah dilakukan 

pada Pemerintah Kabupaten Batubara dan Tapanuli Selatan dengan 

fokus pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan 

ekstensifikasi, serta proses bisnis pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. Sasaran pemeriksaan pajak daerah berupa PBB P2, 

Pajak Restoran, dan BPHTB, sedangkan sasaran pemeriksaan retribusi 
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daerah berupa Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pasar Grosir 

dan/atau Pertokoan, serta Retribusi Pelayanan Persampahan/ 

Kebersihan dan HPKDYD (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang 

Dipisahkan) terkait fungsi pembinaan dan pengawasan BUMD. 

Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian meliputi: 1) 

Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum lengkap, mutakhir dan 

selaras; 2) Kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum dibuat; 3) Pengelolaan 

pajak daerah dan retribusi daerah belum optimal mendukung 

peningkatan penerimaan daerah, serta 4) Pemerintah daerah belum 

melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan BUMD 

secara memadai.  

 

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan: 1) Bupati Batubara agar 

memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan optimalisasi 

dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah diantaranya 

menggunakan aspek perkiraan asumsi makro dalam menyusun target 

pendapatan PBB P2, pajak restoran, dan BPHTB, menyusun 

instrumen/form pendataan yang lengkap dan mutakhir, 

mengoptimalkan penggunaan alat perekam data pada WP restoran, 

mencantumkan informasi yang lengkap pada surat ketetapan pajak 

daerah, mendokumentasikan proses penyusunan target retribusi 

daerah, menetapkan rencana pendataan dan melakukan pendataan 

secara berkala dan berkelanjutan, penghitungan pajak dilakukan atas 

seluruh WR, lebih optimal dalam memastikan WR membayar pajak 

tepat waktu dan tepat jumlah, penyelesaian tunggakan pajak, 

melaksanakan pemeriksaan retribusi, serta melaksanakan pemantauan 

dan evaluasi atas aspek pengelolaan retribusi secara menyeluruh; dan 

2) Bupati Tapanuli Selatan agar memerintahkan Kepala OPD terkait 

untuk Menetapkan rencana pendataan atas seluruh objek dan wajib 

PBB-P2, pajak restoran, pajak MBLB, retribusi pelayanan pasar, 

retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi serta melakukan upaya agar 

wajib pajak dan wajib retribusi membayar PBB-P2, pajak restoran dan 

pajak MBLB secara tepat waktu dan tepat jumlah serta membayar 

tunggakan pajak daerah. 

 

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong 

Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman 
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Modal dilakukan pada Pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Asahan 

dengan fokus pada sumber daya pelayanan perizinan berusaha, 

pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha, pengaduan dan konsultasi 

pelayanan perizinan berusaha, koordinasi penanaman modal, 

pengembangan iklim Penanaman modal, dan promosi penanaman 

modal. Masalah signifikan yang perlu mendapat perhatian meliputi: 1) 

Penyediaan sumber daya dalam pelayanan perizinan berusaha belum 

optimal; 2) Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Belum Dilaksanakan 

Secara Optimal; 3) Kerjasama antar OPD dalam Bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum bersinergi; 4) Promosi 

Penanaman Modal Belum Memadai. Oleh karena itu, BPK 

merekomendasikan Bupati Asahan dan Walikota Medan agar: 1) 

membentuk TPA, TPT, dan Penilik; 2) Segera memproses pengajuan 

perizinan PKKPR sesuai ketentuan yang berlaku; 3) Memerintahkan 

Sekda untuk melakukan koordinasi antara DPMPTSP dengan OPD 

teknis lainnya dalam membentuk wadah koordinasi penanaman 

modal; dan 4) memerintahkan kepala DPMPTSP untuk lebih optimal 

dalam melakukan pengawasan kegiatan promosi penanaman modal. 

 

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Preservasi 

Jalan dilakukan pada Provinsi Sumatera Utara, dengan fokus pada 

perencanaan dan kebijakan program preservasi jalan, pelaksanaan 

program kegiatan preservasi jalan, dan monitoring dan evaluasi 

program kegiatan preservasi jalan. Masalah signifikan yang perlu 

mendapat perhatian adalah: 1)  Pemprovsu belum sepenuhnya 

memadai dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pada aspek 

pengaturan jalan yang meliputi penyusunan rencana umum kebijakan, 

perencanaan penyusunan peraturan program/kegiatan pembangunan 

dan pemeliharaan jalan serta jembatan; 2) Pemprovsu belum 

sepenuhnya memadai dalam hal perencanaan dan pelaksanaan pada 

aspek pembinaan jalan yang meliputi penyusunan pedoman teknis 

program/kegiatan, strategi pelayanan masyarakat, pemberdayaan 

sumber daya manusia, dan penelitian serta pengembangan kebijakan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan; 3) Pemprovsu 

belum sepenuhnya memadai dalam hal perencanaan dan pelaksanaan 

pada aspek pembangunan jalan yang meliputi perencanaan teknis, 

pemanfaatan ruang milik jalan (rumija), ketersediaan indikator skala 

prioritas penanganan jalan, ketersediaan proporsi alokasi anggaran, 

pemanfaatan sarana dan prasarana, dan pengoperasian jalan; 4) 
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Pemprovsu belum sepenuhnya memadai dalam hal perencanaan dan 

pelaksanaan pengawasan jalan yang meliputi evaluasi kinerja 

penyelenggaraan jalan, penyediaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

jaringan jalan, kegiatan inspeksi, pengawasan secara berkelanjutan dan 

periodik, serta pemanfaatan hasil monev program pembangunan dan 

pemeliharaan jalan. Oleh karena itu, BPK merekomendasikan kepada 

Gubernur Sumatera Utara agar:  

1) Kepala Bappeda dan Kepala Dinas BMBK menyusun dan menetapkan 

rencana umum jangka panjang jaringan jalan (RUJPJJ) dan rencana 

umum jangka menengah jaringan jalan (RUJMJJ);  

2) Kepala Dinas BMBK menyusun pedoman teknis dalam pelaksanaan 

kegiatan; 3) Kepala Balitbang merencanakan dan melaksanakan 

perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan 

pembangunan infrastruktur jalan; dan 4) Kepala Dinas Perhubungan 

menyusun Rencana Aksi Keselamatan (RAK) secara rinci dan jelas 

berdasarkan ruas jalan provinsi. 

 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

 

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) meliputi Pemeriksaan 

Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui BLT 

Dana Desa pada Pemerintah Kabupaten Toba, Pemeriksaan Kepatuhan 

atas Belanja Daerah pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, 

Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas 

Utara, dan Mandailing Natal, serta pemeriksaan dana Banparpol.  

 

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan 

Sosial Melalui BLT Dana Desa menunjukkan permasalahan signifikan 

pada penyaluran KPM BLT Dana Desa tidak sesuai kriteria. Atas 

permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Toba Samosir 

agar memerintahkan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk 

mereviu kelengkapan dokumen pendukung atas data calon KPM BLT 

Dana Desa sebelum disahkan, menelusuri dan memutakhirkan data 

KPM BLT Dana Desa yang tidak padan dengan data kependudukan, 

tidak mencantumkan NIK, tercatat ganda, meninggal, pindah domisili 

dan telah menerima bantuan sosial lainnya, serta menghentikan 

penyaluran BLT Dana Desa atas KPM yang tercatat ganda sebagai 

penerima BLT Dana Desa. 

 



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 9 

 

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah pada Pemerintah 

Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, 

Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal menunjukkan 

permasalahan signifikan antara lain: 1) Kekurangan volume pekerjaan 

dan/atau barang; 2) Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume 

pekerjaan dan/atau barang; 3) Spesifikasi barang/jasa yang diterima 

tidak sesuai dengan kontrak; 4) Belanja tidak sesuai atau melebihi 

ketentuan; 5) Kelebihan pembayaran dalam Pengadaan Barang/Jasa 

tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau 

seluruhnya; dan 6) Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak 

ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau 

perusahaan milik negara/daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK 

merekomendasikan kepada Gubernur Sumatera Utara, Bupati Langkat, 

Deli Serdang, Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal agar 

memproses kelebihan pembayaran dan denda keterlambatan ke Kas 

Daerah. 

 

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan 

 

Sampai dengan akhir Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara telah menerbitkan 28.064 rekomendasi sebesar Rp2.968,86 

miliar. Dari jumlah tersebut, sebanyak 22.809 rekomendasi (81,28%) 

sebesar Rp1.706,98 miliar telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi. 

Sisanya sebanyak 5.255 rekomendasi (18,72%) sebesar Rp1.351,07 

miliar terdiri dari 4.777 rekomendasi sebesar Rp1.077,60 miliar dengan 

status tindak lanjut yang belum sesuai (dalam proses), 336 

rekomendasi sebesar Rp42,28 miliar dengan status belum 

ditindaklanjuti, dan 142 rekomendasi sebesar Rp231,20 miliar dengan 

status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. 
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Grafik 1. Pemantauan TLRHP per Desember Tahun 2021 

 

Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah 

 

Sampai dengan akhir Tahun 2021, terdapat 16.750 kasus kerugian pada 

34 entitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah dilakukan 

penetapan sebesar Rp422,24 miliar. Dari jumlah tersebut, 15.928 kasus 

sebesar Rp289,05 miliar telah dilakukan pengembalian ke kas daerah, 

sebanyak dua kasus senilai Rp0,08 miliar dilakukan penghapusan, dan 

sisanya sebanyak 820 kasus dengan nilai sebesar Rp133,10 miliar. 

 

BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengidentifikasi kendala 

dalam penyelesaian ganti kerugian tersebut, yaitu: 1) Pemerintah 

Daerah belum melaporkan terjadinya kerugian daerah kepada BPK 

dalam jangka waktu tujuh hari sebagaimana yang ditetapkan dalam 

peraturan perundang-undangan; 2) Tim Penyelesaian Kerugian Daerah 

dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah tidak optimal 

dalam menyelesaikan pengembalian dan pelunasan kasus kerugian 

yang telah ditetapkan. 
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BAB I 
GAMBARAN UMUM DAERAH 

 

Provinsi Sumatera Utara berada di bagian barat Indonesia, terletak 

pada garis 10 - 40 Lintang Utara dan 980 - 1000 Bujur Timur. Luas 

daratan Provinsi Sumatera Utara adalah 72.981,23 km2, sebagian besar 

berada di daratan Pulau Sumatera dan sebagian kecil berada di Pulau 

Nias, Pulau-pulau Batu, serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat 

maupun bagian timur pantai Pulau Sumatera.  

Provinsi Sumatera Utara berbatasan dengan daerah perairan dan laut 

serta dua provinsi lain, yaitu:  

- Sebelah Utara dengan Provinsi Aceh;  

- Sebelah Timur dengan Negara Malaysia di Selat Malaka; 

- Sebelah Selatan dengan Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera 

Barat; dan 

- Sebelah Barat dengan Samudera Hindia 

Berdasarkan luas daerah menurut kabupaten/kota di Sumatera Utara, 

luas daerah terbesar adalah Kabupaten Langkat dengan luas 6.262,00 

km2 atau sekitar 8,58 persen dari total luas Sumatera Utara, diikuti 

Kabupaten Mandailing Natal dengan luas 6.134,00 km2 atau 8,40 

persen, kemudian Kabupaten Tapanuli Selatan dengan luas 6.030,47 

km2 atau sekitar 8,26 persen. Sedangkan luas daerah terkecil adalah 

Kota Tebing Tinggi dengan luas 31,00 km2 atau sekitar 0,04 persen dari 

total luas wilayah Sumatera Utara.  

Berdasarkan kondisi letak dan kondisi alam, Sumatera Utara dibagi 

dalam 3 (tiga) kelompok wilayah/kawasan yaitu Pantai Barat, Dataran 

Tinggi, dan Pantai Timur. Kawasan Pantai Barat meliputi Kabupaten 

Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten 

Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang 

Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, 

Kabupaten Nias Selatan, Kota Padangsidimpuan, Kota Sibolga dan Kota 

Gunungsitoli. Kawasan dataran tinggi meliputi Kabupaten Tapanuli 

Utara, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Simalungun, Kabupaten 

Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten 

Pakpak Bharat, Kabupaten Samosir, dan Kota Pematangsiantar. 
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Kawasan Pantai Timur meliputi Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten 

Labuhanbatu Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten 

Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten 

Langkat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kota Tanjungbalai, Kota Tebing 

Tinggi, Kota Medan, dan Kota Binjai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gambaran Umum 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1.1 Peta Provinsi Sumatera Utara 
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A. Kondisi Penanganan Covid-19 dan Pelaksanaan Vaksinasi  
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Pada Tahun 2021, Indonesia masih mengalami kondisi kedaruratan 

kesehatan akibat pandemi Covid-19. Pemerintah telah melakukan 

berbagai upaya dalam penanganan pandemi Covid-19, baik melalui 

pelaksanaan testing, tracing, dan treatment, serta sosialisasi dan 

edukasi. Selain upaya-upaya tersebut, diperlukan juga upaya tambahan 

yang efektif untuk memutuskan mata rantai penularan penyakit yaitu 

vaksinasi. Terkait dengan upaya vaksinasi tersebut, dalam rangka 

percepatan penanggulangan pandemi Covid-19, Pemerintah telah 

menetapkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang 

Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka 

Penanggulangan Pandemi Covid-19.  

 

Vaksinasi telah dilaksanakan oleh segenap pemerintah daerah pada 

wilayah Provinsi Sumatera Utara sejak tanggal 13 Januari 2021. Berikut 

disajikan data vaksinasi Covid-19 pada wilayah Provinsi Sumatera Utara.  

 

Berikut disajikan data penanganan pandemi Covid-19 beserta vaksinasi 

pada wilayah Provinsi Sumatera Utara. 
 

Tabel 1.1 Data Penanganan COVID-19 pada Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah 
Daerah 

Terpapar 
(Jiwa) 

Sembuh 
(Jiwa) 

Kematian 
(Jiwa) 

Jumlah yang Sudah 
Vaksin (jiwa) 

Jumlah yang Belum 
Vaksin (jiwa) 

Dosis I Dosis II Dosis I Dosis II 

        

Kota :        

 Medan 48228 47306 906 1,624,647 1,405,831 318,351 537,167 

 Binjai 2196 2122 72 171,955 138,870 54,662 87,747 

 Tebing Tinggi 1261 1225 36 103,927 69,721 29,689 63,895 

Pematangsiantar 3993 3902 85 183,756 157,607 29,175 55,324 

 Padang 
Sidempuan 

1090 1040 48 128,143 65,336 45,380 108,187 

Sibolga 879 846 31 67,529 53,364 1,000 15,165 

Tanjungbalai 601 567 33 99,226 52,340 33,665 80,551 

Gunungsitoli 1221 1196 25 85,542 49,352 14,308 50,498 

Kabupaten :        

Langkat 2338 2225 113 597,895 261,482 207,455 543,908 

Padang Lawas 
Utara 

274 261 13 136,965 60,782 54,540 130,723 

Deli Serdang 16618 16164 426 928,490 614,130 559,397 873,757 

Batubara 1507 1431 75 247,889 177,842 61,783 131,830 

Labuhanbatu 1806 1732 73 270,766 128,352 105,710 248,124 

Labuhanbatu 
Utara 

1182 1132 50 204,040 77,383 84,578 211,235 

Tapanuli Utara 1901 1869 32 210,258 171,401 25,268 64,125 

Nias Selatan 186 199 0 232,424 64,902 48,019 215,541 

Toba 1474 1428 45 132,914 111,917 22,413 43,410 

Tapanuli Tengah 956 906 50 204,462 98,621 79,422 185,263 
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Pemerintah 
Daerah 

Terpapar 
(Jiwa) 

Sembuh 
(Jiwa) 

Kematian 
(Jiwa) 

Jumlah yang Sudah 
Vaksin (jiwa) 

Jumlah yang Belum 
Vaksin (jiwa) 

Dosis I Dosis II Dosis I Dosis II 

Nias Barat 164 162 1 39,847 28,775 27,063 38,135 

Serdang Bedagai 2446 2366 80 375,749 251,442 128,322 252,629 

Padang Lawas 340 314 26 139,782 59,194 52,607 133,195 

Humbang 
Hasundutan 

526 501 25 139,393 115,558 7,022 30,857 

Tapanuli Selatan 806 778 27 163,275 77,741 62,412 147,946 

Karo 2052 2011 37 279,864 219,626 37,888 98,126 

Nias Utara 180 180 0 63,749 25,488 48,556 86,817 

Simalungun 3204 2992 198 554,156 400,278 234,206 388,084 

Dairi 2068 1978 91 189,035 168,901 45,785 65,919 

Nias 250 247 4 77,541 64,969 33,142 45,714 

Asahan 2457 2276 176 426,331 223,138 162,798 365,991 

Labuhanbatu 
Selatan 

817 787 28 158,122 58,617 75,548 175,053 

Mandailing 
Natal 

682 655 27 269,694 89,943 82,086 261,837 

Samosir 1419 1380 39 96,878 86,633 5,450 15,695 

Pakpak Bharat 352 339 10 34,794 30,263 2,821 7,352 

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara  
 

Berdasarkan data tersebut, total yang sudah dilakukan vaksinasi dosis 

1 dan 2 di Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2021 sebanyak 

8.639.038 jiwa dan 5.659.799 jiwa. Data vaksinasi di Provinsi Sumatera 

Utara dapat dilihat pada grafik berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 16 

 

 

Grafik 1.1 Data Vaksinasi Wilayah Provinsi Sumatera Utara 
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Jumlah yang Belum Vaksin (jiwa) Dosis I Jumlah yang Belum Vaksin (jiwa) Dosis II
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B. Indikator Makro Ekonomi 

Makro ekonomi merupakan gambaran perubahan ekonomi yang 

mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Makro ekonomi 

dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk 

menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan 

sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka 

meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 
 

1. Tingkat Kemiskinan 

Tingkat Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 
sebesar 9,01% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 8,75%. 
Tingkat Kemiskinan tertinggi Tahun 2021 pada Kabupaten Nias 
Utara, sementara terendah pada Kabupaten Simalungun. 

 

Tabel 1.2 Persentase Tingkat Kemiskinan Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Prov. Sumatera Utara 8,75 9,01 0,26 

Kota :       

Binjai 5,71 5,81 0,1 

Gunungsitoli 0,1641 0,1645 0,0004 

Medan 8,01 8,34 0,33 

Padang Sidempuan 16,56 17,28 0,72 

Pematangsiantar 8,27 8,52 0,25 

Sibolga 11,95 12,33 0,38 

Tanjungbalai 0,49 0,28 -0,21 

Tebing Tinggi 9,85 10,3 0,45 

Kabupaten :    

Langkat 9,73 10,12 0,39 

Asahan 9,04 9,35 0,31 

Batubara 11,88 12,38 0,5 

Dairi 8,04 8,31 0,27 

Deli Serdang 3,88 4,01 0,13 

Humbang Hasundutan 9,36 9,65 0,29 

Karo 8,79 8,7 -0,09 

Labuhanbatu 8,44 8,74 0,3 

Labuhanbatu Selatan 8,94 8,34 -0,6 

Labuhanbatu Utara 9,53 10,62 1,09 

Mandailing Natal 9,18 9,49 0,31 

Nias 16,6 16,82 0,22 

Nias Barat 25,69 22,69 -3 

Nias Selatan 0,1674 16,92 16,7526 

Nias Utara 25,07 25,66 0,59 

Padang Lawas 0,0837 0,0869 0,0032 
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Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Padang Lawas Utara 9,7 9,92 0,22 

Pakpak Bharat 9,28 9,28 0 

Samosir 12,48 12,68 0,2 

Serdang Bedagai 7,97 8,30 0,33 

Simalungun 0,0881 0,0846 -0,0035 

Tapanuli Selatan 8,47 8,8 0,33 

Tapanuli Tengah 12,38 12,67 0,29 

Tapanuli Utara 9,37 9,72 0,35 

Toba 8,71 8,71 0 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara  

Berdasarkan data pada tabel diatas, menunjukan bahwa terjadi 
penurunan tingkat kemiskinan pada lima daerah, yaitu Kota 
Tanjungbalai, Kabupaten Karo, Labuhanbatu Selatan, Nias Barat 
dan Simalungun. Peningkatan kemiskinan tertinggi Tahun 2021 
yaitu pada Kota Padang Sidempuan. Secara rata-rata di 
Kabupaten/Kota, tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara 
adalah sebagai berikut. 
 

 
Grafik 1.2 Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan 
 

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Sumatera Utara pada 

Tahun 2021 sebesar 6,32% menurun dari tahun sebelumnya 

sebesar 6,91%. Kota Medan merupakan daerah dengan Tingkat 

Pengangguran Terbuka tertinggi Tahun 2021, sementara daerah 

terendah yaitu Kabupaten Padang Lawas. 
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Tabel 1.3 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka  

Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Prov. Sumatera Utara 6,91 6,32 -0,59 

Kota :       

Binjai 8,67 7,86 -0.81 

Gunungsitoli 0,06 0,05 -0.01 

Medan 10,74 10,81 0.07 

Padang Sidempuan 0,0745 0,0718 0.00 

Pematangsiantar 9,98 8,37 -1.61 

Sibolga 8 8,72 0.72 

Tanjungbalai 6,97 6,98 0.01 

Tebing Tinggi 9,98 8,37 -1.61 

Kabupaten :    

Langkat 7,02 5,12 -1.90 

Asahan 7,24 7,21 -0.03 

Batubara 6,48 6,62 0.14 

Dairi 1,75 1,49 -0.26 

Deli Serdang 9,50 9,13 -0.37 

Humbang Hasundutan 0,84 1,94 1.10 

Karo 1,83 1,95 0.12 

Labuhanbatu 6,05 5,66 -0.39 

Labuhanbatu Selatan 4,80 4,90 0.10 

Labuhanbatu Utara 6,82 5,73 -1.09 

Mandailing Natal 6,50 6,12 -0.38 

Nias 3,49 3,12 -0.37 

Nias Barat 1,71 0,74 -0.97 

Nias Selatan 4,15 3,91 -0.24 

Nias Utara 4,54 3,00 -1.54 

Padang Lawas 0,0411 0,0407 0.00 

Padang Lawas Utara 3,11 3,19 0.08 

Pakpak Bharat 1,93 1,36 -0.57 

Samosir 347,00 147,00 -200.00 

Serdang Bedagai 5,54 6,33 0.79 

Simalungun 5,41 6,91 1.50 

Tapanuli Selatan 4,42 4,00 -0.42 

Tapanuli Tengah 7,54 7,24 -0.30 

Tapanuli Utara 2,94 1,54 -1.40 

Toba 2,50 6,33 3.83 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara  

 

Secara rata-rata di Kabupaten/Kota, tingkat kemiskinan di Provinsi 
Sumatera Utara adalah sebagai berikut. 
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Grafik 1.3 Pertumbuhan Tingkat Pengangguran Terbuka 

 

Berdasarkan data di atas, menunjukkan bahwa umumnya tingkat 
pengangguran terbuka di Kabupaten/Kota mengalami penurunan, 
hanya sebagian kecil yang mengalami peningkatan. Pada tahun 
2021, Tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi adalah 
Kabupaten Samosir sebesar 147 sedangkan yang terendah adalah 
Kota Padang Lawas sebesar 0,0407. 
 

3. Indeks Gini (Gini Ratio) 

Indeks Gini Ratio Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 adalah 

sebesar 0,314%, turun dari tahun sebelumnya sebesar 0,314%. 

Adapun rincian Indeks Gini Ratio di Provinsi Sumatera Utara 

beserta masing-masing Kabupaten/Kota per tahun 2020 dan 2021 

sesuai tabel berikut. 
Tabel 1.4 Indeks Gini Ratio Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Prov. Sumatera Utara 0,316 0,314 -0,002 

Kota :       

Binjai 0.324 0.290 -0.034 

Gunungsitoli 0.322 0.317 -0.005 

Medan 0.320 0.402 0.082 

Padang Sidempuan 0.354 0.310 -0.044 

Pematangsiantar 0.336 0.308 -0.028 

Sibolga 0.291 0.276 -0.015 

Tanjungbalai 0.272 0.248 -0.024 

Tebing Tinggi 0.334 0.344 0.010 

Kabupaten :    

Langkat 0.238 0.238 0.000 

Asahan 0.260 0.244 -0.016 

Batubara 0.259 0.240 -0.019 

Dairi 0.271 0.227 -0.044 
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Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Deli Serdang 0.312 0.263 -0.049 

Humbang Hasundutan 0.246 0.304 0.058 

Karo 0.271 0.233 -0.038 

Labuhanbatu 0.271 0.256 -0.015 

Labuhanbatu Selatan 0.193 0.232 0.039 

Labuhanbatu Utara 0.262 0.243 -0.019 

Mandailing Natal 0.248 0.240 -0.008 

Nias 0.251 0.245 -0.006 

Nias Barat 0.234 0.224 -0.010 

Nias Selatan 0.286 0.241 -0.045 

Nias Utara 0.251 0.236 -0.015 

Padang Lawas 0.265 0.253 -0.012 

Padang Lawas Utara 0.228 0.255 0.027 

Pakpak Bharat 0.248 0.242 -0.006 

Samosir 0.318 0.273 -0.045 

Serdang Bedagai 0.262 0.229 -0.033 

Simalungun 0.295 0.264 -0.031 

Tapanuli Selatan 0.202 0.256 0.054 

Tapanuli Tengah 0.335 0.292 -0.043 

Tapanuli Utara 0.287 0.277 -0.010 

Toba 0.290 0.272 -0.018 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara  

 

Berdasarkan data pada tabel tersebut, Indeks Gini Ratio tertinggi 
tahun 2021 adalah Kota Medan dengan nilai 0,402% dan yang 
terendah adalah Kabupaten Nias Barat dengan nilai 0,224%. 
Terkait dengan pertumbuhan Indeks Gini Ratio di Provinsi 
Sumatera Utara, rata-rata Kabupaten, dan rata-rata Kota di 
Provinsi Sumatera Utara adalah sebagaimana grafik berikut. 
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Grafik 1.4 Pertumbuhan Indeks Gini Ratio di Provinsi Sumatera Utara 

 
Berdasarkan grafik tersebut terjadi penurunan nilai Indeks Gini 
Ratio dari tahun 2020 ke 2021, baik di Provinsi Sumatera Utara 
maupun di rata-rata Kabupaten/Kota. Penurunan yang terjadi 
memang tidak signifikan, berkisar di bawah 0,015 per tahunnya, 
tetapi hal ini menunjukan bahwa tingkat kesenjangan di Provinsi 
Sumatera Utara semakin menurun dari tahun ke tahun. 
 

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara pada 
Tahun 2021 sebesar 72,00% meningkat dari tahun sebelumnya 
sebesar 71,77%. Berikut tabel dan grafik yang menunjukan Indeks 
Pembangunan Manusia di Provinsi Sumatera Utara. 
 

Tabel 1.5 Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Prov. Sumatera Utara 71,77 72,00 0,23 

Kota :       

Binjai 75,89 76,01 0.12 

Gunungsitoli 69,31 69,61 0.30 

Medan 80,98 81,21 0.23 

Padang Sidempuan 75,22 75,48 0.26 

Pematangsiantar 78,57 79,17 0.60 

Sibolga 72,65 73,63 0.98 

Tanjungbalai 68,65 68,94 0.29 

Tebing Tinggi 75,17 75,42 0.25 

Kabupaten :    

Langkat 71,00 71,35 0.35 

Asahan 70,29 70,49 0.20 
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Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) Naik/(Turun) (%) 

Batubara 68,36 68,58 0.22 

Dairi 71,57 71,84 0.27 

Deli Serdang 75,44 75,53 0.09 

Humbang Hasundutan 68,87 69,41 0.54 

Karo 74,43 74,83 0.40 

Labuhanbatu 72,01 72,09 0.08 

Labuhanbatu Selatan 71,40 73,50 2.10 

Labuhanbatu Utara 71,61 71,87 0.26 

Mandailing Natal 66,79 67,19 0.40 

Nias 61,93 62,74 0.81 

Nias Barat 61,51 61,99 0.48 

Nias Selatan 61,59 61,89 0.30 

Nias Utara 62,39 62,83 0.44 

Padang Lawas 68,25 68,64 0.39 

Padang Lawas Utara 69,85 70,11 0.26 

Pakpak Bharat 67,59 67,94 0.35 

Samosir 70,63 70,83 0.20 

Serdang Bedagai 70,24 70,56 0.32 

Simalungun 72,98 73,25 0.27 

Tapanuli Selatan 70,12 70,33 0.21 

Tapanuli Tengah 69,23 69,61 0.38 

Tapanuli Utara 73,47 73,36 -0.11 

Toba 75,16 75,39 0.23 

Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara  

 

 
Grafik 1.5 Pertumbuhan IPM 

 

5. Pertumbuhan Ekonomi 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 

2021 sebesar 23,37% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 

23,82%. Hal tersebut menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai 
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daerah dengan laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi Tahun 2021. 

Sementara Kota Padang Sidempuan menjadi daerah dengan laju 

ekonomi terendah di Sumatera Utara. Perbandingan Indeks 

Pembangunan Manusia antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 

menunjukkan adanya kenaikan pada 19 daerah sedangkan lima 

daerah lainnya mengalami penurunan pada Provinsi Sumatera 

Utara. Peningkatan laju Pertumbuhan Ekonomi tertinggi tahun 

2021, yaitu pada Kota Medan sebesar 4,55%. Berikut tabel dan 

grafik Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Utara. 
Tabel 1.6 Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah Daerah Tahun 2020 (%) Tahun 2021 (%) 
Naik/(Turun) 

(%) 

Prov. Sumatera Utara 23,82 23,37 -0,45 

Kota :       

Binjai -1,83 2,23 4,06 

Gunungsitoli 0,0038 0,0225 0,02 

Medan -1,98 2,57 4,55 

Padang Sidempuan -0,0073 0,0202 0,03 

Pematangsiantar -1,89 1,25 3,14 

Sibolga -1,36 2,1 3,46 

Tangjungbalai 0,47 2,35 1,88 

Tebing Tinggi 2,51 -0,7 -3,21 

Kabupaten :    

Langkat -0,86 1,7 2,56 

Asahan 0,21 3,73 3,52 

Batubara -0,31 2,35 2,66 

Dairi 2,05 -0,94 -2,99 

Deli Serdang -1,78 2,23 4,01 

Humbang Hasundutan -0,132 2,02 2,15 

Karo -0,8 2,25 3,05 

Labuhanbatu 0,09 3,85 3,76 

Labuhanbatu Selatan 0,83 3,82 2,99 

Labuhanbatu Utara 0,27 3,83 3,56 

Mandailing Natal 0,94 3,88 2,94 

Nias 1,8 2,21 0,41 

Nias Barat 1,66 2,26 0,60 

Nias Selatan 0,61 2,02 1,41 

Nias Utara 1,58 2,02 0,44 

Padang Lawas 0,0118 0,0383 0,03 

Padang Lawas Utara -1,07 2,61 3,68 

Pakpak Bharat -0,18 2,54 2,72 

Samosir 2,06 2,65 0,59 

Serdang Bedagai -0,44 2,87 3,31 

Simalungun 5,2 1,1 -4,10 

Tapanuli Selatan -0,76 2,56 3,32 

Tapanuli Tengah -0,76 2,56 3,32 

Tapanuli Utara 4,15 3,54 -0,61 

Toba 0,27 2,92 2,65 
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Sumber : Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Utara  

 

 
Grafik 1.6 Laju Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi 

 

6. Inflasi  

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi 

kumulatif di Sumatera Utara pada tahun 2021 yaitu sebesar 0,46%. 

Dari kelima kota pemantauan inflasi di Sumatera Utara,  dua kota 

dengan inflasi kumulatif tertinggi yaitu Kota Pematangsiantar 

sebesar 0,85% dan Kota Gunungsitoli sebesar 0,62%. Inflasi di 

Sumatera Utara mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 

inflasi tahun sebelumnya  sebesar 1,68%. 

 

C. Kondisi Fiskal Daerah 

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam 

mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini diikuti semangat 

untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran 

daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah 

daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari 

pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana 

desa (TKDD) serta pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah 

Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam tabel berikut. 
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Tabel 1.7 Pendapatan TKDD dan PAD Tahun 2021 dan 2020 

Pemerintah Daerah 

Pendapatan Transfer 
Lain-Lain Pendapatan Daerah 

yang Sah 
Pendapatan Asli Daerah 

2021  
(Rp) 

2020  
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2021  
(Rp) 

2020  
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2021  
(Rp) 

2020  
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

Prov. Sumatera Utara 
7.518 7.348 2,32 113,00 37,00 205,41 6.403 5.531 15,77 

Kota :          

Binjai 738,84 736,78 0,28 30,62 40,21 -23,86 112,27 91,99 22,05 

Gunungsitoli 654,16 652,60 0,24 33,50 33,75 -0,74 21,42 17,45 22,75 

Medan 2.977,57 2.478,93 20,12 138,99 133,17 4,37 1.906,51 1.509,48 26,30 

Padang Sidempuan 693,85 671,79 3,28 25,61 28,55 -10,27 59,87 64,00 -6,47 

Pematangsiantar 734,72 748,71 -1,87 34,81 1,49 2.239,55 128,59 140,05 -8,18 

Sibolga 498,64 525,38 -5,09 14,76 12,40 18,97 76,26 79,54 -4,12 

Tangjungbalai 527,86 525,99 0,36 20,06 20,26 -1,00 58,65 63,48 -7,61 

Tebing Tinggi 579,08 542,97 6,65 30,33 25,69 18,06 82,93 90,98 -8,85 

Kabupaten :          

Langkat 1.994,04 1.831,94 8,85 114,11 121,90 -6,39 158,48 168,84 -6,14 

Asahan 1.406,04 1.361,01 3,31 103,82 131,00 -20,75 134,86 135,52 -0,49 

Batubara 939,50 956,71 -1,80 54,59 56,95 -4,15 174,53 166,02 5,12 

Dairi 1.004,25 907,09 10,71 64,47 57,98 11,21 72,27 89,76 -19,49 

Deli Serdang 2.451,66 2.357,73 3,98 161,49 167,90 -3,82 928,69 809,72 14,69 

Humbang Hasundutan 897,80 694,99 29,18 4,21 176,57 -97,62 78,25 67,94 15,18 

Karo 1.182,79 861,51 37,29 63,58 306,13 -79,23 108,37 100,33 8,00 

Labuhanbatu 1.025,05 866,37 18,32 78,86 149,90 -47,39 238,19 161,49 47,50 

Labuhanbatu Selatan 834,50 755,55 10,45 8,00 50,35 -84,11 41,87 55,86 -25,05 

Labuhanbatu Utara 931,45 853,16 9,18 48,59 59,68 -18,57 58,86 55,49 6,07 

Mandailing Natal 1.471,73 1.028,73 43,06 85,52 387,67 -77,94 142,41 90,45 57,44 

Nias 744,07 747,49 -0,46 36,73 40,59 -9,52 103,94 103,76 0,18 

Nias Barat 598,20 603,44 -0,87 23,15 25,70 -9,92 18,27 19,58 -6,69 

Nias Selatan 1.295,55 1.347,23 -3,84 72,77 83,88 -13,25 32,82 28,67 14,47 

Nias Utara 692,60 713,04 -2,87 31,10 2,40 1.195,95 20,17 58,88 -65,74 

Padang Lawas 980,63 722,03 35,82 37,97 270,62 -85,97 46,76 44,06 6,14 

Padang Lawas Utara 1.057,02 1.029,53 2,67 48,66 41,83 16,31 43,57 51,98 -16,16 

Pakpak Bharat 490,22 407,45 20,31 14,19 59,54 -76,17 24,44 21,69 12,69 

Samosir 765,49 707,02 8,27 25,38 31,15 -18,51 61,87 60,37 2,48 

Serdang Bedagai 1.353,32 1.107,04 22,25 76,11 269,52 -71,76 133,47 120,03 11,20 

Simalungun 1.935,65 1.877,04 3,12 117,55 139,36 -15,65 177,65 159,32 11,50 

Tapanuli Selatan 1.308,86 926,09 41,33 70,82 245,14 -71,11 134,09 132,01 1,58 

Tapanuli Tengah 1.016,94 1.033,37 -1,59 59,92 64,94 -7,73 43,47 41,13 5,69 

Tapanuli Utara 1.178,81 1.078,79 9,27 76,47 78,70 -2,83 162,79 133,38 22,06 

Toba 967,35 732,23 32,11 35,61 216,66 -83,56 75,31 57,40 31,19 

(dalam miliar rupiah) 
Sumber : Data LKPD Provinsi Sumatera Utara (unaudited) dan 33 Kabupaten/Kota 
(Unaudited) 

 

1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa 

Perbandingan realisasi Pendapatan Transfer Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 mengalami kenaikan 

sebesar 2,32%. Kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten 

Mandailing Natal sebesar 43,06% dan terendah pada Kota Sibolga 

sebesar -5,09%. 
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2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa 

Perbandingan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah 

yang Sah antara Tahun 2021 dengan Tahun 2020 menunjukkan 

adanya kenaikan pada delapan daerah, sementara pada 26 daerah 

mengalami penurunan. Kenaikan tertinggi terdapat pada Kota 

Pematangsiantar dan terendah pada Kabupaten Humbang 

Hasundutan. 

 

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah 

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah antara tahun 2020 

dengan tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan pada 22 

daerah sementara pada 12 daerah lainnya mengalami penurunan. 

Kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Mandailing Natal dan 

terendah pada Kabupaten Nias Utara. 

 

Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD 

tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal daerah dapat dilihat 

dari pola pengeluaran/belanja daerah. Beberapa indikator yang dapat 

dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal 

daerah antara lain rasio belanja pegawai terhadap total belanja dan 

transfer, rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja 

barang operasional) terhadap total belanja dan transfer, serta rasio 

pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio 

tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut. 

 
Tabel 1.8 Rasio Fiskal Daerah Tahun 2021 dan 2020 

Pemerintah Daerah 

Rasio Belanja 
Pegawai/Total Belanja & 

Transfer 
Rasio Belanja Rutin 

Rasio PAD/Total Belanja 
& Transfer 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Naik/ 
(Turun)  

% 

Prov. Sumatera Utara 30.52 25.50 -5.02 47.74 46.89 -0.85 50.58 48.41 -2.17 

Kota          

 Medan  40.88   37.87   -3.01  81.13   78.39   -2.73  37.80   42.37   4.57  

 Binjai  51.73   51.46   -0.26  81.93   83.82   1.88   12.77   10.53   -2.24 

 Tebing Tinggi  40.70   42.00   1.30  73.27   73.00   -0.27  13.90   12.00   -1.90 

 Pematangsiantar  52.67   50.45   -2.22  72.02   77.22   5.21   15.36   14.67   -0.69 

 Padang Sidempuan  57.02   50.54   -6.49  85.16   79.23   -5.93  10.02   8.29   -1.72 

Sibolga  43.13   42.42   -0.71  74.14   80.56   6.42   13.99   13.12   -0.87 

Tanjungbalai  50.32   53.73   3.41   79.94   87.24   7.30   10.63   10.33   -0.31 

Gunungsitoli  35.71   36.66   0.95   55.62   58.04   2.41   2.43   3.09   0.66  

Kabupaten          

  Langkat  48.54   50.08   1.54   68.16   69.53   1.38   7.73   7.31   -0.42 

Padang Lawas Utara  31.29   32.94   1.65   50.31   53.66   3.35   4.80   3.90   -0.90 

Deli Serdang  41.28   37.85   -3.43  67.01   68.61   1.60   24.73   26.73   2.00  

Batubara  35.99   36.35   0.36   57.98   63.48   5.50   13.71   14.47   0.76  
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Pemerintah Daerah 

Rasio Belanja 
Pegawai/Total Belanja & 

Transfer 
Rasio Belanja Rutin 

Rasio PAD/Total Belanja 
& Transfer 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(%) 

2021 
(%) 

Naik/ 
(Turun)  

% 

Labuhanbatu  41.84   46.59   4.75   70.57   74.53   3.96   13.59   18.81   5.22  

Labuhanbatu Utara  41.76   43.57   1.81   66.48   68.06   1.58   5.68   6.02   0.34  

Tapanuli Utara  33.07   35.40   2.34   56.02   57.55   1.53   8.97   11.05   2.08  

Nias Selatan  24.64   25.94   1.30   42.87   47.12   4.25   1.84   2.33   0.48  

Toba  40.90   39.58   -1.32  61.22   62.31   1.09   5.75   7.42   1.67  

Tapanuli Tengah  37.49   38.32   0.83   63.96   65.31   1.35   6.93   7.28   0.36  

Nias Barat  27.24   31.15   3.91   52.86   62.07   9.21   2.92   2.94   0.02  

Serdang Bedagai  38.34   37.29   -1.05  60.82   57.45   -3.37  7.90   8.27   0.37  

Padang Lawas  33.34   31.27   -2.07  54.65   53.55   -1.10  4.26   4.34   0.09  

Humbang Hasundutan  40.35   40.02   -0.33  61.83   66.25   4.43   7.22   8.03   0.81  

Tapanuli Selatan  34.56   35.16   0.60   54.01   58.78   4.77   9.77   10.34   0.56  

Karo  43.43   34.58   -8.85  67.56   51.45   -16.11  7.53   6.63   -0.90 

Nias Utara  27.51   34.33   6.82   46.81   56.58   9.77   7.22   2.74   -4.48 

Simalungun  42.18   44.44   2.26   54.33   61.98   7.65   7.45   8.62   1.17  

Dairi  44.58   40.90   -3.68  64.31   66.25   1.94   8.48   6.37   -2.11 

Nias  33.71   35.53   1.82   53.95   60.74   6.79   11.50   12.38   0.88  

Asahan  36.65   36.96   0.31   53.93   58.08   4.16   7.22   7.23   0.01  

Labuhanbatu Selatan  37.34   37.55   0.21   60.36   65.57   5.21   6.71   7.35   0.64  

Mandailing Natal  39.30   38.92   -0.38  61.15   62.21   1.05   5.80   8.82   3.02  

Samosir  51.85   39.08   -12.77  75.83   61.63   -14.20  9.22   7.58   -1.65 

Pakpak Bharat  37.11   38.51   1.40   62.46   69.05   6.59   4.39   4.75   0.36  

 
Sumber : Data LKPD Provinsi Sumatera Utara (unaudited) dan 33 Kabupaten/Kota 
(Unaudited) 

 

1. Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Transfer 

Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang 

dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk 

Belanja Barang, Belanja Modal untuk menggerakan ekonomi 

daerah, dan Belanja Bantuan Sosial, Hibah untuk mengatasi 

permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya.  

Rasio Belanja Pegawai terhadap total Belanja dan Transfer Tahun 

2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, menunjukkan 

adanya kenaikan pada 19 daerah, sementara 15 daerah 

mengalami penurunan. Peningkatan rasio tertinggi pada Kota Nias 

Utara sebesar 6,82%. 

 

2. Rasio belanja rutin pemerintahan (Belanja Pegawai + Belanja 

Barang Operasional) terhadap total Belanja dan Transfer 

Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang 

benar-benar dipergunakan untuk peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah (melalui Belanja Barang Non Operasional dan 

Belanja Modal) serta untuk mengatasi permasalahan sosial daerah 

(melalui Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial). 
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Rasio belanja rutin pemerintahan terhadap Belanja dan Transfer 

Tahun 2021 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2020, 

menunjukkan adanya kenaikan pada 18 daerah, sementara pada 

16 daerah mengalami penurunan. Peningkatan rasio tertinggi 

pada Kabupaten Nias Utara sebesar 9,77%. 

 

3. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja dan Transfer 

Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai 

pengeluaran daerah dari Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). 

Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal 

yang lebih baik. 

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total Belanja dan Transfer 

Tahun 2021 dibandingkan dengan Tahun 2020, menunjukkan 

adanya kenaikan pada 18 daerah, sementara 16 daerah 

mengalami penurunan. Peningkatan rasio tertinggi pada 

Kabupaten Labuhanbatu sebesar 5,22%. 

 

D. LRA dan Neraca Komparatif 

 

Data Neraca dan LRA dalam IHPD TA 2021 disusun berdasarkan data 

LKPD provinsi dan kabupaten/kota (Unaudited) di wilayah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun Anggaran 2021. 

 

1. Neraca 

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang 

menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban 

dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh 

dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan 

kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember TA 

2021 dan 2020 Pemerintah Daerah se-Provinsi Sumatera Utara. 
 
 
 
 

Tabel 1.9 Neraca Komparatif Tahun 2021 dan 2020 

(dalam miliar rupiah) 

Pemerintah Daerah 

Aset Kewajiban Ekuitas 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun)  

% 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

(%) 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

(%) 

Prov. Sumatera 
Utara 

17.694,49 18.887,82 6,74 16130,5044 17.360,04 7,62 1.563,99 1.527,78 -2,31 
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Pemerintah Daerah 

Aset Kewajiban Ekuitas 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun)  

% 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

(%) 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

(%) 

Kota :                   

Binjai 1.320,35 1.321,92 0,12 14,92 39,03 161,55 1.305,43 1.282,88 -1,73 

Gunungsitoli 1.624,19 1.679,41 3,40 17,92 6,34 -64,59 1.606,28 1.673,06 4,16 

Langkat 4.054,40 4.109,48 1,36 5,73 14,69 156,48 4.048,67 4.094,79 1,14 

Medan 33.890,90 33.550,74 -1,00 105,66 113,92 7,81 33.785,24 33.436,82 -1,03 

Padang Sidempuan 1.338,70 1.402,58 4,77 9,21 10,54 14,46 1.329,48 1.392,03 4,70 

Pematangsiantar 3.364,58 3.477,02 3,34 30,22 17,36 -42,54 3.334,36 3.459,66 3,76 

Sibolga 1.648,97 1.607,54 -2,51 5,82 8,51 46,06 1.643,15 1.599,03 -2,68 

Tangjungbalai 1.357,51 1.397,29 2,93 1,85 1,91 3,34 1.355,66 1.395,38 2,93 

Tebing Tinggi 1.806,89 1.951,11 7,98 39,55 30,10 -23,90 1.767,34 1.921,01 8,69 

Kabupaten :                   

Asahan 3.524,29 3.636,29 3,18 7,81 5,56 -28,79 3.516,48 3.630,73 3,25 

Batubara 2.168,30 2.138,08 -1,39 81,93 88,51 8,03 2.086,37 2.049,57 -1,76 

Dairi 1.894,47 1.972,20 4,10 11,00 18,38 67,14 1.883,47 1.953,82 3,74 

Deli Serdang 7.676,37 7.955,90 3,64 125,23 283,27 126,19 7.551,14 7.672,64 1,61 

Humbang Hasundutan 1.934,55 2.053,68 6,16 13,69 35,04 155,97 1.920,86 2.018,64 5,09 

Karo 2.584,25 2.634,36 1,94 13,41 19,82 47,84 2.570,85 2.614,53 1,70 

Labuhanbatu 2.689,11 2.744,58 2,06 70,69 29,61 -58,12 2.617,83 2.714,97 3,71 

Labuhanbatu Selatan 1.626,15 1.709,64 5,13 20,00 15,72 -21,41 1.606,15 1.693,92 5,46 

Labuhanbatu Utara 1.896,89 1.988,00 4,80 5,85 1,24 -78,78 1.901,04 1.996,76 5,03 

Mandailing Natal 1.859,62 2.013,12 8,25 0,06 0,06 0,00 1.859,57 2.013,06 8,25 

Nias 1.956,97 1.935,76 -1,08 19,47 46,03 136,42 1.947,23 1.912,75 -1,77 

Nias Barat 1.270,53 1.206,75 -5,02 24,13 16,90 -29,97 1.246,40 1.189,85 -4,54 

Nias Selatan 2.012,11 2.150,14 6,86 75,27 95,31 26,61 1.936,84 2.054,83 6,09 

Nias Utara 1.779,30 1.701,30 -4,38 12,36 6,22 -49,65 1.766,95 1.695,08 -4,07 

Padang Lawas 1.659,54 1.677,43 1,08 6,18 3,30 -46,67 1.653,35 1.674,14 1,26 

Padang Lawas Utara 1.413,97 1.423,14 0,65 5,01 10,15 102,85 1.408,97 1.412,99 0,29 

Pakpak Bharat 978,55 1.005,83 2,79 6,31 11,24 78,15 972,24 994,58 2,30 

Samosir 1.555,77 1.670,47 7,37 7,54 9,47 25,65 1.548,23 1.661,00 7,28 

Serdang Bedagai 2.037,60 2.330,66 14,38 10,40 161,38 1451,83 2.027,20 2.169,28 7,01 

Simalungun 3.432,65 3.502,64 2,04 177,86 32,97 -81,46 3.254,79 3.469,67 6,60 

Tapanuli Selatan 2.595,34 2.916,36 12,37 2,87 2,47 -13,95 2.592,47 2.913,89 12,40 

Tapanuli Tengah 92,56 92,73 0,19 15,04 18,03 19,93 -80,52 74,81 -192,91 

Tapanuli Utara 2.456,31 2.661,94 8,37 336,67 388,13 15,29 2.456,31 2.661,94 8,37 

Toba 1.885,66 1.983,01 5,16 7,15 1,10 -84,62 1.878,51 1.981,91 5,50 

Jumlah 103.387,36 105.601,11 2,14 1.286,81 1.542,33 19,86 102.298,31 104.480,04 2,13 

Sumber : Data LKPD Provinsi Sumatera Utara (unaudited) dan 33 Kabupaten/Kota 
(Unaudited) 

 

a. Aset  

Perbandingan antara Aset Tahun 2021 dengan Aset Tahun 

2020 menunjukkan adanya kenaikan pada 28 daerah dan 

penurunan pada enam daerah, yaitu Kota Medan, Sibolga, 

Kabupaten Batubara, Nias, Nias Barat dan Nias Utara. Aset 

tertinggi Tahun 2021 pada Kota Medan, sementara terendah 

pada Kabupaten Tapanuli Tengah. 
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b. Kewajiban  

Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2021 dengan 

kewajiban Tahun 2020 menunjukkan kenaikan pada 21 

daerah dan penurunan pada 13 daerah. Kewajiban tertinggi 

Tahun 2021 pada Kabupaten Tapanuli Utara, sementara 

terendah pada Kabupaten Mandailing Natal. 

 

c. Ekuitas  

Perbandingan antara Ekuitas Tahun 2021 dengan Ekuitas 

Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan pada 26 daerah 

dan penurunan pada delapan daerah, yaitu Provinsi Sumatera 

Utara, Kota Medan, Binjai, Sibolga, Kabupaten Batubara, 

Tapanuli Tengah, Nias Utara,  dan Nias. Ekuitas tertinggi 

Tahun 2021 pada Kota Medan, sementara terendah pada 

Kabupaten Tapanuli Tengah. 

 

2. LRA 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan 

informasi realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit, 

Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, yang 

masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu 

periode. Berikut LRA TA 2021 dan 2020 Pemerintah Daerah se-

Provinsi Sumatera Utara. 

 
Tabel 1.10 LRA Komparatif Tahun 2021 dan 2020 

(dalam miliar rupiah) 

Pemerintah Daerah 

Pendapatan Belanja & Transfer SiLPA 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

Prov. Sumatera Utara 12.916 14.034 8,65 10.936 13.225 20,94 499 1.097 119,78 

Kota :          

Binjai 882 869 -1,45 879 873 -0,67 9 4 -59,23 

Gunungsitoli 704 709 0,75 719 693 -3,60 23 39 65,33 

Langkat 2.123 2.267 6,78 2.183 2.167 -0,74 197 291 47,93 

Medan 4.122 5.023 21,87 3.993 4.499 12,67 622 1.147 84,21 

Padang Sidempuan 764 779 1,96 690 774 12,15 109 108 -0,27 

Pematangsiantar 898 890 -0,88 877 912 4,03 111 97 -11,94 

Sibolga 617 590 -4,48 568 581 2,27 87 93 6,02 

Tangjungbalai 610 607 -0,52 597 568 -4,86 15 50 236,04 

Tebing Tinggi 660 692 4,96 655 669 2,18 28 32 13,53 

Kabupaten :          

Asahan 1.628 1.645 1,06 1.603 1.593 -0,65 42 91 117,98 

Batubara 1.180 1.169 -0,94 1.211 1.206 -0,42 109 123 12,40 
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Pemerintah Daerah 

Pendapatan Belanja & Transfer SiLPA 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

2020 
(Rp) 

2021 
(Rp) 

Naik/ 
(Turun) 

% 

Dairi 1.055 1.141 8,17 1.058 1.134 7,12 115 115 -0,04 

Deli Serdang 3.335 3.542 6,19 3.274 3.474 6,10 140 195 38,95 

Humbang 
Hasundutan 

939 980 4,34 941 974 3,56 137 140 2,33 

Karo 1.268 1.355 6,84 1.332 1.359 1,99 175 166 -5,23 

Labuhanbatu 1.178 1.342 13,95 1.188 1.266 6,59 21 91 326,03 

Labuhanbatu Selatan 862 939 9,02 833 861 3,35 101 178 75,75 

Labuhanbatu Utara 968 1.039 7,29 977 978 0,02 87 148 70,56 

Mandailing Natal 1.507 1.700 12,79 1.560 1.615 3,53 63 135 113,98 

Nias 892 885 -0,80 902 839 -6,95 67 107 60,12 

Nias Barat 649 640 -1,40 671 621 -7,45 38 56 45,76 

Nias Selatan 1.460 1.401 -4,02 1.556 1.411 -9,28 13 2 -84,41 

Nias Utara 774 744 -3,93 816 737 -9,61 14 21 45,01 

Padang Lawas 1.037 1.065 2,76 1.034 1.077 4,15 49 34 -30,00 

Padang Lawas 
Utara 

1.123 1.149 2,31 1.082 1.117 3,16 65 97 49,53 

Pakpak Bharat 489 529 8,22 496 515 3,83 52 67 28,51 

Samosir 799 853 6,79 808 816 0,98 37 69 88,31 

Serdang Bedagai 1.497 1.563 4,43 1.520 1.614 6,22 46 98 113,28 

Simalungun 2.176 2.231 2,53 2.139 2.060 -3,67 111 158 42,66 

Tapanuli Selatan 1.118 1.052 -5,84 1.351 1.297 -3,97 40 248 519,04 

Tapanuli Tengah 32 26 -19,42 63 49 -21,68 -31 -23 -24,06 

Tapanuli Utara 1.291 1.418 9,85 1.486 1.473 -0,88 97 172 77,83 

Toba 1.006 1.078 7,15 998 1.015 1,72 62 120 94,28 

Jumlah 52.556 55.945 3,49 50.995 54.063 0,97 3.352 5.566 69,09 

Sumber : Data LKPD Provinsi Sumatera Utara (unaudited) dan 33 Kabupaten/Kota 
(Unaudited) 

a. Pendapatan 

Total realisasi Pendapatan Tahun 2021 dibandingkan dengan 

realisasi Pendapatan Tahun 2020 menunjukkan adanya 

kenaikan sebesar 3,49%. Peningkatan tertinggi terdapat pada 

Kota Medan dan terendah pada Kabupaten Tapanuli Tengah. 

b. Belanja dan Transfer 

Total realisasi Belanja dan Transfer Tahun 2021 dibandingkan 

dengan realisasi Tahun 2020 menunjukkan adanya kenaikan 

sebesar 0,97%. Peningkatan tertinggi terdapat pada Kota 

Medan dan terendah pada Kabupaten Tapanuli Tengah. 

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)  

Perbandingan antara SiLPA Tahun 2021 dengan SiLPA Tahun 

2020 menunjukkan adanya kenaikan pada 26 daerah dan 

penurunan pada 8 daerah. SiLPA tertinggi Tahun 2021 pada 
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Kabupaten Tapanuli Selatan, sementara terendah pada 

Kabupaten Nias Selatan. 

 

E. BUMD 

BUMD pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara 

sebanyak 43 BUMD yang terdiri dari BPD, PDAM, PD, dan lain-lain 

dengan jumlah masing-masing sebagai berikut: 

 
Tabel 1.11 BUMD Wilayah Provinsi Sumatera Utara  

Pemerintah Daerah BPD  PDAM  PD  DLL  Jumlah 

Prov. Sumatera Utara 1 1 3 3 8 

Kota :           

Binjai - 1 1 - 2 

Gunungsitoli -   - - 0 

Langkat - 1 - - 1 

Medan - - 3 - 3 

Padang Sidempuan - 1 - - 1 

Pematangsiantar - 1 2 - 3 

Sibolga - 1 1  - 2 

Tangjungbalai - 1 - - 1 

Tebing Tinggi - 1 - - 1 

Kabupaten : -         

Asahan - 1 - - 1 

Batubara - 1 - 1 2 

Dairi - 1 1 - 2 

Deli Serdang - 1 - 1 2 

Humbang Hasundutan - - - - 0 

Karo - 1 - - 1 

Labuhanbatu - 1 - - 1 

Labuhanbatu Selatan - - - - 0 

Labuhanbatu Utara - - - - 0 

Mandailing Natal - 1 - - 1 

Nias - 1 - - 1 

Nias Barat - - - - 0 

Nias Selatan - - - 1 1 

Nias Utara -     - 0 

Padang Lawas - - - - 0 

Padang Lawas Utara - - - - 0 

Pakpak Bharat - - - - 0 

Samosir -   - - 0 

Serdang Bedagai - - - - 0 

Simalungun - 1 1 - 2 

Tapanuli Selatan - - - 1 1 

Tapanuli Tengah - 1 - 2 3 

Tapanuli Utara - 1 2 - 3 

Toba - - - - 0 

Jumlah 1 19 14 9 43 
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Berdasarkan data kontribusi BUMD pada Provinsi Sumatera Utara 

sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 

2021 diketahui prosentase kepemilikan berkisar antara 0,21% – 100% 

dengan total 43 BUMD. 

 

F. BLUD 

BLUD pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang 

telah ditetapkan sebanyak 57 BLUD, terdiri dari RSUD, UPTD Pengelola 

Dana Bergulir dan Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai 

berikut: 

 
Tabel 1.12 BLUD Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Pemerintah Daerah RSUD Puskesmas 
UPTD Pengelola 

Dana Bergulir 
Jumlah 

Prov. Sumatera Utara       1 

Kota :         

Binjai 1 - - 1 

Gunungsitoli - - 1 1 

Langkat 1 - - 1 

Medan 1 - - 1 

Padang Sidempuan 1 - - 1 

Pematangsiantar 1 - - 1 

Sibolga 1 - - 1 

Tangjungbalai 1 - - 1 

Tebing Tinggi 1 - - 1 

Kabupaten :         

Asahan 1 - - 1 

Batubara - - - 0 

Dairi 1 - - 1 

Deli Serdang 1 34 - 35 

Humbang Hasundutan 1 - - 1 

Karo 1 - - 1 

Labuhanbatu 1 - - 1 

Labuhanbatu Selatan - - - 0 

Labuhanbatu Utara - - - 0 

Mandailing Natal 1 - - 1 

Nias 1 - - 1 

Nias Barat - - - 0 

Nias Selatan - - - 0 

Nias Utara - - - 0 

Padang Lawas - - - 0 

Padang Lawas Utara - - - 0 

Pakpak Bharat - - - 0 

Samosir 1 - - 1 

Serdang Bedagai - - - 0 

Simalungun 3 - - 3 

Tapanuli Selatan - - - 0 

Tapanuli Tengah 1 - - 1 

Tapanuli Utara 1 - - 1 

Toba - - - 0 

Jumlah 22 34 1 57 
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BAB II 
HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN 

 
A. Opini LKPD 

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. 

Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan oleh BPK dalam rangka 



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 37 

 

memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi 

yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Tujuan 

pemeriksaan keuangan adalah untuk memperoleh keyakinan memadai 

sehingga Pemeriksa mampu memberikan opini bahwa laporan 

keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 

atas kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, 

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas 

sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan 

keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik untuk dan atas 

nama BPK. 

 

Opini merupakan pernyataan profesional Pemeriksa mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan 

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan 

(adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang 

dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini Wajar Dengan 

Pengecualian (qualified opinion), (iii) opini Tidak Wajar (adverse 

opinion), dan (iv) opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer of 

opinion). 

 

Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2020 pada wilayah Provinsi Sumatera 

Utara diketahui bahwa 24 entitas memperoleh opini WTP dan 10 

entitas memperoleh opini WDP. Perkembangan opini atas laporan 

keuangan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara 

tanggal 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut. 

 

 

 

 
Tabel 2.1 Opini atas LKPD TA 2018 s.d. 2020  

pada Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

No. Entitas 
Opini 

TA 2018 TA 2019 TA 2020 

1. Provinsi Sumatera Utara WTP WTP WTP 

2. Kabupaten Asahan WTP WTP WTP 

3. Kabupaten Batu Bara WTP WTP WTP 

4. Kabupaten Dairi WTP WTP WTP 

5. Kabupaten Deli Serdang WTP WTP WTP 
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No. Entitas 
Opini 

TA 2018 TA 2019 TA 2020 

6. Kabupaten Humbang Hasundutan WTP WTP WTP 

7. Kabupaten Karo WDP WTP WTP 

8. Kabupaten Labuhanbatu WDP WDP WDP 

9. Kabupaten Labuhanbatu Selatan WTP WTP WTP 

10. Kabupaten Labuhanbatu Utara WDP WTP WTP 

11. Kabupaten Langkat WDP WTP WTP 

12. Kabupaten Mandailing Natal WDP WDP WDP 

13. Kabupaten Nias WDP WDP WDP 

14. Kabupaten Nias Barat TMP WDP WDP 

15. Kabupaten Nias Selatan WDP WDP WDP 

16. Kabupaten Nias Utara WDP WDP WDP 

17. Kabupaten Padang Lawas WDP WTP WTP 

18. Kabupaten Padang Lawas Utara WTP WTP WDP 

19. Kabupaten Pakpak Bharat WDP WDP WTP 

20. Kabupaten Samosir WTP WTP WTP 

21. Kabupaten Serdang Bedagai WTP WTP WTP 

22. Kabupaten Simalungun TMP WDP WDP 

23. Kabupaten Tapanuli Selatan WTP WTP WTP 

24. Kabupaten Tapanuli Tengah WDP WDP WTP 

25. Kabupaten Tapanuli Utara WTP WTP WTP 

26. Kabupaten Toba Samosir WTP WTP WTP 

27. Kota Binjai WTP WTP WTP 

28. Kota Gunung Sitoli WTP WTP WTP 

29. Kota Medan WDP WDP WTP 

30. Kota Padangsidimpuan WDP WDP WTP 

31. Kota Pematangsiantar WDP WDP WDP 

32. Kota Sibolga WTP WTP WTP 

33. Kota Tanjungbalai TMP WDP WDP 

34. Kota Tebingtinggi WTP WTP WTP 

 
Terhadap pemberian opini WDP pada 10 entitas di wilayah Provinsi 

Sumatera Utara, BPK menemukan permasalahan yang bernilai dampak 

material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan 

keuangan, dengan rincian pada tabel berikut.  

 
Tabel 2.2 Entitas yang Memperoleh WDP pada Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

NO Entitas Permasalahan yang Material 

1. Kabupaten 

Labuhanbatu 

1. Saldo kas di bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah yang tidak didukung saldo kas riil. 

Hal tersebut berdampak pada lebih saji kas di bendahara pengeluaran sebesar 

Rp1.141.985.505,00 yang tidak dapat dikoreksi; 

2. Piutang pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) sebesar Rp63,42 

milliar. Sampai dengan 31 Desember 2020, Pemkab Labuhanbatu hanya melakukan verifikasi 

dan validasi subjek/objek pajak tunggakan PBB-P2 pada satu kecamatan sampai dengan 

penetapan pajak terutang Tahun 2017. Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang 

(SPPT) PBB-P2 Tahun 2020 berdasarkan subjek/objek yang belum selesai diverifikasi dan 

validasi. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menilai kewajaran penyajian saldo piutang PBB-

P2 di neraca; 
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NO Entitas Permasalahan yang Material 

3. Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pendidikan yang tidak didukung daftar rincian aset 

senilai Rp1,88 milliar, kendaraan bermotor tidak dilengkapi bukti kepemilikan senilai Rp7,81 

milliar, tidak dilengkapi identitas barang senilai Rp8,9 milliar,00 dan kendaraan bermotor 

yang tidak diketahui keberadaannya senilai Rp0,80 milliar. Hal tersebut berdampak terhadap 

kewajaran penyajian nilai aset tetap peralatan dan mesin serta akumulasi penyusutan pada 

neraca dan beban penyusutan pada LO; 

4. Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak diketahui lokasi maupun luasnya senilai Rp232,13 

milliar. Catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap 

keberadaan, kelengkapan, nilai, dan hak kepemilikan atas aset jalan, jaringan dan irigasi yang 

sebenarnya. Hal tersebut berdampak terhadap kewajaran penyajian saldo aset tetap jalan, 

irigasi, dan jaringan pada neraca. 

2. Kabupaten 

Mandailing Natal 

1. Piutang PBB P2 sebesar Rp12,58 milliar dan Piutang Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak 

Burung Walet sebesar Rp0,12 milliar tidak didukung rincian data piutang pajak. BPK tidak 

memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut sehingga BPK 

tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut; 

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp47,68 milliar. 

Catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap 

keberadaan, kelengkapan, nilai, dan hak kepemilikan atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin 

serta akumulasi penyusutan yang sebenarnya. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian 

nilai Akumulasi Penyusutan pada neraca dan Beban Penyusutan pada LO; 

3. Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak diketahui keberadaannya Rp8,88 milliar dan tidak 

dapat dikapitalisasi sesuai dengan aset induknya sebesar Rp14,59 milliar. Catatan yang 

tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap keberadaan, 

kelengkapan, nilai, dan hak kepemilikan atas Aset Gedung dan Bangunan serta akumulasi 

penyusutan yang sebenarnya. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian nilai Akumulasi 

Penyusutan pada neraca dan Beban Penyusutan pada LO; 

4. Aset Tetap Lainnya tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp19,12 milliar. Catatan yang 

tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap keberadaan, 

kelengkapan, nilai, dan hak kepemilikan atas Aset Tetap Lainnya dan akumulasi penyusutan 

yang sebenarnya. Hal tersebut berdampak terhadap penyajian nilai akumulasi penyusutan 

pada neraca dan beban penyusutan pada LO; 

5. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang belum 

dipulihkan sebesar Rp1,27 milliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset tetap gedung 

dan bangunan pada Neraca sebesar Rp1,27 milliar yang tidak dapat dikoreksi. 

3. Kabupaten Nias 1. Aset tetap tanah di bawah jalan tidak dapat ditelusuri ke data jalan induk sebanyak 222 

bidang sebesar Rp27.08 milliar. Selain itu, Aset tetap Tanah masih dalam proses penelusuran 

sebanyak 10 bidang tanah senilai Rp230,86 milliar yang tidak diketahui keberadaannya dan 

masih dalam proses penelusuran. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan 

tepat tentang nilai tersebut sehingga BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan 

penyesuaian terhadap angka tersebut; 

2. Terdapat 43 persil tanah senilai Rp116,66 milliar, 63 gedung dan bangunan senilai Rp63,63 

milliar, dan 16 aset lain-lain senilai Rp0,09 milliar yang merupakan aset tetap milik Pemkab 

Nias yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli, dimana sesuai UU Nomor 47 Tahun 2008 

tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli, seharusnya tanah serta gedung dan bangunan milik 

Pemkab Nias yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli sudah diserahkan ke Pemko 

Gunungsitoli paling lambat lima tahun setelah pelantikan pejabat walikota. Sampai dengan 

21 April 2021, Pemkab Nias telah melaksanakan Pengalihan Personel, Pendanaan, Sarana dan 

Prasarana, serta Dokumen (P3D) sebanyak tujuh kali ke Pemko Gunungsitoli, namun belum 

termasuk 43 persil tanah, 63 gedung dan bangunan, dan 16 aset lain-lain senilai Rp180,39 

milliar tersebut yang masih belum dimulai proses P3Dnya. Hal tersebut berdampak pada 
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NO Entitas Permasalahan yang Material 

lebih saji aset tetap tanah, gedung dan bangunan, serta aset lain-lain masing-masing sebesar 

Rp116,66 milliar, Rp63,63 milliar, dan Rp0,09 milliar yang tidak dapat dikoreksi. 

4. Kabupaten Nias 

Barat 

Penyajian saldo utang jangka pendek lainnya sebesar  Rp6,74 milliar tidak dapat diyakini 

kewajarannya dan pengurangan nilai utang sebesar Rp29,28 milliar tidak didukung 

pertanggungjawaban yang lengkap dan memadai. 

5. Kabupaten Nias 

Selatan 

1. Terdapat kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa pada Dinas PUPR sebesar Rp1,18 

milliar atas kekurangan volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi kontrak yang belum 

dipulihkan. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset tetap JIJ pada Neraca sebesar Rp1,18 

milliar yang tidak dapat dikoreksi; 

2. Terdapat selisih antara saldo piutang pendapatan yang disajikan di neraca dengan dokumen 

pendukungnya sebesar Rp0,55 milliar, serta terdapat piutang pendapatan bersaldo minus. 

BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, 

karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK 

tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut; 

3. Nilai penyertaan modal Pemkab Nias Selatan pada PT Bumi Nisel Cerlang (PT BNC) yang 

berasal dari modal disetor sebesar Rp54 milliar. Atas nilai tersebut belum dilakukan 

pencatatan di depan notaris sehingga secara legal belum mencerminkan saldo akun yang 

wajar dalam laporan keuangan. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan 

tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang memadai dari PT 

BNC. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian 

terhadap angka tersebut; 

4. Terdapat 48 bidang tanah pada sembilan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bernilai 

Rp0,00. Selain itu, terdapat sebanyak dua bidang tanah senilai Rp23,18 milliar terindikasi 

milik pihak lain dan 180 bidang senilai Rp4,35 milliar pada Dinas Kesehatan seluruhnya belum 

dilengkapi dengan keterangan tahun perolehan yang dinilai dengan nilai jual objek pajak 

Tahun 2008. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang 

nilai aset tetap tanah posisi 31 Desember 2020. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat 

menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut; 

5. Terdapat 3.070 unit aset tetap peralatan dan mesin pada 25 SKPD bernilai Rp0,00 atau 

Rp1,00, sebanyak 1.386 unit aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp13,37 milliar dalam 

kondisi rusak berat dan tidak diketahui keberadaannya, dan sebanyak 20 kendaraan dinas 

dengan nilai sebesar Rp0,88 milliar dikuasai oleh pihak lain. Selain itu, terdapat 3.470 unit 

aset tetap peralatan dan mesin dibawah nilai minimum kapitalisasi sebesar Rp0,48 milliar. 

Catatan yang tersedia tidak memungkinkan untuk mendapatkan keyakinan terhadap 

keberadaan, kelengkapan, nilai, dan hak kepemilihan atas aset peralatan dan mesin. Hal 

tersebut berdampak terhadap penyajian nilai akumulasi penyusutan pada neraca dan beban 

penyusutan pada LO; 

6. Terdapat aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya sebesar Rp53,91 milliar, terdiri atas 

tanah sebesar Rp2,62 milliar, gedung dan bangunan sebesar Rp12,45 milliar, JIJ sebesar 

Rp9,79 milliar, serta aset tetap lainnya sebesar Rp29.04 milliar. BPK tidak dapat memperoleh 

bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena tidak tersedia data 

dan informasi yang memadai pada satuan kerja terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak dapat 

menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut. 

6. Kabupaten Nias 

Utara 

1. Pemkab Nias Utara telah melakukan empat kali perubahan penjabaran APBD, namun tidak 

terdapat penetapan Perda atas APBD Perubahan tersebut karena tidak tercapai kesepakatan 

antara eksekutif dan legislatif. Anggaran pendapatan jasa giro tersebut tidak terukur secara 

rasional karena tidak mempertimbangkan realisasi pendapatan jasa giro selama lima tahun 

terakhir sehingga tidak dapat dicapai. Ketidakcermatan penetapan anggaran pendapatan 

tersebut diikuti dengan penganggaran belanja yang tidak didukung kepastian tersedianya 

dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup. Tidak terealisasinya pendapatan 

jasa giro berdampak kepada penggunaan kas yang penggunaannya sudah ditentukan sebesar 
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NO Entitas Permasalahan yang Material 

Rp30,22 milliar. Penggunaan dana tersebut, antara lain berdampak kepada timbulnya utang 

pemda kepada pemerintah pusat yang merupakan sisa dana desa dan sisa dana hibah BNPB 

yang harus dikembalikan ke RKUN sebesar Rp6,66 milliar, serta utang kepada guru atas 

tunjangan tambahan penghasilan yang belum direalisasikan sebesar Rp0,60 milliar. Selain itu, 

pemda juga terbebani kewajiban untuk melaksanakan kegiatan DAK non fisik sebesar 

Rp10,33 milliar, serta kegiatan DAK fisik bidang pendidikan yang belum selesai pada tahun 

anggaran berikutnya sebesar Rp9,92 milliar; 

2. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang belum 

dipulihkan sebesar Rp1,03 milliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset jalan, irigasi, 

dan jaringan pada Neraca sebesar Rp1,03 milliar yang tidak dapat dikoreksi. 

3. Terdapat sebanyak 788 ruas jalan kabupaten senilai Rp1,08 milliar pada Dinas PUPR. Jumlah 

ruas jalan tersebut berbeda dengan jumlah ruas jalan kabupaten yang telah ditetapkan dalam 

SK jalan yaitu sebanyak 404 ruas, sehingga terdapat selisih sebanyak 384 ruas. BPK tidak 

dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang selisih ruas jalan 

tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi yang memadai pada Dinas PUPR. Sebagai 

akibatnya, BPK tidak dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka 

tersebut. 

7. Kabupaten 

Padang Lawas 

Utara 

Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang belum 

dipulihkan sebesar Rp2,22 milliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset tetap jalan, irigasi 

dan jaringan pada Neraca sebesar Rp2,22 milliar, yang tidak dapat dikoreksi. 

8. Kabupaten 

Simalungun 

1. Kekurangan fisik kas dana BOS pada SMPN 1 Dolok Silau yang tidak dapat 

dipertanggungjawabkan sebesar Rp0,21 milliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji kas 

di kas daerah pada neraca sebesar Rp0,21 milliar yang tidak dapat dikoreksi. 

2. (1) aset tetap peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan 

masing-masing sebesar Rp39,06 milliar dan Rp61,06 milliar, serta aset tetap lainnya pada tiga 

SKPD sebesar Rp43,58 milliar yang dicatat gabungan (belum dirinci), sehingga BPK tidak dapat 

menelusuri keberadaannya; (2) pekerjaan rehabilitasi, pemeliharaan, dan jasa konsultansi 

perencanaan aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan pada Dinas Penataan Ruang dan 

Pengelolaan Sumber Daya Air (DPRPSDA) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) yang belum diatribusikan/dikapitalisasi ke aset induk sebesar Rp32,97 milliar, 

sehingga berdampak pada nilai buku aset tetap jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak 

menggambarkan kondisi sebenarnya. BPK tidak dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang 

cukup dan tepat terkait nilai tersebut, karena tidak tersedia data dan informasi pada SKPD 

terkait. Hal tersebut berdampak terhadap kewajaran penyajian aset tetap peralatan dan 

mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya pada neraca. 

9. Kota 

Pematangsiantar 

1. Kelebihan pembayaran kepada penyedia jasa atas kekurangan volume dan kualitas pekerjaan 

yang belum dipulihkan sebesar Rp1,79 milliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji aset 

tetap JIJ pada Neraca sebesar Rp1,79 milliar yang tidak dapat dikoreksi. 

2. (1) 1.563 ruas jalan yang telah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota namun belum dinilai dan 

dicatat; serta (2) 2.160 bidang tanah di bawah jalan yang belum dinilai dan dicatat. BPK tidak 

dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena 

tidak tersedia data dan informasi pada SKPD terkait. Hal tersebut berdampak pada kurang 

saji nilai aset tetap JIJ dan tanah pada Neraca yang tidak dapat dikoreksi. 

10. Kota Tanjungbalai 1. peralatan dan mesin yang tidak diketahui keberadaanya sebesar Rp13,11 milliar . BPK tidak 

dapat memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut, karena 

tidak tersedia data dan informasi pada OPD/satker terkait. Sebagai akibatnya, BPK tidak 

dapat menentukan apakah diperlukan penyesuaian terhadap angka tersebut. 

2. Kelebihan pembayaran kepada penyedia barang jasa atas kekurangan volume pekerjaan yang 

belum dipulihkan sebesar Rp0,48 milliar. Hal tersebut berdampak pada lebih saji asset jalan, 

irigasi dan jaringan pada Neraca sebesar Rp0,48 milliar yang tidak dapat dikoreksi. 
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BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara mengungkapkan 582 

permasalahan pada pemeriksaan laporan keuangan TA 2020 serta 

rekomendasi sebanyak 1509. 

 
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun 2021 

No. Uraian 

Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Jumlah 

Jumlah 
Masalah 

Nilai (Rp) 
Jumlah 

Masalah 
Nilai (Rp) 

Jumlah 
Masalah 

Nilai (Rp) 

1. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang 
dapat mengakibatkan: 

            

 
• Kerugian 8 17.441.435.660,67 193 49.643.560.587,77 201 67.084.996.248,44  
• Potensi Kerugian 3 3.682.377.313,29 28 2.606.497.257,36 31 6.288.874.570,65  
• Kekurangan Penerimaan 2 150.659.254,27 50 12.535.171.893,23 52 12.685.831.147,50  
Subtotal berdampak finansial 13  21.274.472.228,23  271 64.785.229.738,36 284 86.059.701.966,59 

2. Permasalahan Administrasi 4                            -  109                                  -  113                               -  

3. Kelemahan SPI 3 -  182                                  -  185                                 -  

4. Permasalahan 3E -                            -  -                                  -  -                                -  

 
B. Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan 

Perundang-Undangan 

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan 

pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan 

terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Sistem 

Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu 

proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas 

untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian 

tujuan entitas terkait dengan : (i) Efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) 

Kendala dari laporan keuangan, (iii) Ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan, dan (iv) Pengamanan aset. BPK melakukan 

pengujian terhadap efektivitas pengendalian intern yang diterapkan 

oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara mengkaji 

kemungkinan terjadinya kesalahan (error) dan kecurangan (fraud). 

 

Sementara pemeriksaan aspek Kepatuhan terhadap Ketentuan 

Peraturan Perundang-Undangan merupakan pemeriksaan untuk 

menilai apakah hal pokok (subject matter) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). 

Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi 

ke pengguna (intended user) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah 

entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-

undangan, keputusan legislatif, kontrak, dan kode etik (codes of 

conduct) yang ditetapkan. 
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Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang 

dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang 

dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai 

guna mendeteksi ketidakberesan yang material bagi laporan keuangan, 

mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan 

keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan 

melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan 

kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan 

melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. 

 

Temuan-temuan signifikan terkait kelemahan SPI dan/atau 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 

yang diklasifikasikan sesuai dengan siklus dalam laporan keuangan, 

disajikan pada Tabel 2.4 berikut. 

 
Tabel 2. 4 Permasalahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  

Wilayah Provinsi Sumatera Utara 

Permasalahan 
Jumlah 
Pemda 

Keterangan (Kabupaten/Kota) 

A. Penyusunan Laporan Keuangan 
 

  

1. Klasifikasi Penganggaran Belanja Pegawai, 
Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bantuan 
Sosial, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan 

Keuangan Lainnya pada sejumlah OPD 
Tidak Tepat  

17 Asahan, Dairi, Deli Serdang, Humbang 
Hasundutan, Karo, Nias Utara, Padang Lawas, 
Papak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, 

Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, 
Toba Samosir, Binjai, Medan, Padang Sidempuan 

2 Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tidak Disepakati oleh DPRD 

1 Humbang Hasundutan 

B. Pendapatan   

1. Pengelolaan Pajak Daerah Belum Tertib 8 Deli Serdang, Langkat, Nias Barat, Nias Selatan, 
Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir, 
Medan 

2. Pengelolaan Retribusi Daerah Belum 
Optimal dan Tidak Sesuai Ketentuan 

13 Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan Selatan, 
Labuhanbatu Utara, Nias Barat, Nias Utara, 

Padang Lawas Utara, Samosir, Tapanuli Tengah, 
Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing 
Tinggi 

3 Pengelolaan Pendapatan Tidak Sesuai 
Ketentuan 

2 Tapanuli Tengah, Sibolga 

C. Belanja   

1. Kelebihan Pembayaran Belanja Perjalanan 
Dinas  

22 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, Dairi, 
Humbang Hasundutan, Labuhanbatu, 

Labuhanbatu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, 
Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang 
Lawas, Padang Lawas Utara, Samosir, Serdang 

Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, 
Gunungsitoli, Padang Sidempuan, Sibolga, Tebing 
Tinggi 
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Permasalahan 
Jumlah 
Pemda 

Keterangan (Kabupaten/Kota) 

2. Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan 
Bakar Minyak 

6 Asahan, Batubara, Humbang Hasundutan, 
Labuhanbatu Utara, Padang Lawas Utara, 

Tapanuli Selatan 

3. Kekurangan Volume Paket Pekerjaan 
Belanja Modal  

34 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Batubara, Dairi, 
Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, 

Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, 
Labuhanbatu Utara, Langkat, Mandailing Natal, 
Nias Barat, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Padang 

Lawas, Padang Lawas Utara, Pakpak Bharat, 
Samosir, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli 
Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba 

Samosir, Binjai, Gunungsitoli, Medan, 
Pematangsiantar, Sibolga, Tanjung Balai, Tebing 
Tinggi 

4. Kekurangan Volume atas Paket Pekerjaan 
Belanja Barang dan Jasa  

9 Deli Serdang, Karo, Labuhanbatu Utara, Nias, 
Simalungun, Tapanuli Tengah, Medan, Padang 

Sidempuan, Tebing Tinggi 

5. Kelebihan Pembayaran TKI dan Tunjangan 
Perumahan  

1 Dairi 

6.  Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan  14 Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Humbang 
Hasundutan, Karo, Labuhanbatu Utara, 

Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas 
Utara, Papak Bharat, Simalungun, Tapanuli Utara, 
Toba Samosir, Medan, Sibolga 

7. Pengelolaan Dana BOS belum Memadai 13 Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, 
Langkat, Nias Barat, Serdang Bedagai, 
Simalungun, Tapanuli Utara, Toba Samosir, 

Medan, Pematangsiantar, Tanjungbalai, Tebing 
Tinggi 

8. Kelebihan Perhitungan Iuran Jaminan 
Kesehatan Daerah 

1 Karo 

9. Kelebihan Pembayaran atas Kegiatan Reses 

DPRD 

2 Labuhanbatu, Binjai 

10. Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan 

Sosial Tidak Sesuai Ketentuan 

10 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Labuhanbatu, 

Nias Barat, Nias, Nias Utara, Padang Lawas, 
Gunungsitoli, Sibolga, Tebing Tinggi, 

11. Kelebihan Pembayaran BTT, Uang Lelah 

Petugas Posko GTPP, Honorarium 
Penanganan Covid-19 

11 Provinsi Sumatera Utara, Dairi, Karo, 

Labuhanbatu Selatan, Mandailing Natal, Nias 
Barat, Nias, Padang Lawas Utara, Padang 
Sidempuan, Sibolga, Tebing Tinggi 

D. Pembiayaan   

1. Perencanaan dan Pengawasan Investasi 
dalam Bentuk Penyertaan Modal kepada PT 
BNC Belum Memadai 

1 Nias Selatan 

2. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut dan 
PDAM Mual Nauli Tidak Sesuai Ketentuan 

1 Tapanuli Tengah 

3. Investasi Jangka Panjang Permanen pada 
PD Sibolga Nauli Tidak Dapat Diyakini 
Kewajarannya  

1 Sibolga 

E. Aset 
 

 

1. Penatausahaan Persediaan Belum Tertib 19 Provinsi Sumatera Utara, Deli Serdang, Karo, 
Labuhan Batu, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, 
Papak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, 
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Permasalahan 
Jumlah 
Pemda 

Keterangan (Kabupaten/Kota) 

Tapanuli Tengah, Toba Samosir, Binjai, Medan, 
Padang Sidempuan, Pematangsiantar, Sibolga, 
Tanjungbalai, Tebing Tinggi 

2. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap 
Belum Tertib 

31 Provinsi Sumatera Utara, Asahan, Dairi, Deli 
Serdang, Humbang Hasundutan, Karo, Labuhan 
Batu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, 
Langkat, Mandailing Natal, Nias Barat, Nias 
Selatan, Nias Utara, Padang Lawas, Padang Lawas 
Utara, Pakpak Bharat, Samosir, Serdang Bedagai, 
Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, 
Tapanuli Utara, Toba Samosir, Binjai, 
Gunungsitoli, Medan, Pematangsiantar, Sibolga, 
Tanjungbalai, Tebing Tinggi 

3. Pengelolaan Kas Belum Tertib 13 Asahan, Batubara, Deli Serdang, Labuhan Batu, 
Labuhanbatu Selatan, Nias, Nias Utara, Samosir, 
Binjai, Gunungsitoli, Medan, Padang Sidempuan, 
Tanjungbalai 

4. Pengelolaan Piutang Belum Memadai 8 Mandailing Natal, Nias Barat, Nias, Nias Utara, 
Simalungun, Tapanuli Tengah, Medan, 
Tanjungbalai 

F. Kewajiban   

1. Penatausahaan Kewajiban Belum Memadai 4 Deli Serdang, Labuhan Batu, Nias Barat, 
Tanjungbalai 

 

Sebagai akibatnya terhadap permasalahan yang bernilai dampak 

signifikan atau material, BPK tidak dapat menentukan apakah 

diperlukan penyesuaian terhadap penyajian angka tersebut yang 

disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan tersebut disebabkan 

antara lain:  

1. TAPD dan Kepala OPD tidak mematuhi ketentuan terkait 

pengalokasian kegiatan belanja daerah sesuai dengan mata 

anggarannya;  

2. Kepala BPPRD kurang melakukan pengendalian dan pengawasan 

atas pengelolaan pajak daerah;  

3. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas pengelolaan retribusi daerah; 

4. Kepala BPPRD kurang melakukan pengendalian dan pengawasan 

atas pengelolaan pendapatan daerah; 

5. Pelaksana perjalanan dinas tidak mematuhi ketentuan tentang 

pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas; 

6. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas belanja BBM; 
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7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan (PPTK), dan Pengawas Lapangan terkait belanja modal 

kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya;  

8. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengawasan dan 

pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang 

dan jasa sesuai kontrak di lingkungan kerjanya; 

9. Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausaha 

Keuangan OPD terkait kurang optimal dalam melakukan verifikasi 

pembayaran TKI dan tunjangan perumahan;   

10. Bendahara Gaji, Bendahara Pengeluaran dan Pejabat Penatausaha 

Keuangan OPD terkait kurang optimal dalam melakukan verifikasi 

pembayaran gaji dan tunjangan pegawai;   

11. Kepala sekolah dan Bendahara BOS tidak mematuhi ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah/negara dan tidak mematuhi juknis 

pengelolaan dana BOS; 

12. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas perhitungan iuran jaminan kesehatan daerah; 

13. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas belanja reses; 

14. PPKD belum optimal dalam menagih laporan pertanggungjawaban 

penggunaan dana hibah dari penerima; 

15. Kepala BPBD tidak cermat dalam melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang di lapangan; 

16. PPKD selaku BUD sebagai Pengelola dan Pengawas Investasi 

Pemerintah Daerah belum optimal dalam melakukan pengelolaan 

dan pengawasan investasi pemerintah daerah; 

17. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas penatausahaan persediaan; 

18. Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan BMD kurang 

melakukan pengawasan dan pengendalian BMD; 

19. Kepala OPD terkait kurang melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas penatausahaan kas; 

20. Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan piutang kurang 

melakukan pengawasan dan pengendalian piutang; 

21. Kepala BPKAD selaku BUD dan Kepala OPD terkait tidak optimal 

dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pembayaran utang.  

Atas permasalahan tersebut, kepala daerah menyatakan akan 

menindaklanjuti sesuai ketentuan. 
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BPK telah merekomendasikan kepada kepala daerah antara lain agar 

memerintahkan :  

1. Kepala OPD terkait dan TAPD untuk mengevaluasi kesesuaian 

penganggaran Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, dan 

Belanja Bantuan Sosial dengan klasifikasinya serta meningkatkan 

kecermatan dalam menyusun anggaran; 

2. Kepala BPPRD melakukan evaluasi atas pengelolaan pajak daerah; 

3. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas pengelolaan retribusi 

daerah; 

4. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas pengelolaan 

pendapatan daerah; 

5. Kepala OPD terkait memproses kelebihan bayar perjalanan dinas 

dan menyetorkan ke kas daerah;  

6. Kepala OPD terkait melakukan pengendalian dan pengawasan atas 

belanja BBM; 

7. Kepala OPD terkait melakukan evaluasi atas kesesuaian 

pertanggungjawaban belanja modal dengan pekerjaan fisik, 

pengenaan denda atas pekerjaan yang terlambat diselesaikan, dan 

penyusunan CCO atas pekerjaan yang berubah, serta memproses 

pengembalian kelebihan pembayaran dan menyetor ke kas 

daerah atas kekurangan volume; 

8. Kepala OPD terkait untuk melakukan evaluasi atas kesesuaian 

pertanggungjawaban belanja barang dan jasa dengan realisasi 

fisiknya dan memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan 

ke kas daerah;  

9. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran OPD 

terkait untuk memproses kelebihan pembayaran TKI dan 

tunjangan perumahan dan menyetorkan ke kas daerah;  

10. Kepala BPKAD berkoordinasi dengan Bendahara Pengeluaran OPD 

terkait untuk memproses kelebihan pembayaran gaji dan 

tunjangan pegawai dan menyetorkan ke kas daerah;  

11. Kepala sekolah dan Bendahara BOS mematuhi ketentuan 

pengelolaan keuangan daerah/negara dan mematuhi juknis 

pengelolaan dana BOS; 

12. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas perhitungan iuran jaminan kesehatan daerah; 

13. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas belanja reses; 
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14. PPKD lebih optimal dalam menagih laporan pertanggungjawaban 

penggunaan dana hibah dari penerima; 

15. Kepala BPBD lebih cermat dalam melakukan pengawasan atas 

pelaksanaan pekerjaan dan pengadaan barang di lapangan; 

16. PPKD selaku BUD sebagai Pengelola dan Pengawas Investasi 

Pemerintah Daerah lebih optimal dalam melakukan pengelolaan 

dan pengawasan investasi pemerintah daerah; 

17.  Kepala OPD terkait melakukan stock opname per 31 Desember,  

18. Kepala BPKAD, Kepala OPD dan Pengurus Barang untuk 

melengkapi informasi pada KIB, melakukan penilaian item jalan, 

irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya bernilai Rp0,00, dan 

menyelesaikan inventarisasi BMD; dan  

19. Kepala OPD terkait untuk melakukan pengendalian dan 

pengawasan atas penatausahaan kas; 

20. Kepala BPKAD sebagai pejabat penatausahaan piutang untuk 

melakukan pengawasan dan pengendalian piutang; 

21. Kepala BPKAD selaku BUD dan Kepala OPD terkait lebih optimal 

dalam menyelesaikan pertanggungjawaban pembayaran utang. 
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BAB III 

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA 

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan 

untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau 

efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan 

rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.  

Pada Tahun 2021, BPK Perwakilan Sumatera Utara telah 

menyampaikan delapan laporan hasil pemeriksaan kinerja yang terdiri 
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dari empat pemeriksaan kinerja tematik nasional dan empat 

pemeriksaan kinerja tematik lokal, meliputi Pemeriksaan Bidang 

Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Ekonomi dan Bidang 

Manufaktur, Bidang Perizinan dan Bidang Infrastruktur. 

Hasil pemeriksaan kinerja pada pemda menunjukkan pencapaian 

target kinerja yang ditetapkan dengan berbagai upaya, namun pemda 

perlu segera mengatasi permasalahan dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengendalian serta evaluasi kegiatan pelayanan, 

yang mungkin mempengaruhi efektivitas kegiatan. Secara lebih rinci, 

BPK Perwakilan Sumatera Utara mengungkapkan 88 permasalahan 

kinerja yang dapat dikelompokkan menjadi permasalahan 

ketidakefektifan dengan rincian sebagai berikut. 

 
Tabel 3.1 Klasifikasi Temuan Pemeriksaan Kinerja Tahun 2021 

No. Klasifikasi Temuan 
Jumlah 

Kasus 

Persentase 

(%) 

1. Pelaksanaan Kegiatan terlambat/terhambat sehingga 

mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi 

1 1,14 

2. Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal 52 59,09 

3. Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak 

diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan 

tidak tercapai 

35 39,77 

 Jumlah 88 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tematik Nasional 

1. Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri 

dan Dunia Kerja Dalam Rangka Mewujudkan Sumber Daya 

Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 

dan Semester I 2021 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

dan Instansi Terkait Lainnya 

 

Pemeriksaan Kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam menyelenggarakan 
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pendidikan vokasi berbasis kerja sama industri dan dunia kerja 

dalam rangka peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas 

dan bersaing, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut. 

 

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Pemprov Sumut Belum Memiliki Upaya Nyata Memfasilitasi 

SMK untuk Memperoleh Kerjasama IDUKA; 

b. Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Belum Selaras dengan 

Iduka; 

c. Pemprov Sumut Belum Memiliki Sistem Informasi Pasar Kerja 

dan Tracer Study yang Terintegrasi; dan 

d. Pemprov Sumut Belum Memiliki Skema Pengelolaan Keuangan 

yang Mendukung Peningkatan Fungsi Teaching Factory di 

Satuan Pendidikan Vokasi.  

 

Apabila permasalahan signifikan tersebut di atas tidak diatasi, 

maka dapat menghambat efektivitas Pemprov Sumut dalam 

menyelenggarakan pendidikan vokasi berbasis kerja sama IDUKA 

dalam rangka mewujudkan SDM berkualitas dan berdaya saing. 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan 

kepada Gubernur Sumatera Utara agar : 

1. Menyelaraskan RPJMD dengan RPJMN untuk memberikan 

ruang bagi penguatan sertifikasi kompetensi peserta didik, 

khususnya: 

a. Pemetaan peserta didik yang memiliki sertifikasi 

kompetensi; 

b. Mendorong/memfasilitasi peserta didik vokasi untuk 

mendapatkan sertifikasi kompetensi; 

2. Memerintahkan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan: 

a. Merumuskan kebijakan teknis bidang pendidikan vokasi 

untuk menyusun Peta Jalan Pengembangan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK); 

b. Merencanakan program kerja bidang pendidikan vokasi 

yang memuat kebijakan peta jalan pengembangan SMK dan 

berupaya mendorong IDUKA memanfaatkan 

fasilitas/insentif pajak dengan cara berperan dalam 

pendidikan vokasi; 
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c. Merencanakan program kerja sosialisasi terkait insentif 

berupa super tax deduction kepada IDUKA; 

d. Melaksanakan perencanaan program kerja pendidikan 

vokasi khususnya penguatan praktek kerja berbasis IDUKA; 

e. Merumuskan kebijakan teknis terkait upaya mendorong 

keterlibatan IDUKA dalam pendidikan vokasi; 

f. Berkoordinasi dan bersinergitas kemitraan dengan IDUKA 

supaya mengajar di satuan pendidikan vokasi; 

g. Merumuskan kebijakan teknis pemetaan kebutuhan 

keahlian tenaga kerja yang dibutuhkan IDUKA; 

h. Melaksanakan pembinaan, pemantauan/monitoring dan 

evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan vokasi 

khususnya keselarasan kurikulum dan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) sesuai kebutuhan IDUKA; 

i. Memetakan pendidik vokasi dan kompetensinya; 

j. Menyusun rencana peningkatan kompetensi pendidik 

vokasi; 

k. Menyusun kebijakan peningkatan kompetensi pendidik 

vokasi; 

l. Melaksanakan pembinaan, pemantauan/monitoring dan 

evaluasi atas upaya untuk menjamin kualitas satuan 

pendidikan vokasi yang selaras dengan IDUKA; 

m. Melaksanakan pembinaan, pemantauan/monitoring dan 

fasilitasi atas penguatan kelembagaan dan peningkatan 

kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi khususnya upaya 

mendorong pembentukan lembaga sertifikasi profesi (LSP) 

P1; 

n. Menganggarkan program dan kegiatan, dan anggaran untuk 

memberikan ruang bagi penguatan sertifikasi kompetensi 

peserta didik, khususnya: 

1) Pemetaan peserta didik yang memiliki sertifikasi 

kompetensi; 

2) Mendorong/memfasilitasi peserta didik vokasi untuk 

mendapatkan sertifikasi kompetensi; 

o. Berkoordinasi dan bersinergitas kemitraan dengan dinas 

terkait, IDUKA, dan SMK terkait pasar kerja; 

p. Memiliki mekanisme terkait tracer study/penelusuran 

lulusan; 
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q. Melaksanakan program pembinaan, pemantauan/ 

monitoring dan evaluasi atas upaya untuk mendorong 

satuan pendidikan vokasi agar menerapkan sistem 

fleksibilitas pengelolaan keuangan (skema badan layanan 

umum (BLU)) pada unit produksi/teaching factory/teaching 

industry;  

r. Menginstruksikan Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan SMK 

untuk melaksanakan:  

1) Pembinaan, pemantauan, monitoring, dan evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan vokasi sebagai bahan 

masukan penyusunan Peta Jalan Pengembangan SMK;  

2) Sosialisasi terkait insentif berupa super tax deduction 

kepada IDUKA;  

3) Evaluasi atas efektivitas pemberian fasilitas 

pengurangan penghasilan bruto (super tax deduction) 

bagi IDUKA yang berperan dalam penyelenggaraan 

pendidikan vokasi;  

4) Kerjasama dan pemberdayaan peran serta IDUKA 

terkait pemagangan pendidik vokasi;  

5) Pemetaan praktisi dan IDUKA yang mengajar di SMK;  

6) Fasilitasi untuk mendorong keterlibatan IDUKA untuk 

mengajar di satuan pendidikan vokasi;  

7) Pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi 

pemetaan kebutuhan keahlian tenaga kerja yang 

dibutuhkan IDUKA;  

8) Pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi 

atas keselarasan kurikulum;  

9) Pembinaan, pemantauan/monitoring dan evaluasi 

atas RPP sesuai kebutuhan IDUKA;  

10) Kebijakan pengembangan pengadaan sarana 

prasarana satuan pendidikan SMK;  

11) Pemetaan pendidik vokasi dan kompetensinya;  

12) Penyusunan rencana peningkatan kompetensi 

pendidik vokasi;  

13) Penyusunan kebijakan peningkatan kompetensi 

pendidik vokasi;  

14) Monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan 

atas peningkatan kompetensi pendidik vokasi;  

15) Inventarisasi IDUKA dan sektor unggulan;  
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16) Pembinaan dan evaluasi SMK berdasarkan IDUKA dan 

sektor unggulannya;  

17) Program kerja penguatan kelembagaan dan 

peningkatan kapasitas pelaksanaan sertifikasi profesi 

khususnya upaya mendorong pembentukan LSP P1;  

18) Koordinasi dan sosialisasi informasi pasar kerja 

kepada dinas terkait, IDUKA, dan SMK;  

19) Pemetaan teaching factory mengacu pada panduan 

pemerintah pusat;  

20) Program kerja terkait kegiatan pembinaan dan 

evaluasi pelaksanaan teaching factory yang siap 

menerapkan fleksibilitas pengelolaan keuangannya;  

21) Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan dan 

aset untuk manajemen sekolah;  

s. Menginstruksikan satuan pendidikan supaya memiliki 

mekanisme terkait tracer study/penelusuran lulusan.  

 

2. Efektivitas Upaya Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Tahun 2021 

pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten 

Simalungun. 

 

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun 

dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 pada Tahun 2021, dengan 

hasil pemeriksaan sebagai berikut. 

 

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan 

dapat diuraikan sebagai berikut. 

a. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah 

Kabupaten Simalungun belum mendistribusikan vaksin dan 

logistik dengan variabel yang valid; 

b. Gudang farmasi Provinsi Sumatera Utara dan Gudang Farmasi 

serta fasyankes Pemkab Simalungun belum sepenuhnya 

melakukan tata kelola penyimpanan dan pendistribusian 

vaksin Covid-19 dan logistik vaksinasi yang baik untuk 

memastikan kualitas vaksin Covid-19 tetap terjaga; dan 

c. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum mencatat dan 

melaporkan seluruh hasil pelayanan vaksinasi melalui aplikasi 

PCare dengan data yang lengkap dan benar. 
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Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Utara dan 

Bupati Simalungun menyatakan sependapat dan akan melakukan 

perbaikan atas kondisi tersebut. 

BPK merekomendasikan Gubernur Sumatera Utara dan Bupati 

Simalungun agar: 

a. Memerintahkan Kepala Dinkes Provinsi Sumatera Utara lebih 

optimal dalam berkoordinasi dengan TNI dan Polri terkait 

pelaporan penggunaan vaksin COVID-19 dan mencukupi 

kebutuhan prasarana pendukung yang memadai dalam 

penyimpanan dan/atau pendistribusian vaksin; 

b. Memerintahkan Kepala Dinkes Provinsi Sumatera Utara 

melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Kota/instansi/badan/faskes/perangkat daerah untuk 

mendapatkan data sasaran vaksinasi by NIK dan by name, dan 

menginstruksikan petugas vaksinasi agar dalam pelaksanaan 

input data sasaran (registrasi) melalui aplikasi smart checking 

dan/atau aplikasi PCare Vaksinasi sesuai dengan kelompok 

sasaran yang telah ditetapkan; 

c. Memerintahkan Kepala Dinkes Kabupaten Simalungun untuk 

memutakhirkan data kebutuhan vaksinasi dosis 2 dan 

mencukupi kebutuhan prasarana pendukung yang memadai 

dalam penyimpanan/pendistribusian vaksin; dan 

d. Memerintahkan Kepala Dinkes Kabupaten Simalungun untuk 

Melakukan koordinasi dengan instansi/badan/ 

fasyankes/perangkat daerah untuk mendapatkan data sasaran 

vaksinasi by NIK dan by name. 

 

 

3. Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Untuk 

Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah pada Pemerintah 

Kabupaten Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan  

 

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk mendorong kemandirian 

fiskal daerah pada Pemkab Batubara dan Pemkab Tapanuli Selatan 

yang meliputi kegiatan pengelolaan PAD pada Tahun Anggaran 

(TA) 2020 s.d. Semester I Tahun 2021 dengan fokus pemeriksaan 

pada aspek regulasi, dukungan kelembagaan, intensifikasi dan 
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ekstensifikasi, dan proses bisnis pengelolaan pajak daerah dan 

retribusi daerah. 

 

Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan 

dapat diuraikan sebagai berikut. 
a. Regulasi dan kebijakan yang ditetapkan belum lengkap, 

mutakhir dan selaras.  
 
Pada Pemerintah Kabupaten Batubara dan Kabupaten 
Tapanuli Selatan masih terdapat permasalahan regulasi, yaitu 
Pemerintah Daerah belum menetapkan regulasi dan 
kebijakan yang lengkap, mutakhir dan selaras. 
 
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan sepakat dengan 
hasil pemeriksaan BPK. 
 
BPK merekomendasikan Bupati Batubara agar 
memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melengkapi, 
memutakhirkan, dan memperjelas regulasi pengelolaan pajak 
dan retribusi daerah. Selanjutnya BPK merekomendasikan 
Bupati Tapanuli Selatan agar memerintahkan Kepala OPD 
terkait untuk melakukan penambahan regulasi tata cara 
perpajakan daerah dan perubahan NJOP. 

 
b. Kajian potensi dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah belum dibuat 
 
Hasil pemeriksaan atas upaya intensifikasi dan ekstensifikasi 
pajak dan retribusi pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan 
permasalahan yaitu belum adanya memiliki kajian potensi 

PAD dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi 
pengelolaan pajak dan retribusi daerah.  
 
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan sepakat dengan 
hasil pemeriksaan BPK. 
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BPK merekomendasikan Bupati Batubara agar 
memerintahkan Kepala OPD terkait untuk menyusun kajian 
potensi pajak dan retribusi daerah serta membuat 
perencanaan inovasi daerah dalam rangka intensifikasi dan 
ekstensifikasi untuk menambah objek dan subjek pajak dan 
retribusi daerah. Selanjutnya BPK merekomendasikan Bupati 
Tapanuli Selatan agar memerintahkan Kepala OPD terkait 
Membuat kajian dan analisis dalam penggalian serta 
pengembangan sumber-sumber potensi PBB-P2, pajak 
restoran, pajak MBLB, retribusi pelayanan pasar, retribusi 
pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi 

pengendalian menara telekomunikasi;. 
 
c. Pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah belum 

optimal mendukung peningkatan penerimaan daerah; 
 
Hasil pemeriksaan terkait pengelolaan pajak daerah dan 
retribusi daerah pada Pemerintah Kabupaten Batubara dan 
Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan 
bahwa pengelolaan pajak dan retribusi belum optimal dalam 
mendukung peningkatan penerimaan daerah.  
 
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten 
Batubara dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan 
menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK.  
 
BPK merekomendasikan Bupati Batubara agar 
memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan 
optimalisasi dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi 

daerah diantaranya menggunakan aspek perkiraan asumsi 
makro dalam menyusun target pendapatan PBB P2, pajak 
restoran, dan BPHTB, menyusun instrumen/form pendataan 
yang lengkap dan mutakhir, mengoptimalkan penggunaan 
alat perekam data pada WP restoran, mencantumkan 
informasi yang lengkap pada surat ketetapan pajak daerah, 
mendokumentasikan proses penyusunan target retribusi 
daerah, menetapkan rencana pendataan dan melakukan 
pendataan secara berkala dan berkelanjutan, penghitungan 
pajak dilakukan atas seluruh WR, lebih optimal dalam 
memastikan WR membayar pajak tepat waktu dan tepat 
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jumlah, penyelesaian tunggakan pajak, melaksanakan 
pemeriksaan retribusi, serta melaksanakan pemantauan dan 
evaluasi atas aspek pengelolaan retribusi secara menyeluruh. 
Selanjutnya BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli Selatan 
agar memerintahkan Kepala OPD terkait untuk Menetapkan 
rencana pendataan atas seluruh objek dan wajib PBB-P2, 
pajak restoran, pajak MBLB, retribusi pelayanan pasar, 
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dan retribusi 
pengendalian menara telekomunikasi serta melakukan upaya 
agar wajib pajak dan wajib retribusi membayar PBB-P2, pajak 
restoran dan pajak MBLB secara tepat waktu dan tepat 

jumlah serta membayar tunggakan pajak daerah; 
 

d. Pemerintah daerah belum melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pengelolaan BUMD secara memadai.  
 
Hasil pemeriksaan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan menunjukkan 
Pemerintah Daerah belum melakukan pembinaan dan 
pengawasan atas pengelolaan BUMD secara memadai.  

 
Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten 
Batubara dan Kabupaten Tapanuli Selatan menyatakan 
sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK. 

 
BPK merekomendasikan Bupati Batubara agar 
memerintahkan Kepala OPD terkait untuk melakukan 
pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BUMD 
secara optimal yaitu melakukan pemilihan dewan 

pengawas/komisaris melalui proses seleksi sesuai dengan 
ketentuan, menyusun pedoman pemantauan dan evaluasi 
BUMD, dan menyusun rencana kerja pengawasan BUMD 
PDAM Tirta Tanjung dan PT Pembangunan Batra Berjaya. 
Selanjutnya BPK merekomendasikan Bupati Tapanuli agar 
memerintahkan Kepala OPD terkait untuk mengikuti 
ketentuan dalam menetapkan jumlah anggota komisaris dan 
direksi PT TSM dan Mencukupi sumber daya untuk 
melaksanakan pengawasan BUMD. 
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4. Upaya Pemerintah Daerah dalam Mendorong Kemudahan 

Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal 

pada Pemerintah Kota Medan dan Kabupaten Asahan dan 

Instansi Terkait Lainnya 
 
Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai upaya 
Pemerintah Kota Medan dan Pemerintah Kabupaten Asahan 
dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan 
perizinan dan penanaman modal TA 2020 dan 2021 sampai 
dengan Triwulan III meliputi: 1) sumber daya pelayanan perizinan 
berusaha; 2) pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha; 3) 
pengaduan dan konsultasi pelayanan perizinan berusaha; 4) 
koordinasi penanaman modal; 5) pengembangan iklim 
Penanaman modal; dan 6) promosi penanaman modal. 
 
Secara lebih rinci masing-masing temuan pemeriksaan signifikan 

dapat diuraikan sebagai berikut. 
 
a. Penyediaan sumber daya dalam pelayanan perizinan 

berusaha belum optimal 

Hal ini terlihat dari beberapa hal sebagai berikut. 
1) Pemkab Asahan dan Pemko Medan belum memiliki tim 

teknis yang memadai; 

2) Pemkab Asahan belum menyediakan anggaran sesuai 
kebutuhan untuk pelaksanaan operasional tim teknis; 

3) Pemko Medan belum memiliki personil helpdesk yang 
secara optimal membantu menyelesaikan permasalahan 
aplikasi perizinan yang digunakan; 

4) Pemko Medan belum membentuk Tim Teknis Tata Ruang 

sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021. 
 

Atas permasalahan tersebut, Bupati Asahan dan Walikota 

Medan menyatakan sependapat dan akan melakukan 
perbaikan atas kondisi tersebut. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK 
merekomendasikan Walikota Medan dan Bupati Asahan agar 

memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk 1) menunjuk 
personel helpdesk; 2) melakukan sosialisasi dan pelatihan 
kepada CS terkait aplikasi OSS-RBA; 3) membentuk TPA, TPT, 

dan Penilik; Memerintahkan Kadis OPD teknis untuk 1) 
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merumuskan kebijakan pelaksanaan PBG; 2) menetapkan 
keanggotaan TPT dan Penilik dalam penerbitan PBG. 
 

b. Kegiatan Pelayanan Perizinan Berusaha Belum Dilaksanakan 

Secara Optimal 
Hasil pengujian dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha dan 
Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Asahan dan 
Pemerintah Kota Medan menunjukkan bahwa Kegiatan 
Pelayanan Perizinan Berusaha Belum Dilaksanakan Secara 

Optimal.  

Atas permasalahan tersebut, Bupati Asahan dan Walikota 
Medan menyatakan sependapat dan akan melakukan 

perbaikan atas kondisi tersebut. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK 
merekomendasikan Walikota Medan dan Bupati Asahan agar 

memerintahkan Kepala OPD terkait untuk 1) Segera 
memproses pengajuan perizinan PKKPR sesuai ketentuan 

yang berlaku; 2) Mengajukan daftar nama TPA dan TPT 
kepada DPMPPTSP untuk selanjutnya ditetapkan; 3) Segera 

memproses pengajuan PBG sesuai ketentuan yang berlaku; 4) 
menginstruksikan Tim Teknis Sektor Lingkungan Hidup: 1) 
Lebih tertib dalam melaksanakan pengujian lapangan 

menggunakan formulir standar pengujian; 2) Mengupayakan 
pelayanan persetujuan lingkungan dengan menggunakan 

aplikasi OSS RBA. 
 

c. Kerjasama antar OPD dalam Bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum bersinergi 

 

Hasil pemeriksaan dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha 

dan Penanaman Modal pada Pemerintah Kabupaten Asahan 

dan Pemerintah Kota Medan menunjukkan kinerja yang yang 
belum optimal hal pemenuhan waktu pelayanan dan tingkat 
pertumbuhan penanaman modal dimana salah satu 
sebabnya tim teknis belum bersinergi dalam melaksanakan 
tugas.  

 
Atas permasalahan tersebut, Bupati Asahan dan Walikota 
Medan menyatakan sependapat dan akan melakukan 

perbaikan atas kondisi tersebut. 
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Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK 
merekomendasikan Bupati Asahan agar memerintahkan 
Kepala OPD terkait untuk menjalankan fungsi koordinasi 
dengan OPD teknis dalam upaya peningkatan iklim 

penanaman modal sesuai dengan ketentuan dan 
Menginstruksikan Kabid Pengembangan Iklim Penanaman 
Modal menyusun rencana kerja pendataan seluruh 
perusahaan di Kabupaten Asahan. Selanjutnya BPK 
merekomendasikan Walikota Medan agar memerintahkan 

Kepala Dinas DPMPTSP untuk menetapkan kebijakan dan 

membentuk wadah koordinasi penanaman modal di Kota 
Medan; Memerintahkan Sekda untuk melakukan koordinasi 

antara DPMPTSP dengan OPD teknis lainnya dalam 
membentuk wadah koordinasi penanaman modal; 
Memerintahkan Kepala DPMPTSP untuk mengajukan 

kegiatan koordinasi dan kesepakatan dengan OPD teknis atas 
pelayanan penanaman modal.  

 
d. Promosi Penanaman Modal Belum Memadai 

Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan promosi 
penanaman modal pada DPMPPTSP Kabupaten Asahan dan 
Kota Medan terdapat permasalahan bahwa 1) DPMPPTSP 

Belum Merencanakan Promosi Penanaman Modal yang 
Memadai 2) DPMPPTSP Belum Memiliki Target Promosi 

Penanaman Modal dan Sarana Promosi yang Memadai dan 3) 
DPMPTSP belum melaksanakan tindak lanjut dan evaluasi 
kegiatan promosi penanaman modal. 

 

Atas permasalahan tersebut, Bupati Asahan dan Walikota 

Medan menyatakan sependapat dan akan melakukan 

perbaikan atas kondisi tersebut. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK 
merekomendasikan Bupati Asahan dan Walikota Medan agar 
memerintahkan kepala DPMPTSP untuk lebih optimal dalam 
melakukan pengawasan kegiatan promosi penanaman modal 
dan menginstruksikan Kabid Promosi Penanaman Modal agar 

menyusun sarana promosi offline dan online dengan memuat 
informasi sesuai ketentuan; 2) merencanakan, 
melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan promosi 

penanaman modal.  
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5. Efektivitas Konektivitas Infrastruktur Kemantapan Jalan Tahun 

2020 Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
 
Tujuan Pemeriksaan ini adalah efektivitas program preservasi 
jalan TA 2016 s.d. 2020 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 
dengan temuan pemeriksaan signifikan yang dapat diuraikan 

sebagai berikut. 

a. Pemprovsu belum sepenuhnya memadai dalam hal 

perencanaan dan pelaksanaan pada aspek pengaturan jalan 

yang meliputi penyusunan rencana umum kebijakan, 

perencanaan penyusunan peraturan program/kegiatan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan; 

b. Pemprovsu belum sepenuhnya memadai dalam hal 

perencanaan dan pelaksanaan pada aspek pembinaan jalan 

yang meliputi penyusunan pedoman teknis program/kegiatan, 

strategi pelayanan masyarakat, pemberdayaan sumber daya 

manusia, dan penelitian serta pengembangan kebijakan 

pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan. 

c. Pemprovsu belum sepenuhnya memadai dalam hal 

perencanaan dan pelaksanaan pada aspek pembangunan jalan 

yang meliputi perencanaan teknis, pemanfaatan ruang milik 

jalan (rumija), ketersediaan indikator skala prioritas 

penanganan jalan, ketersediaan proporsi alokasi anggaran, 

pemanfaatan sarana dan prasarana, dan pengoperasian jalan. 

d. Pemprovsu belum sepenuhnya memadai dalam hal 

perencanaan dan pelaksanaan pengawasan jalan yang meliputi 

evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, penyediaan Standar 

Pelayanan Minimal (SPM) jaringan jalan, kegiatan inspeksi, 

pengawasan secara berkelanjutan dan periodik, serta 

pemanfaatan hasil monev program pembangunan dan 

pemeliharaan jalan. 

 

Apabila permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan, maka 

dapat mempengaruhi efektivitas konektivitas infrastruktur 

kemantapan jalan. 

 



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 63 

 

Atas permasalahan tersebut, Gubernur Sumatera Utara 

menyatakan sependapat dan akan melakukan perbaikan atas 

kondisi tersebut. 

 

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK merekomendasikan 

kepada Gubernur Sumatera Utara agar memerintahkan:  

1. Kepala Bappeda dan Kepala Dinas BMBK, agar: 
a. menyusun dan menetapkan rencana umum jangka panjang 

jaringan jalan (RUJPJJ) dan rencana umum jangka 
menengah jaringan jalan (RUJMJJ); 

b. menyusun dan menetapkan SPM jaringan dan ruas jalan; 
dan 

c. menyusun dokumen jalan yang memadai. 

2. Kepala Dinas BMBK agar: 
a. menyusun pedoman teknis dalam pelaksanaan kegiatan; 
b. menyusun dan menetapkan pedoman monev terkait 

dengan penyelenggaraan jalan provinsi; 
c. merencanakan dan melaksanakan pelayanan masyarakat; 
d. merencanakan dan melaksanakan pembinaan jalan secara 

menyeluruh; 
e. lebih optimal dalam melakukan pengawasan lapangan 

secara periodik dan berkelanjutan; 
f. lebih cermat dalam memedomani Permendagri Nomor 86 

Tahun 2017 dalam menyusun target serta sasaran dan 
indikatornya yang selaras dalam dokumen perencanaan 
Perangkat Daerah; 

g. menyusun indikator penentuan skala prioritas penanganan 
ruas jalan/jembatan; 

h. menyusun strategi penanganan ruas jalan/jembatan dalam 
kondisi Covid-19; 

i. lebih cermat dalam menyusun pemeliharaan jalan sebagai 
skala prioritas tertinggi dalam penanganan jalan; 

j. memberdayakan penilik jalan pada Dinas BMBK guna 
memeroleh informasi ruas jalan; 

k. menyusun strategi pemanfaatan rumija secara optimal; 
l. lebih optimal dalam mengupayakan sumber pendanaan 

penanganan ruas jalan; 
m. lebih optimal dalam mendistribusikan alokasi anggaran 

yang terbatas berdasarkan skala prioritas; 
n. lebih optimal dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan 

dalam memenuhi kuantitas dan kualitas kontrak; 
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o. meningkatkan akurasi hasil survei kondisi jalan yang 
digunakan sebagai dasar perencanaan penanganan jalan; 

p. meningkatkan koordinasi dalam rangka sinkronisasi target 
antara RKPD dengan Renja Dinas BMBK serta RPJMD Tahun 
2019-2023; 

q. mengevaluasi penerapan SPM jaringan jalan; 
r. lebih optimal dalam melakukan pengawasan lapangan 

secara periodik dan berkelanjutan; 
s. memanfaatkan laporan monev secara lebih optimal dalam 

pengambilan keputusan;  
t. mengevaluasi pedoman monev. 

3. Kepala Balitbang merencanakan dan melaksanakan perumusan 

kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan 

pembangunan infrastruktur jalan. 

4. Kepala Dinas Perhubungan: 
a. menyusun Rencana Aksi Keselamatan (RAK) secara rinci dan 

jelas berdasarkan ruas jalan provinsi; 
b. lebih optimal dalam bersinergi dengan instansi lintas 

sektoral guna menangani Over Dimension Overload; 
c. lebih optimal dalam menyusun perencanaan dan 

pelaksanaan kelengkapan jalan yang menjamin 
keselamatan pengguna jalan. 

5. Inspektur menyusun rencana evaluasi kinerja penyelenggaraan 

jalan. 
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BAB IV 

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU 

 

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan 

yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan 

dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan 

kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. 
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Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan 

kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan 

pemeriksaan investigatif. PDTT dilaksanakan secara tematik 

berdasarkan tujuan pemeriksaan strategis tentative (Tentative 

Strategic Audit Objectives/TSAO) sebagaimana ditetapkan dalam 

Rencana Strategis BPK 2020-2024.  

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara Tahun 2021 memuat 337 Laporan Hasil Pemeriksaan dengan 

Tujuan Tertentu (LHP DTT), yang meliputi satu LHP pemeriksaan 

tematik nasional yaitu Pengelolaan Program Perlindungan Sosial 

Melalui BLT Dana Desa, dan 5 LHP pemeriksaan tematik lokal berupa 

Pemeriksaan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dan 331 LHP 

Banparpol. Pemilihan objek pemeriksaan DTT untuk tematik nasional 

didasarkan pada besaran anggaran yang dialokasikan pemerintah 

dalam program perlindungan sosial melalui BLT-DD serta dalam rangka 

mendukung pelaksanaan pemeriksaan tematik nasional. Sementara 

pemilihan objek pemeriksaan DTT tematik lokal/non tematik 

mempertimbangkan nilai anggaran belanja daerah yang material dan 

mendukung pemeriksaan laporan keuangan, serta LPJ Banparpol yang 

secara mandatory harus diperiksa BPK. 

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 40 temuan yang 

memuat 56 permasalahan sebesar Rp13,98 milliar. Permasalahan 

tersebut meliputi 52 ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan sebesar Rp13,98 milliar, tiga kelemahan sistem 

pengendalian intern dan satu ketidakekonomisan, ketidakefisienan, 

dan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan DTT pada Pemda 

menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut: 

 

 

Tabel 4.1  Klasifikasi Temuan PDTT Tahun 2021 

Kelompok Temuan 
Jumlah 

Permasalahan 
Nilai  

(Rp milyar) 

1. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 
Perundang-Undangan 

52 13.98 

2. Temuan Kelemahan SPI 3 0,00 

3. Temuan 3E 1 0,00 

Jumlah 56 13.98 

A. Tematik Nasional 
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Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan DTT tematik nasional 

yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program 

Perlindungan Sosial Melalui BLT Dana Desa TA 2020 s.d. Semester I 

2021 pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir. Tujuan 

pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk menilai apakah 

pengelolaan program perlindungan sosial melalui BLT Dana Desa 

telah mematuhi ketentuan yang berlaku. Terdapat enam OPD yang 

terlibat dalam program ini yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat, Pemberdayaan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 

Inspektorat, dan Kecamatan. 

 

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program 

Perlindungan Sosial melalui BLT Dana Desa pada Pemerintah 

Kabupaten Toba Samosir mengungkapkan empat temuan yang 

memuat lima permasalahan meliputi tiga kelemahan sistem 

pengendalian intern, satu ketidakekonomisan, ketidakefisienan, 

dan ketidakefektifan serta satu ketidakpatuhan terhadap peraturan 

perundang-undangan sebesar Rp81,74 juta. 

 

Sasaran pemeriksaan Pemeriksaan dilakukan terhadap aspek proses 

bisnis dalam pengelolaan BLT Dana Desa yang terjadi di tingkat desa 

serta proses lain yang melatarbelakangi dan berhubungan langsung 

dengan aktivitas di desa, yaitu perencanaan dan penganggaran, 

penyaluran, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring 

dan evaluasi dengan permasalahan yang signifikan dan menjadi 

pengecualian yaitu KPM BLT Dana Desa tidak sesuai kriteria. 

 

Permasalahan tersebut disebabkan oleh proses pendataan dan 

verifikasi hasil pendataan oleh pemerintah desa kurang maksimal, 

Dinas Sosial dan Disdukcapil lalai dalam pemadanan data DTKS dan 

Non-DTKS, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas 

pemenuhan kriteria KPM BLT Dana Desa yang dilakukan oleh 

Inspektorat, Camat, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak tertib, 

yang mengakibatkan penyaluran BLT Dana Desa tidak tepat sasaran. 
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Atas permasalahan tersebut, Bupati Toba Samosir memberikan 

tanggapan bahwa Pemerintah Kabupaten mengakui masih terdapat 

beberapa kelemahan dan kedepannya akan menjadi perhatian 

dalam melakukan pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang 

berlaku. Selanjutnya BPK merekomendasikan Bupati Toba Samosir 

agar memerintahkan pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk 

mereviu kelengkapan dokumen pendukung atas data calon KPM BLT 

Dana Desa sebelum disahkan, menelusuri dan memutakhirkan data 

KPM BLT Dana Desa yang tidak padan dengan data kependudukan, 

tidak mencantumkan NIK, tercatat ganda, meninggal, pindah 

domisili dan telah menerima bantuan sosial lainnya, serta 

menghentikan penyaluran BLT Dana Desa atas KPM yang tercatat 

ganda sebagai penerima BLT Dana Desa. 

 

B. Tematik Lokal 

 

Pada Semester II Tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara telah menyampaikan hasil pemeriksaan DTT tematik lokal 

yaitu Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 pada 

lima entitas. Tujuan pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2021 adalah untuk menilai apakah pengelolaan 

belanja daerah, khususnya Belanja Barang dan Jasa serta Belanja 

Modal telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 

2021 pada lima pemerintah daerah mengungkapkan 40 temuan 

yang memuat 56 permasalahan meliputi 52 ketidakpatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp13,98 milliar 

dan tiga kelemahan sistem pengendalian intern dan satu 
ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan . 

 
Tabel 4.2 Permasalahan PDTT Tematik Lokal Tahun 2021 

Permasalahan 
Jumlah 

Permasalahan 
Entitas 

A. KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 

1. Kerugian Negara/Daerah  

a. Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau 
Barang   

15 • Provinsi Sumatera Utara : 4 Kasus 

• Kabupaten Padang Lawas Utara : 4 Kasus 

• Kabupaten Mandailing Natal : 2 Kasus 

• Kabupaten Langkat : 2 Kasus 

• Kota Deli Serdang : 3 Kasus 
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Permasalahan 
Jumlah 

Permasalahan 
Entitas 

A. KETIDAKPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN 

b. Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan 
Volume Pekerjaan dan/atau Barang  

11 • Provinsi Sumatera Utara : 6 Kasus 

• Kabupaten Padang Lawas Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Langkat : 1 Kasus 

• Kabupaten Deli Serdang : 3 Kasus 

c. Spesifikasi Barang/Jasa yang Diterima Tidak 
Sesuai dengan Kontrak  

2 • Kabupaten Padang Lawas Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Mandailing Natal : 1 Kasus 

d. Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan  3 • Kabupaten Padang Lawas Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Mandailing Natal : 2 Kasus  

e. Belanja Perjalanan Dinas Fiktif  4 • Provinsi Sumatera Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Mandailing Natal : 2 Kasus 

• Kabupaten Langkat : 1 Kasus 

f. Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif 
Lainnya 

1 • Kabupaten Langat : 1 Kasus 

g. Pembayaran honorarium ganda/atau melebihi 
standar yang ditetapkan 

2 • Provinsi Sumatera Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Langkat : 1 Kasus 

2. Potensi Kerugian Negara/Daerah 

a. Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan 
Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan 
Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya     

7 • Provinsi Sumatera Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Padang Lawas Utara : 1 Kasus 

• Kabupaten Mandailing Natal : 1 Kasus 

• Kabupaten Langkat : 2 Kasus 

• Kota Deli Serdang : 2 Kasus 

   

3. Kekurangan Penerimaan 

a. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak 
ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke 
Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik 
negara/daerah     

6 • Provinsi Sumatera Utara : 2 Kasus 

• Kabupaten Mandailing Natal : 1 Kasus 

• Kabupaten Langkat : 1 Kasus 

• Kota Deli Serdang : 2 Kasus 

4. Administrasi  

a. Proses Pengadaan Barang/Jasa Tidak Sesuai 
Ketentuan  

0  

B. KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN 

1. Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

a. Perencanaan Kegiatan tidak memadai 1 • Kabupaten Toba Samosir : 1 Kasus 

2. Kelemahan Struktur Pengendalian Intern   

a. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk 
suatu prosedur atau keseluruhan prosedur 

1 • Kabupaten Toba Samosir : 1 Kasus 

b. Satuan Pengawas Intern yang ada tidak 
memadai atau tidak berjalan optimal 

1 • Kabupaten Toba Samosir : 1 Kasus 

C. KETIDAKEKONOMISAN, KETIDAKEFISIENAN, DAN KETIDAKEFEKTIFAN 

1. Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, Dan Ketidakefektifan 

a.  Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan 
Ketidakefektifan 

1 • Kabupaten Toba Samosir : 1 Kasus 

Dari tabel tersebut, permasalahan signifikan dengan uraian sebagai 

berikut: 

 

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang pada Provinsi 

Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, 
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Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Mandailing Natal masing-

masing sebesar Rp2.481,49 juta, Rp583,03 juta, Rp155,45 juta, 

Rp1.263,73 juta, dan Rp1.228,95 juta. 

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan 

pekerjaan pengadaan belanja modal/infrastruktur pada lima 

pemerintah daerah tersebut menunjukkan masih terdapat 

kekurangan volume atas pekerjaan dan/atau barang. 

 

2. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan 

dan/atau barang Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, 

Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan 

Mandailing Natal masing-masing sebesar Rp1.001,39 juta, 

Rp30,4 juta, Rp112,67 juta, dan Rp245,55 juta.  

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan 

pekerjaan belanja barang dan jasa konsultansi pada empat 

pemerintah daerah tersebut menunjukkan masih terdapat 

kelebihan pembayaran atas pekerjaan dan/atau barang. 

 

3. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan 

kontrak pada Kabupaten Padang Lawas Utara dan Mandailing 

Natal masing-masing sebesar Rp154,18 juta dan Rp159,04 

juta. 

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan 

pekerjaan jasa konsultansi dan pekerjaan pengadaan peralatan 

dan mesin berupa komputer pada dua pemerintah daerah 

menunjukkan masih terdapat pekerjaan yang tidak sesuai 

ketentuan, ketidaksesuaian spesifikasi barang, dan 

ketidaksesuaian spesifikasi kualitas pekerjaan. 

 

4. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Kabupaten 

Padang Lawas Utara dan Kabupaten Mandailing Natal masing-

masing sebesar Rp79,29 juta dan Rp216,48 juta. 

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas dokumen 

pertanggungjawaban belanja barang dan jasa terdiri dari 

belanja sewa gedung, belanja bimbingan teknis dan belanja 



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 71 

 

pemeliharaan pada Kabupaten Padang Lawas Utara dan 

Kabupaten Mandailing Natal masih ditemukan tidak sesuai 

atau melebihi kontrak. 

 

5. Kelebihan pembayaran dalam Pengadaan Barang/Jasa tetapi 

pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau 

seluruhnya  pada Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, 

Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan 

Mandailing Natal masing-masing sebesar Rp1.224,96 juta, 

Rp642,51 juta, Rp462,17 juta, Rp160,99 juta, dan Rp310,34 

juta. 

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan 

pekerjaan pembangunan/peningkatan jalan, irigasi dan 

jaringan serta pembangunan gedung dan bangunan pada lima 

pemerintah daerah tersebut menunjukkan masih terdapat 

kekurangan volume atas pekerjaan dan/atau barang namun 

pembayaran kepada pihak ketiga belum dilakukan 100%. 

 

6. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau 

dipungut/diterima/disetor dan Pajak Belum Disetor ke Kas 

Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah pada 

Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli 

Serdang, dan Mandailing Natal masing-masing sebesar 

Rp88,22 juta, Rp89,71 juta, Rp134,85 juta, dan Rp13,32 juta.  

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas pelaksanaan 

pekerjaan belanja modal dan barang/jasa pada empat 

pemerintah daerah tersebut menunjukkan terdapat 

keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan 

denda keterlambatan dan Pajak yang belum disetor ke Kas 

Daerah. 

 

7. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan pada Provinsi 

Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat masing-masing 

sebesar Rp380,13 juta dan Rp579,27 juta. 

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas dokumen 

pertanggungjawaban honorarium narasumber pada 
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Kabupaten Langkat dan Honorarium Tim Pembinaan dan 

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan pada Inspektorat  

pada Provinsi Sumatera Utara. 

 

8. Belanja atau pengadaan barang/jasa fiktif berupa belanja 

perjalanan dinas fiktif pada Kabupaten Langkat sebesar 

Rp99,76 juta. 

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas belanja barang jasa 

menunjukkan pembayaran belanja barang yang tidak didukung 

bukti pertanggungjawaban.  
 

9. Belanja Perjalanan Dinas fiktif pada Provinsi Sumatera Utara, 

Kabupaten Langkat, dan Mandailing Natal masing-masing 

sebesar Rp164,57 juta, Rp919,17 juta, dan Rp919,69 juta.  

 

Hasil pemeriksaan fisik secara uji petik atas belanja barang jasa 

berupa perjalanan dinas menunjukkan pembayaran perjalanan 

dinas yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. 

 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan : 

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 

2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah; 

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 

3. Spesifikasi Umum Tahun 2018 untuk pekerjaan konstruksi jalan 

dan jembatan; dan 

4. Dokumen kontrak masing-masing pekerjaan. 

 

Hal tersebut disebabkan karena : 

1. Kepala dinas selaku PA kurang melakukan pengawasan dan 

pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pekerjaan di masing-

masing dinas; dan 
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2. PPK dan PPTK masing-masing kegiatan tidak cermat dalam 

melaksanakan verifikasi kelengkapan dan kebenaran bukti 

pengeluaran. 

 

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur 

Sumatera Utara, Bupati Langkat, Bupati Deli Serdang, Bupati Padang 

Lawas Utara, dan Mandailing Natal, dan Bupati Toba Samosir 

melalui kepala dinas terkait agar memproses kelebihan pembayaran 

dan denda keterlambatan ke Kas Daerah. 

 

C. Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik 

 

Pada Semester II tahun 2021, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera 

Utara melakukan pemeriksaan atas 201 Laporan 

Pertanggungjawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik 

(Banparpol) dari Dewan Pimpinan Daerah/Cabang (DPD/DPC). 

Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-

Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 

2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya 

pada Pasal 13 dan 14. 

 

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, Banparpol 

digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan 

operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan 

pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat. 

 

Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan 

dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ 

Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan yang 

berlaku. Sedangkan sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol 

adalah: (1) Kesesuaian antara nomor rekening yang digunakan 

untuk menerima Banparpol dan rekening kas umum parpol atau 

rekening parpol penerima bantuan keuangan; (2) Kesesuaian antara 

jumlah Banparpol yang disalurkan pemerintah dan dilaporkan di 

dalam LPJ; (3) Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang 

dilampirkan dalam LPJ; dan (4) Kesesuaian prioritas penggunaan 

Banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi 



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021 74 

 

yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya 

BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan. 

 

Hasil pemeriksaan atas 331 LPJ Banparpol dari APBD 

mengungkapkan masih terdapat DPD/C Parpol yang 

mempertanggungjawabkan jumlah Banparpol tidak melampirkan 

bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah pada LPJ yang 

disampaikan kepada BPK, dan penggunaan Banparpol tidak 

diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota 

Parpol dan masyarakat. 

 

Hasil pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban Banparpol 

yang bersumber dari APBD tahun 2020 menghasilkan kesimpulan 

bahwa pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran 

Banparpol oleh DPD/C telah sesuai dengan kriteria yang berlaku 

dalam semua hal yang material. 

 

Tabel 4.3. Kesimpulan Pemeriksaan Terhadap LPJ Banparpol 

No. Nama Partai dan Pemda 
Dana Ditransfer 

(Rp) 
Kesimpulan Pemeriksaan LPJ 

1. Partai Berkarya 

 Kota Tanjungbalai  29.768.139  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Simalungun  15.780.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  87.589.520  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  21.462.590  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Labuhan Batu  17.066.227  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  16.292.467  Sesuai dengan kriteria 

    

2. Partai Demokrat 

 Provinsi Sumatera Utara  689.958.000 Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  136.657.062  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  77.038.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  41.315.355  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Sibolga  35.995.272  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Pematangsiantar  95.622.279  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  82.431.804  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  100.783.600  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  110.238.975  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Binjai  77.816.025  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Toba Samosir  112.949.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  68.956.194  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  84.733.362  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  48.925.500  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  61.034.912  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  148.384.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  89.986.800  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  70.431.000  Sesuai dengan kriteria 
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 Kabupaten Pakpak Bharat  168.689.412  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  165.310.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  91.057.068  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Nias Utara  59.081.470  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  119.702.902  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Barat  28.155.519  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Dairi  112.689.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  254.880.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  108.732.493  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  71.466.296  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  16.712.298  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 17.715.155  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Karo  87.650.144  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 13.872.791  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  269.867.500  Sesuai dengan pengecualian 

    

3 Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) 

 Kabupaten Nias Selatan 82.827.048 Sesuai dengan kriteria 

    

4 Partai Gerakan Indonesia Raya 

 Provinsi Sumatera Utara  1.074.702.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  215.411.328  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  131.722.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  80.335.863  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Sibolga  37.510.617  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Pematangsiantar  84.220.895  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  129.894.906  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  317.188.880  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  67.208.400  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Binjai  94.169.250  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  36.845.716  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  48.999.600  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  307.215.165  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  64.664.521  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  124.611.700  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  146.298.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  29.141.862  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  85.441.041  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  145.220.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  123.723.329  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Utara  68.656.616  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  76.191.226  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Barat  39.532.941  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  53.460.000  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Mandailing Natal  133.361.756  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Dairi  60.181.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  128.533.328  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  57.002.164  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 48.785.480  Sesuai dengan kriteria 
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 Kabupaten Labuhan Batu  86.429.098  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Karo  109.340.968  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 37.924.434  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  447.525.250  Sesuai dengan pengecualian 

    

5. Partai Golongan Karya 

 Provinsi Sumatera Utara  1.070.786.400  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  148.396.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  186.116.130  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  229.614.444  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Sibolga  50.045.240  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Pematangsiantar  144.339.169  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  185.362.233  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  180.322.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  60.141.375  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Binjai  108.098.550  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Toba Samosir  217.845.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  114.654.018  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  76.065.600  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  263.687.811  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  98.506.940  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  191.150.700  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  120.590.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  63.255.324  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  110.534.931  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  335.075.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  161.163.528  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Utara  225.009.798  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Nias Barat  39.635.811  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  87.600.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  102.391.615  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  188.676.840  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Dairi  203.665.000  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  113.363.360  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 44.497.920  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  139.394.949  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Karo  109.650.441  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 112.752.339  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  339.073.000  Sesuai dengan pengecualian 

    

6. Partai Hati Nurani Rakyat 

 Provinsi Sumatera Utara  424.099.200  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Tebing Tinggi  86.740.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  39.855.735  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  90.505.352  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Pematangsiantar  108.572.426  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  90.592.209  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  82.066.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  94.815.000  Sesuai dengan kriteria 
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 Kota Binjai  35.862.750  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Toba Samosir  75.997.100  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  116.736.129  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  28.969.200  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  128.766.340  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  67.859.200  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  79.865.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  34.527.963  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  16.853.724  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  131.071.428  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Nias Utara  64.855.981  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Barat  82.512.027  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  70.236.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  56.446.611  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  94.388.822  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 23.293.015  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  58.707.705  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Karo  93.396.180  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 79.922.462  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Dairi  100.782.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  141.753.500  Sesuai dengan pengecualian 

    

7. Partai Nasional Demokrat 

 Provinsi Sumatera Utara  785.882.400  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Tebing Tinggi  142.936.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Sibolga  98.777.181  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Pematangsiantar  108.461.800  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  126.785.840  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Binjai  53.874.450  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Toba Samosir  144.571.600  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  121.755.480  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  252.618.600  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  153.311.903  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  108.217.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  130.227.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  103.351.278  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  30.185.757  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  69.440.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  72.025.848  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  77.635.033  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Nias Utara  49.408.243  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  153.115.140  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Barat  62.524.386  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  62.904.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  45.892.288  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  63.636.320  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  45.301.356  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  69.041.304  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Karo  138.939.520  Sesuai dengan kriteria 
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 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 41.792.809  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  309.614.000  Sesuai dengan pengecualian 

    

8. Partai Amanat Nasional 

 Provinsi Sumatera Utara  549.015.600  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  61.971.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Pematangsiantar  44.312.595  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  82.400.568  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  136.698.318  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  198.758.360  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  22.016.925  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Binjai  69.500.025  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  20.042.100  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  125.268.160  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  39.550.800  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  87.609.100  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  56.181.078  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  96.280.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  97.604.133  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Utara  143.529.107  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Barat  25.583.769  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  74.908.522  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Mandailing Natal  94.842.055  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  75.303.536  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  31.577.100  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 112.528.171  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  44.448.671  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Karo  72.883.201  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  268.839.125  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Dairi  35.255.000  Sesuai dengan pengecualian 

    

9. Partai Bulan Bintang 

 Kota Sibolga  27.944.516  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Padangsidempuan  33.703.644  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  10.900.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  100.840.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  40.228.320  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  11.578.270  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  33.037.388  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  101.478.500  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Batubara  48.462.155  Sesuai dengan kriteria 

    

10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 

 Provinsi Sumatera Utara  1.416.124.800  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  137.508.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  84.309.273  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Sibolga  42.235.385  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Pematangsiantar  242.436.703  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  169.644.672  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  83.001.861  Sesuai dengan kriteria 
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 Kota Medan  386.616.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  189.045.675  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Binjai  88.125.975  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Toba Samosir  141.038.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  288.972.024  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  64.958.400  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  73.078.646  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  191.008.100  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  130.423.200  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  201.888.390  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  49.432.527  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  123.300.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  117.290.873  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  62.721.696  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Utara  63.507.369  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  165.579.162  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Barat  92.068.650  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  132.264.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  25.525.420  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  114.652.384  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  62.871.420  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 75.568.304  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  52.597.932  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Dairi  143.407.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Karo  238.280.353  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 150.025.203  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  442.206.500  Sesuai dengan kriteria 

    

11. Partai Persatuan Indonesia 

 Provinsi Sumatera Utara  294.854.400  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  26.449.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Sibolga  44.520.029  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  63.426.825  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Toba Samosir  65.441.700  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  54.942.678  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  33.548.004  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  35.322.300  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Simalungun  62.944.100  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  91.236.308  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  27.972.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  48.558.168  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  62.100.170  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 13.427.595  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  45.178.715  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Karo  53.520.353  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 37.508.867  Sesuai dengan kriteria 

    

12. Partai Kebangkitan Bangsa 
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 Provinsi Sumatera Utara  285.672.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  29.557.500  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  51.078.591  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  53.796.201  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Toba Samosir  89.898.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  98.242.243  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  43.952.133  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  56.338.506  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  115.487.400  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Samosir  91.328.292  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  110.851.650  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  93.480.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  114.431.310  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  55.026.534  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Nias Barat  11.552.301  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  78.620.856  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  32.418.408  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  87.504.700  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 36.234.228  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  34.181.703  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Batubara  32.310.715  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  177.592.750  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Dairi  21.483.000  Sesuai dengan kriteria 

    

13. Partai Keadilan Persatuan Indonesia 

 Kota Pematangsiantar  23.155.387  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  12.877.041  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Gunungsitoli  32.777.325  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Utara  36.171.641  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Utara  36.216.364  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias Selatan  61.479.184  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  47.928.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Mandailing Natal  23.187.127  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Asahan  25.764.372  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 

Selatan 

 50.842.350  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara 17.075.946 Sesuai dengan kriteria 

14. Partai Keadilan Sejahtera 

 Provinsi Sumatera Utara  746.776.800  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tebing Tinggi  72.618.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  39.953.043  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  55.514.181  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  272.144.200  Sesuai dengan kriteria 
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 Kota Binjai  67.014.675  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Tapanuli Tengah  17.343.300  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  47.978.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  61.485.400  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  85.891.554  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  34.692.912  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas  54.564.297  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Nias  18.132.000  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Mandailing Natal  76.376.697  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  54.672.728  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  41.389.566  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 23.241.183  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Deli Serdang  302.189.125  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Dairi  14.432.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Batubara  61.416.997  Sesuai dengan kriteria 

    

15. Partai Persatuan Pembangunan 

 Provinsi Sumatera Utara  253.396.800  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Tanjungbalai  58.344.255  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Padangsidempuan  39.794.664  Sesuai dengan kriteria 

 Kota Medan  61.338.800  Sesuai dengan pengecualian 

 Kota Binjai  41.769.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Tapanuli Selatan  128.050.046  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Simalungun  43.453.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Serdang Bedagai  82.332.900  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Pakpak Bharat  25.483.698  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Padang Lawas Utara  85.080.000  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Asahan  100.802.160  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Padang Lawas  73.619.916  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Mandailing Natal  43.971.951  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Langkat  39.602.992  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu Utara  33.782.784  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu 
Selatan 

 17.836.829  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Labuhan Batu  48.006.187  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Deli Serdang  208.323.875  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Batubara  72.303.451  Sesuai dengan kriteria 

    

16. Partai Solidaritas Indonesia  

 Kota Medan  74.875.700  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Padang Lawas  20.446.362  Sesuai dengan pengecualian 

 Kabupaten Nias Selatan  18.525.350  Sesuai dengan kriteria 

 Kabupaten Humbang 
Hasundutan 

 20.506.488  Sesuai dengan kriteria 

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa pemda pada Provinsi Sumatera 

Utara telah memberikan bantuan kepada 201 partai politik yang 

berada di wilayahnya masing-masing total sebesar Rp37.127,71 juta 
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dan semuanya telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban 

(LPJ) untuk diperiksa oleh BPK. Dari 331 LPJ tersebut, BPK 

berkesimpulan 281 LPJ sesuai dengan kriteria yang berlaku dan 50 

LPJ sesuai dengan pengecualian. Secara umum, LPJ dengan 

kesimpulan SDP (Sesuai Dengan Pengecualian) disebabkan bukti 

yang tidak lengkap dan sah, serta belanja yang tidak sesuai prioritas. 
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BAB V 

HASIL PEMANTAUAN 

 

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara 

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan 

pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian 

negara/daerah. 

74 
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Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil 

pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang 

berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 

15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib 

menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan 

jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas 

rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan 

kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat 

dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. 

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi 

disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang 

bertanggung jawab kepada BPK. 

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan 

apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai 

dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 

2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi 

Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan kedalam 4 

kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;  

2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi 

belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. 

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan 

Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat 

dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti 

pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil 

pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. 

Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses 

penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL 

ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan 

informatif. 

A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut di wilayah Provinsi Sumatera 

Utara sampai dengan Semester II Tahun 2021 menunjukkan hal-

hal sebagai berikut: 

1) Jumlah temuan sebanyak 9.763 sebesar Rp3.990,93 miliar 

dengan jumlah rekomendasi sebanyak 28.064 sebesar 

Rp3.058,04 miliar; 
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2) Tindak lanjut entitas yang sudah sesuai rekomendasi 

sebanyak 22.809 sebesar Rp1.706,98 miliar atau 81,28%; 

3) Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi 

sebanyak 4.777 rekomendasi sebesar Rp1.077,60 miliar atau 

17,02%; 

4) Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 336 

rekomendasi sebesar Rp42,28 miliar atau 1,19%; dan 

5) Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan 

yang sah sebanyak 142 rekomendasi senilai Rp231,20 atau 

0,35%. 
Tabel 5.1 Status TLRHP Semester II Tahun 2021 

No. Status TLRHP 
Jumlah 

Rekomendasi 
Persentase 

1. Sesuai 22.809 81,28% 

2. Belum Sesuai 4.777 17,02% 

3. Belum Ditindaklanjuti 336 1,19% 

4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti 142 0,51% 

  Jumlah 28.064 100,00% 

 

Dalam memantau TLRHP, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara 

telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut 

(SIPTL), sehingga penyampaian bukti pendukung tindak lanjut 

lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Selain itu, 

penggunaan aplikasi SIPTL dapat menghasilkan data TLRHP yang 

lebih mutakhir, akurat, dan informatif.  
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Secara keseluruhan, status TLRHP yang telah sesuai rekomendasi 

pada pemerintah daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera 

Utara per Semester II 2021 adalah 81,28%. Persentase tersebut 

melampaui target yang ditetapkan dalam Renstra BPK yaitu 

sebesar 75%. Berikut rincian persentase masing-masing 

kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. 

Grafik 5.1 Tingkat Penyelesaian TLRHP dengan Status Sesuai 
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Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP atas LHP yang 

diterbitkan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut. 

Tabel 5.2 Hasil Pemantauan TLRHP atas LHP periode Tahun 2005 s.d. 2021 
      (dalam miliar rupiah) 

No. Entitas 

Status Pemantauan Tindak Lanjut 
Nilai 

Penyeraha
n Aset 
(Rp) 

Sesuai Belum Sesuai 
Belum 

Ditindaklanjuti 

Tidak Dapat 
Ditindaklanjuti 
dengan alasan 

yang sah 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

 

1. Provinsi 

Sumatera Utara 

 1.366   258,10   316   104,81  19  

10,04  

29  3,54   177,82  

2. Kabupaten 

Asahan 

 727   27,50   111   32,16  8  0,38  3  -   34,97  

3. Kabupaten Batu 

Bara 

 582   166,34   51   17,10  0  -  3  205,17   268,88  

4. Kabupaten Dairi  634   20,18   91   7,56  4  0,28  2  -   20,58  

5. Kabupaten Deli 

Serdang 

 848   40,04   177   42,81  30  2,76  3  -   47,78  

6. Kabupaten 

Humbang 

Hasundutan 

 591   17,09   36   2,38  4  -  2  0,03   18,54  

7. Kabupaten Karo  707   24,62   130   21,09  14  -  0  -   24,26  

8. Kabupaten 

Labuhanbatu 

 609   29,87   287   52,82  2  0,18  4  -   26,94  

9. 

Kabupaten 

Labuhanbatu 

Selatan 

 434   21,94   97   12,42  1  -  2  -   25,93  

10. 

Kabupaten 

Labuhanbatu 

Utara 

 498   45,09   17   0,79  6  -  4  0,03   27,73  

11. 
Kabupaten 

Langkat 

 735   134,36   161   45,56  4  -  8  -   126,22  

12. 
Kabupaten 

Mandailing Natal 

 706   22,26   239   46,01  56  3,86  0  -   22,65  

13. 
Kabupaten Nias  570   75,83   233   27,09  5  0,02  0  -   75,88  

14. 
Kabupaten Nias 

Barat 

 372   20,40   113   26,59  4  0,78  0  -   21,18  

15. 
Kabupaten Nias 

Selatan 

 560   42,97   216   60,98  56  2,59  0  -   44,84  

16. 
Kabupaten Nias 

Utara 

 349   17,84   64   10,53  17  0,69  0  -   18,16  

17. 
Kabupaten 

Padang Lawas 

 457   30,94   99   28,53  0  -  1  -   25,29  

18. 

Kabupaten 

Padang Lawas 

Utara 

 487   20,75   79   15,33  13  1,90  0  -   18,92  
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No. Entitas 

Status Pemantauan Tindak Lanjut 
Nilai 

Penyeraha
n Aset 
(Rp) 

Sesuai Belum Sesuai 
Belum 

Ditindaklanjuti 

Tidak Dapat 
Ditindaklanjuti 
dengan alasan 

yang sah 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

Jml 
Nilai 
(Rp) 

 

19. 
Kabupaten 

Pakpak Bharat 

 534   20,81   84   19,29  0  -  7  1,36   21,43  

20. 
Kabupaten 

Samosir 

 552   20,29   43   4,72  0  -  2  -   17,29  

21. 
Kabupaten 

Serdang Bedagai 

 613   24,56  169   21,57  0  -  2  -   26,59  

22. 
Kabupaten 

Simalungun 

 997   56,27   241   22,91  0  -  13  -   57,93  

23. 
Kabupaten 

Tapanuli Selatan 

 737   29,16   65   38,52  0  -  0  -   28,82  

24. 
Kabupaten 

Tapanuli Tengah 

 760   43,80   109   16,91  14  6,94  7  -   40,87  

25. 
Kabupaten 

Tapanuli Utara 

 799   21,51   70   6,20  0  -  5  0,11   22,70  

26. 
Kabupaten Toba 

Samosir 

 588   33,04   85   9,81  0  -  0  -   30,83  

27. 
Kota Binjai  610   18,72   105   31,13  16  3,74  5  0,19   19,10  

28. 
Kota Gunung 

Sitoli 

 298   11,38   59   5,06  4  0,57  7  0,61   11,38  

29. 
Kota Medan  1.600   308,80   377   191,06  18  -  6  3,08   172,16  

30. 

Kota 

Padangsidimpua

n 

 613   17,77   222   10,46  13  0,13  7  5,28   18,66  

31. 
Kota 

Pematangsiantar 

 766   15,16   237   63,34  9  0,10  2  11,20   18,20  

32. 
Kota Sibolga  649   19,66   177   38,58  16  5,79  6  -   20,90  

33. 
Kota 

Tanjungbalai 

 719   26,45   158   30,93  3  1,54  1  -   26,59  

34. 
Kota 

Tebingtinggi 

 742   23,48   59   12,52  0  -  11  0,59   18,05  

 Jumlah 

22.809 1.706,98 4.777 1.077,6

0 

336 42,28 142 231,20 1.578,07 

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2021, rekomendasi 

BPK telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset 

dan/atau penyetoran uang ke kas daerah senilai Rp1.578,07 

miliar. 
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B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah 

UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa 

setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau 

kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan 

diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-

lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu 

diketahui. Selanjutnya pada Pasal 62 ayat (1) menyatakan bahwa 

pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara  

ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 62  

ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian 

negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara 

ditetapkan oleh menteri/pimpinan, lembaga/gubernur, 

bupati/wali kota. Selanjutnya UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 

ayat (2) menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian 

pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai 

negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian 

negara/lembaga/pemerintah daerah. 

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di 

wilayah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sampai dengan 

Semester II Tahun 2021 menunjukkan bahwa posisi kerugian 

negara/daerah sebanyak 21.616 kasus dengan nilai  

sebesar Rp1.906,28 miliar dengan rincian yang telah disetor 

sebesar Rp925,17 miliar, penghapusan sebesar Rp0,11 miliar dan 

sisa sebesar Rp981,00 miliar. 

 

Rincian kasus adalah sebagai berikut. 

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan 

hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab 

Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) 

sebanyak 16.750 kasus kerugian sebesar Rp422,24 miliar 

yang telah disetor sebesar Rp289,05 miliar dan penghapusan 

sebesar Rp0,08 miliar sehingga masih terdapat sisa sebesar 

Rp133,30 miliar. 

2. Kasus kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan 

pembebanan sebanyak 99 kasus sebesar Rp70,76 miliar, yang 

telah disetor sebesar Rp11,00 miliar dan tidak ada 

penghapusan, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp59,75 

miliar; dan 
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3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari 

LHP BPK, BPKP dan Inspektorat sebanyak 4.767 kasus senilai 

Rp1.413,28 miliar, yang telah disetor senilai Rp625,11 miliar, 

dan penghapusan sebesar Rp0,025 miliar sehingga masih 

terdapat sisa nilai Rp788,14 miliar. 

Pemantauan kerugian daerah periode tahun 1999 s.d. 2021 per 31 

Desember 2021 menunjukkan bahwa masih terdapat sisa kerugian 

yang belum dibayarkan sebesar Rp981,00 miliar atau 51,46% dari 

jumlah kerugian sebesar Rp1.906,28 miliar.  

Hasil pemantauan periode Tahun 1999 s.d. 2021 per 31 Desember 

2021 menunjukkan dari jumlah kerugian daerah senilai 

Rp1.906,28 miliar, yang telah ditetapkan senilai Rp422,24 miliar. 

Terhadap kasus kerugian daerah yang telah berstatus penetapan, 

telah dilakukan penyetoran senilai Rp289,05 miliar dan 

penghapusan senilai Rp0,087 miliar. Untuk kasus kerugian daerah 

berstatus penetapan dengan kategori telah dilakukan penyetoran 

ke kas daerah, rinciannya yaitu senilai Rp253,08 miliar telah 

dilakukan pelunasan dan senilai Rp35,97 miliar masih berupa 

angsuran. Rincian hasil pemantauan kerugian daerah dengan 

status yang telah ditetapkan pada 34 pemerintah daerah disajikan 

sebagai berikut. 

 
 Tabel 5.3 Kasus Kerugian Daerah yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap 

No. Pemerintah Daerah 
Jumlah 
Kasus 

Nilai  
(Rp) 

Angsuran  
(Rp) 

Penghapusan 
(Rp) 

Sisa  
(Rp) 

1. Prov. Sumatera Utara 317 24.362.225.378,79 18.274.007.860,17 0,00 6.088.217.518,62 

 Kota      

2. Binjai 35 19.495.101.600,11 5.208.624.392,36 0,00 14.286.477.207,75 

3. Pematangsiantar 844 29.654.486.991,58 11.617.869.332,61 0,00 18.036.617.658,97 

4. Sibolga 1.185 28.046.682.638,11 15.087.679.516,43 0,00 12.959.003.121,68 

5. Padangsidimpuan 3 17.900.000,00 0,00 0,00 17.900.000,00 

6. Gunungsitoli 443 7.300.170.173,64 6.709.111.501,03 0,00 575.258.672,61 

7. Medan 4.385 50.163.962.419,97 49.285.566.159,74 0,00 878.396.260,23 

8. Tanjung Balai 424 12.127.782.095,55 7.502.437.870,83 0,00 4.625.344.224,72 

9. Tebing Tinggi 55 15.125.672.223,13 8.668.955.070,47 0,00 6.456.717.152,66 

 Kabupaten       

10. Samosir 911 8.881.961.327,24 7.782.783.830,64 0,00 1.099.177.496,60 

11. Serdang Bedagai 91 5.959.496.865,75 5.268.988.646,75 0,00 690.508.219,00 

12. Labuhanbatu Utara 329 13.959.853.504,24 13.477.881.992,24 0,00 481.971.512,00 

13. Langkat 645 15.144.275.196,13 7.243.919.209,77 0,00 7.637.010.986,36 

14. Karo 301 17.870.103.448,80 7.561.695.181,18 0,00 10.308.408.266,92 

15. Pakak Bharat 83 11.671.150.093,73 9.032.960.141,40 0,00 2.638.189.952,33 

16. Simalungun 408 16.044.625.850,95 15.581.575.850,95 0,00 463.050.000,00 

17. Tapanuli Tengah 34 17.386.330.444,48 11.489.511.153,99 0,00 5.896.819.290,49 
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No. Pemerintah Daerah 
Jumlah 
Kasus 

Nilai  
(Rp) 

Angsuran  
(Rp) 

Penghapusan 
(Rp) 

Sisa  
(Rp) 

18. Labuhanbatu Selatan 558 10.884.216.348,83 10.692.567.044,83 0,00 191.649.304,00 

19. Padang Lawas Utara 141 4.832.887.456,32 4.825.947.456,32 0,00 6.940.000,00 

20. Tapanuli Selatan 61 10.740.408.597,89 8.945.591.494,31 0,00 1.794.817.103,58 

21. Mandailing Natal 24 3.923.148.967,55 2.402.229.793,00 0,00 1.520.919.174,55 

22. Tapanuli Utara 477 13.109.438.539,63 9.934.709.290,34 0,00 3.174.729.249,29 

23. Nias 544 7.230.186.834,21 7.230.186.834,21 0,00 0,00 

24. Nias Selatan 38 1.844.423.938,55 1.415.409.265,90 0,00 429.014.672,65 

25. Labuhanbatu 181 7.218.921.375,41 1.991.402.645,41 0,00 5.227.518.730,00 

26. Padang Lawas 2 202.955.358,56 191.319.113,56 0,00 11.636.245,00 

27. Asahan 420 5.035.988.665,67 4.485.902.825,67 0,00 550.085.840,00 

28. Dairi 227 4.438.476.413,21 3.251.986.833,21 0,00 1.186.489.580,00 

29. Deli Serdang 141 2.548.023.665,79 2.501.823.665,79 0,00 46.200.000,00 

30. Humbang Hasundutan 1.317 4.491.864.721,00 4.206.595.405,42 0,00 285.269.315,58 

31. Nias Utara 158 11.871.560.112,15 6.233.864.233,74 0,00 5.637.695.878,41 

32. Toba 1.206 15.831.839.530,79 10.497.185.449,49 0,00 5.334.654.081,30 

33. Nias Barat 198 1.980.831.183,95 1.553.009.838,23 0,00 427.821.345,72 

34. Batubara 563 23.110.776.086,49 8.903.305.673,98 0,00 14.135.571.430,51 

 

Dari nilai kerugian daerah yang telah ditetapkan senilai Rp422,24 

miliar tersebut, berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah 

per 31 Desember 2021, diketahui bahwa jumlah kasus kerugian 

dengan kategori yang telah dilakukan penetapan terbesar 

terdapat pada Kota Medan senilai Rp50,16 miliar dan terkecil pada 

Kota Padangsidimpuan senilai Rp0,01 miliar. Sedangkan nilai 

penyetoran (pelunasan + angsuran) dengan jumlah terbesar 

terdapat di Kota Medan senilai Rp49,28 miliar dan terkecil di Kota 

Padangsidimpuan senilai Rp0,00. Sisa kerugian daerah per 31 

Desember 2021 dengan jumlah terbesar terdapat pada entitas 

Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan dan Kabupaten Batubara. 

Sedangkan sisa kerugian daerah terkecil terdapat pada Kabupaten 

Humbang Hasundutan diikuti Kota Gunungsitoli dan Kabupaten 

Labuhanbatu Utara. 

Seluruh entitas di wilayah Provinsi Sumatera Utara telah 

membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah 

dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah. 

Berdasarkan Hasil Pemantauan Kerugian Daerah per Semester II 

Tahun 2021, diketahui bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian 

Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah belum 

optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masih 

terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian 

daerah, antara lain: 
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1. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan 

TPKD dalam mengelola penyelesaian kerugian daerah belum 

memiliki panduan/petunjuk teknis untuk melaksanakan tugas 

penyelesaian ganti kerugian daerah sesuai ketentuan; 

2. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah belum 

mematuhi ketentuan mengenai jangka waktu pelaporan 

kerugian daerah atas pelaporan informasi, pemrosesan, 

eksekusi, dan daluwarsa kerugian daerah; 

3. Tidak seluruh SKTJM disertai dengan jaminan barang sebagai 

jaminan pelunasan kerugian daerah; 

4. Belum terdapat mekanisme penilaian dan surat kuasa 

menjual atas jaminan yang diserahkan; dan 

5. Terdapat kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi 

dan telah dilakukan pelunasan namun belum dilakukan 

proses penetapan kerugian daerah. 
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Lampiran 1 

Daftar LHP Tahun 2021 

No. Nama Pemeriksaan 
Realisasi Pelaporan Pemeriksaan  

Nomor LHP Tanggal Surat Keluar 

 Pemeriksaan Keuangan   

1. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Provinsi Sumatera Utara TA 2020 

58/LHP/XVIII.MDN/05/2021 24 Mei 2021 

2. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Binjai Tahun 2020 

43/LHP/XVIII.MDN/05/2021 10 Mei 2021 

3. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Pematangsiantar Tahun 2020 

54/LHP/XVIII.MDN/05/2021 25 Mei 2021 

4. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Serdang Bedagai Tahun 2020 

35/LHP/XVIII.MDN/04/2021 15 April 2021 

5. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Karo Tahun 2020 

53/LHP/XVIII.MDN/05/2021 21 Mei 2021 

6. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Simalungun Tahun 2020 

47/LHP/XVIII.MDN/05/2021 11 Mei 2021 

7. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Samosir Tahun 2020 

37/LHP/XVIII.MDN/05/2021 16 April 2021 

8. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Langkat Tahun 2020 

57/LHP/XVIII.MDN/05/2021 25 Mei 2021 

9. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 

36/LHP/XVIII.MDN/04/2021 09 April 2021 

10. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 

46/LHP/XVIII.MDN/05/2021 11 Mei 2021 

11. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2020 

67/LHP/XVIII.MDN/05/2021 28 Mei 2021 

12. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020 

41/LHP/XVIII.MDN/04/2021 29 April 2021 

13. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Sibolga Tahun 2020 

42/LHP/XVIII.MDN/05/2021 05 Mei 2021 

14. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Gunungsitoli Tahun 2020 

40/LHP/XVIII.MDN/04/2021 29 April 2021 

15. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Padangsidimpuan Tahun 2020 

51/LHP/XVIII.MDN/05/2021 19 Mei 2021 

16. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Medan Tahun 2020 

60/LHP/XVIII.MDN/05/2021 27 Mei 2021 

17. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Deli Serdang Tahun 2020 

45/LHP/XVIII.MDN/05/2021 10 Mei 2021 

18. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Toba Tahun 2020 

38/LHP/XVIII.MDN/04/2021 16 April 2021 

19. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2020 

39/LHP/XVIII.MDN/04/2021 28 April 2021 

20. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Asahan Tahun 2020 

52/LHP/XVIII.MDN/05/2021 19 Mei 2021 

21. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Padang Lawas Tahun 2020 

44/LHP/XVIII.MDN/05/2021 10 Mei 2021 

22. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Dairi Tahun 2020 

49/LHP/XVIII.MDN/05/2021 11 Mei 2021 

23. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Batu Bara Tahun 2020 

48/LHP/XVIII.MDN/05/2021 11 Mei 2021 

24. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Tebing Tinggi Tahun 2020 

59/LHP/XVIII.MDN/05/2021 25 Mei 2021 

25. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 

55/LHP/XVIII.MDN/05/2021 21 Mei 2021 

26. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota 
Tanjung Balai Tahun 2020 

61/LHP/XVIII.MDN/05/2021 28 Mei 2021 

27. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 

66/LHP/XVIII.MDN/05/2021 27 Mei 2021 
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28. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Nias Utara Tahun 2020 

65/LHP/XVIII.MDN/05/2021 28 Mei 2021 

29. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2020 

56/LHP/XVIII.MDN/05/2021 21 Mei 2021 

30. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2020 

62/LHP/XVIII.MDN/05/2021 27 Mei 2021 

31. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 

64/LHP/XVIII.MDN/05/2021 27 Mei 2021 

32. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2020 

50/LHP/XVIII.MDN/05/2021 19 Mei 2021 

33. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Kabupaten Nias Tahun 2020 

63/LHP/XVIII.MDN/05/2021 27 Mei 2021 

34. Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 

68/LHP/XVIII. MDN/05/2021 28 Mei 2021 

 Pemeriksaan Kinerja   

1. Pemeriksaan  Kinerja LFAR Bidang Infrastuktur Provinsi 
Sumatera Utara 

59.C/LHP/XVIII.MDN/05/2021 24 Mei 2021 

2. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan 
Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam 
Rangka Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas 
dan Berdaya Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 
2021 pada Provinsi Sumatera Utara dan Instansi Terkait 
Lainnya di Medan 

75/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam 
Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 
2021 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Asahan 

70/LHP/XVIII.MDN/12/2021 23 Desember 2021 

4. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam 
Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan 
Perizinan dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 
2021 (s.d. Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Medan 

69/LHP/XVIII.MDN/12/2021 23 Desember 2021 

5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian 
Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 
pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara dan Instansi terkait 
lainnya di Limapuluh 

72/LHP/XVIII.MDN/12/2021 23 Desember 2021 

6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan 
Pendapatan Asli Daerah untuk Mendorong Kemandirian 
Fiskal Daerah Tahun Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 
pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dan Instansi 
terkait lainnya di Sipirok 

71/LHP/XVIII.MDN/12/2021 23 Desember 2021 

7. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun dalam 
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara di Medan dan Kabupaten Simalungun 
Provinsi Sumatera Utara di Pamatang Raya Tahun Anggaran 
2021 

73/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

8. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara dan Kabupaten Simalungun dalam 
Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 pada Pemerintah Provinsi 
Sumatera Utara di Medan dan Kabupaten Simalungun 
Provinsi Sumatera Utara di Pamatang Raya Tahun Anggaran 
2021 

74/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu   

1. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Barang dan Jasa serta 
Belanja Modal Provinsi Sumatera Utara TA 2021 

81/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

2. Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja 
Modal Kabupaten Deli Serdang TA 2021 

80/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

3. Pemeriksaan atas Belanja Barang dan Jasa serta Belanja 
Modal Kabupaten Padang Lawas Utara TA 2021 

78/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

4. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Barang dan Jasa serta 77/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 
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Belanja Modal Kabupaten Langkat TA 2021 

5. Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Barang dan Jasa serta 
Belanja Modal Kabupaten Mandailing Natal TA 2021 

79/LHP/XVIII.MDN/12/2021 29 Desember 2021 

6. Pemeriksaan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial 
melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah 
Kabupaten Toba dan Instansi Terkait Lainnya di Balige 

76/LHP/XVIII.MDN/12/2021 23 Desember 2021 
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Lampiran 2 

Temuan dan Permasalahan LHP LKPD TA 2020 

No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 

1. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah Provinsi 
Sumatera Utara 
TA 2020 

11 20 21.274.472.228,23 3 8 17.441.435.660,67 3 3.682.377.313,29 2 150.659.254,27 4 2.575.373.761,02 

2. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Binjai Tahun 2020 

10 15 955.508.193,11 4 4 941.583.234,71 0  1 13.924.958,40 6 1.043.501.793,11
  
   

3. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Pematangsiantar 
Tahun 2020 

10 18 2.312.391.999,74 5 5 1.952.764.203,51 1 130.198.853,09 3 229.428.943,14 4 101.529.647,32 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 

4. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Serdang Bedagai 
Tahun 2020 

7 14 1.181.624.924,75 5 5 1.139.233.577,75 2  1 42.391.347,00 1 347.582.445,23 

5. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Karo 
Tahun 2020 

15 19 1.954.746.908,76 4 10 1.941.496.908,76 0  1 13.250.000,00 4 524.983.537,80 

6. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Simalungun 
Tahun 2020 

9 15 1.420.175.026,52 6 5 1.418.303.389,52 1  1 1.871.637,00 2 430.380.346,09 

7. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 

8 12 1.287.775.573,59 2 4 IDR 

1.212.171.522,75 

2 IDR 75.604.050,84 0  4 373.770.145,00 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Samosir Tahun 
2020 

8. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Langkat Tahun 
2020 

10 16 4.074.735.074,50 1 10 4.051.085.118,50 0  1 23.649.956,00 4 3.002.712.927,50 

9. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Tapanuli Selatan 
Tahun 2020 

6 8 1.814.997.387,39 2 5 IDR 

1.814.997.387,39 

0  0  1 1.811.037.672,99 

10. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Labuhanbatu 
Tahun 2020 

13 28 2.404.984.371,95 15 7 1.688.427.151,27 1 403.202.434,25 1 313.354.786,43 4 104.088.332,67 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 

11. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Tapanuli Tengah 
Tahun 2020 

13 22 4.775.582.037,23 6 6 3.580.797.079,68 1 851.265.164,13 3 343.519.793,42 6 4.123.892.612,43 

12. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Padang Lawas 
Utara Tahun 2020 

8 13 3.049.798.078,07 2 7 3.048.421.778,07 0  1 1.376.300,00 3 619.584.445,00 

13. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Sibolga Tahun 
2020 

14 23 1.138.389.370,28 9 6 1.080.910.071,26 0  2 57.479.299,02 6 633.610.406,76 

14. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 

6 9 669.923.128,67 3 2 384.646.542,39 0  1 285.276.586,28 3 91.100.928,08 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Gunungsitoli 
Tahun 2020 

15. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Padangsidimpuan 
Tahun 2020 

8 16 1.128.045.220,24 5 7 IDR 

1.075.345.745,74 

0  1 52.699.474,50 3 403.467.171,88 

16. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Medan Tahun 
2020 

16 26 3.942.027.402,60 13 5 457.580.475,41 1  2 3.484.446.927,19 5 184.283.058,60 

17. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Deli 
Serdang Tahun 
2020 

11 22 3.224.526.154,72 6 6 872.123.974,23 2 560.357.481,24 4 1.792.044.699,25 4 586.828.837,30 

18. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 

14 22 1.822.445.221,98 6 8 950.627.063,58 2  3 871.818.158,40 3 765.047.198,99 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Pemerintah 
Kabupaten Toba 
Tahun 2020 

19. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Humbang 
Hasundutan 
Tahun 2020 

11 12 435.936.427,43 3 5 254.058.123,49 1 9.341.178,38 3 172.537.125,56 0 354.173.944,71 

20. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Asahan Tahun 
2020 

7 13 1.044.838.247,34 2 4 928.499.877,34 1  1 116.338.370,00 5 1.044.370.667,72 

21. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Padang Lawas 

8 12 1.000.394.704,46 4 4 983.480.689,73 0  1 16.914.014,73 3 287.473.997,66 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Tahun 2020 

22. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Dairi 
Tahun 2020 

7 9 628.759.610,81 2 4 628.759.610,81 1  0  2 IDR 155.351.277,96 

23. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Batu 
Bara Tahun 2020 

6 7 2.224.824.620,85 2 4 2.215.928.245,44 0  1 8.896.375,41 0 1.401.091.351,96 

24. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Tebing Tinggi 
Tahun 2020 

13 26 2.276.002.608,52 8 10 1.684.547.012,52 0  4 591.455.596,00 4 1.638.972.090,58 

25. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 

11 18 1.073.181.702,70 4 9 1.065.980.702,70 2  1 7.201.000,00 2 833.804.498,72 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Labuhanbatu 
Utara Tahun 2020 

26. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah Kota 
Tanjung Balai 
Tahun 2020 

9 17 722.114.264,67 10 2 644.392.873,90 0  2 77.721.390,77 3 177.882.477,36 

27. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Nias 
Barat Tahun 2020 

10 19 748.905.007,36 7 5 IDR 717.826.778,16 3 IDR 31.078.229,20 0  4 116.321.969,42 

28. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Nias 
Utara Tahun 2020 

13 23 1.528.179.349,19 10 9 1.515.142.249,19 0  1 13.037.100,00 3 204.434.933,00 

29. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 

8 11 703.962.576,04 5 3 682.989.153,79 1 20.973.422,25 0  2 74.982.365,99 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Kabupaten 
Pakpak Bharat 
Tahun 2020 

30. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Tapanuli Utara 
Tahun 2020 

7 13 3.402.713.537,80 2 7 3.271.311.902,26 2 131.401.635,54 0  2 511.754.759,91 

31. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Labuhanbatu 
Selatan Tahun 
2020 

13 28 2.404.984.371,95 15 7 1.688.427.151,27 1 403.202.434,25 1 313.354.786,43 4 104.088.332,67 

32. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten 
Mandailing Natal 

11 18 6.324.917.427,53 4 6 IDR 

4.039.399.858,06 

1  5 2.285.517.569,47 2 988.308.397,89 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan Temuan 
Kelemahan 

Sistem 
Pengen 
dalian  
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah 

atas temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp)  
 

Total Kerugian negara/daerah 
atau kerugian negara/daerah 

yang terjadi di perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara yang ada di 
perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Jumlah 
Permasa 

lahan  

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan (Rp)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai Permasalahan 
(Rp)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Tahun 2020 

33. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Kabupaten Nias 
Tahun 2020 

14 23 875.895.447,05 9 9 875.895.447,05 0  0  5 326.668.366,45 

34. Pemeriksaan atas 
Laporan 
Keuangan 
Pemerintah 
Daerah 
Kabupaten Nias 
Selatan Tahun 
2020 

13 29 3.190.367.915,75 15 5 1.190.897.553,23 3 393.074.808,44 1 1.606.395.554,08 5 247.432.000,00 

 Jumlah 
344 582 86.059.701.966,59 185 201 67.084.996.248,44 31 6.288.874.570,65 52 12.685.831.147,50 113 IDR 26.924.253.513,73 
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Lampiran 3 

Temuan dan Permasalahan LHP Kinerja Tahun 2021 

No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan 
Temuan Ketidakhematan, 

Ketidakefisienan, dan 
Ketidakefektifan 

Ketidakpatuhan Terhadap 
Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan 

Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah atas 
temuan yang telah 

ditindak lanjuti 
dalam proses 

pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
LHP 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Temuan  

(Rp)  
 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Temuan  

(Rp)  
 

Kerugian 
Kekurangan 
Penerimaan 

Jumlah 
 Permasalahan 

Nilai Temuan 

1. Pemeriksaan  Kinerja LFAR Bidang Infrastuktur Provinsi Sumatera 
Utara 

1 8 9 0 9 0 0 0 0 

2. Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pendidikan Vokasi 
Berbasis Kerja Sama Industri dan Dunia Kerja dalam Rangka 
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya 
Saing Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Provinsi 
Sumatera Utara dan Instansi Terkait Lainnya di Medan 

1 4 4 0 4 0 0 0 0 

3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam 
Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. 
Triwulan III) Pada Pemerintah Kabupaten Asahan 

1 6 7 0 7 0 0 0 0 

4. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah Dalam 
Mendorong Kemudahan Berusaha Melalui Pelayanan Perizinan 
dan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2020 dan 2021 (s.d. 
Triwulan III) Pada Pemerintah Kota Medan 

1 6 7 0 7 0 0 0 0 

5. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 
Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten 
Batu Bara dan Instansi terkait lainnya di Limapuluh 

1 23 24 0 24 0 0 0 0 
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No. Obyek 
Pemeriksaan  

Temuan 
Temuan Ketidakhematan, 

Ketidakefisienan, dan 
Ketidakefektifan 

Ketidakpatuhan Terhadap 
Ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan 

Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke kas 
negara/daerah atas 
temuan yang telah 

ditindak lanjuti 
dalam proses 

pemeriksaan (Rp) 

Jumlah 
LHP 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Temuan  

(Rp)  
 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Temuan  

(Rp)  
 

Kerugian Kekurangan 
Penerimaan 

Jumlah 
 Permasalahan Nilai Temuan 

6. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Pendapatan Asli 
Daerah untuk Mendorong Kemandirian Fiskal Daerah Tahun 
Anggaran 2019 s.d. Semester I 2021 pada Pemerintah Kabupaten 
Tapanuli Selatan dan Instansi terkait lainnya di Sipirok 

1 11 11 0 11 0 0 0 0 

7. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara dan Kabupaten Simalungun dalam Pelaksanaan Vaksinasi 
COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan 
dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara di Pamatang 
Raya Tahun Anggaran 2021 

1 11 13 0 13 0 0 0 0 

8. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Provinsi Sumatera 
Utara dan Kabupaten Simalungun dalam Pelaksanaan Vaksinasi 
COVID-19 pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara di Medan 
dan Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara di Pamatang 
Raya Tahun Anggaran 2021 

1 13 13 0 13 0 0 0 0 

 Jumlah 8 82 88 0 88 0 0 0 0 
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Lampiran 4 

Temuan dan Permasalahan LHP PDTT TAHUN 2021 

No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan 
Temuan 

Kelemahan 
Sistem 
Pengen 
dalian 
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Total 
Ketidak 

ekonomisan, 
Ketidak 

efisienan,  
dan 

Ketidak 
efektifan 

Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke 
kas negara/ 
daerah atas 

temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan  

(Rp Juta) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp Juta)  
 

Total Kerugian 
negara/daerah atau 

kerugian negara/daerah 
yang terjadi di 

perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara  
yang ada di perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan 

 (Rp Juta)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan  

(Rp Juta)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan  

(Rp Juta)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 

Jumlah  
Permasa 

lahan 

1. Pemeriksaan 
Kepatuhan Atas 
Belanja Barang dan 
Jasa serta Belanja 
Modal Provinsi 
Sumatera Utara TA 
2021 

10 15 5.539.928.447,19 0 12 4.226.736.791,8

1 

1 1.224.966.198,38 2 88.225.457,00 0 0 1.768.723.238,79 

2. Pemeriksaan atas 
Belanja Barang dan 
Jasa serta Belanja 
Modal Kabupaten Deli 
Serdang TA 2021 

14 18 865.143.797,

36 
0 11 268.120.504,23 4 462.172.112,15 3 134.851.180,98 0 0 128.674.489,87 

3. Pemeriksaan atas 
Belanja Barang dan 
Jasa serta Belanja 
Modal Kabupaten 
Padang Lawas Utara 

6 8 2.195.137.730

,22 
0 7 1.884.799.765,2

9 

1 310.337.964,93 0  0 0 505.377.672,07 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan 
Temuan 

Kelemahan 
Sistem 
Pengen 
dalian 
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Total 
Ketidak 

ekonomisan, 
Ketidak 

efisienan,  
dan 

Ketidak 
efektifan 

Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke 
kas negara/ 
daerah atas 

temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan  

(Rp Juta) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp Juta)  
 

Total Kerugian 
negara/daerah atau 

kerugian negara/daerah 
yang terjadi di 

perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara  
yang ada di perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan 

 (Rp Juta)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan  

(Rp Juta)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan  

(Rp Juta)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 

Jumlah  
Permasa 

lahan 
TA 2021 

4. Pemeriksaan 
Kepatuhan Atas 
Belanja Barang dan 
Jasa serta Belanja 
Modal Kabupaten 
Langkat TA 2021 

7 9 2.744.727.413

,59 
0 6 2.012.503.474,9

7 

2 642.511.120,44 1 89.712.818,18 0 0 

 

2.457.464.260,58 

5. Pemeriksaan 
Kepatuhan Atas 
Belanja Barang dan 
Jasa serta Belanja 
Modal Kabupaten 
Mandailing Natal TA 
2021 

5 9 2.553.425.116

,74 
0 7 2.379.116.934,0

5 

1 160.987.349,87 1 13.320.832,82 0 0 734.609.454,82 

6. Pemeriksaan atas 
Pengelolaan Program 
Perlindungan Sosial 
melalui Bantuan 
Langsung Tunai Dana 
Desa Tahun Anggaran 
2020 s.d. Semester I 
2021 pada Pemerintah 

4 5 81.735.402,0

0 
3 1 81.735.402,00 0  0  1 0 0 
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No. 
Obyek 

Pemeriksaan  

Temuan 
Temuan 

Kelemahan 
Sistem 
Pengen 
dalian 
Intern 

Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Total 
Ketidak 

ekonomisan, 
Ketidak 

efisienan,  
dan 

Ketidak 
efektifan 

Nilai penyerahan 
aset atau 

penyetoran ke 
kas negara/ 
daerah atas 

temuan yang 
telah ditindak 
lanjuti dalam 

proses 
pemeriksaan  

(Rp Juta) 

Jumlah 
Temuan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai  
Permasalahan  

(Rp Juta)  
 

Total Kerugian 
negara/daerah atau 

kerugian negara/daerah 
yang terjadi di 

perusahaan 

Total Potensi Kerugian 
Negara/Daerah/Potensi 

kerugian negara  
yang ada di perusahaan 

Total Kekurangan 
Penerimaan 

Total 
Admini 
strasi 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan 

 (Rp Juta)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan  

(Rp Juta)  

Jumlah 
Permasa 

lahan 

 Nilai 
Permasalahan  

(Rp Juta)  

Jumlah  
Permasa 

lahan 

Jumlah  
Permasa 

lahan 
Kabupaten Toba dan 
Instansi Terkait 
Lainnya di Balige 

 Jumlah 
46 64 13.980.097.907,10 3 44 10.853.012.872,35 9 2.800.974.745,77 7 326.110.288,98 1 0 5.594.849.116,13 
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Daftar Singkatan  

A 
  

  

AKN : Auditorat Keuangan Negara 

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

   

B 
 

  

  

Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional  

Bawaslu  : Badan Pengawas Pemilu      

BMD : Barang Milik Daerah 

BKPM : Badan Koordinasi Penanaman Modal 

BPD : Bank Pembangunan Daerah 

BPBD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah  

BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan  

BPKAD : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

BPPRD : Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 

BPS : Badan Pusat Statistik 

BUMD : Badan Usaha Milik Daerah 

BTT :  Belanja Tidak Terduga 

 

 

 

 

  

C 

  

  

CSR : Corporate Social Responsibility 

Covid-19 : Corona Virus Disease-2019  
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D 
  

  

DLH : Dinas Lingkungan Hidup 

DPC : Dewan Pimpinan Cabang 

DPMPTSP : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat 

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

DPW : Dewan Pimpinan Wilayah 

DTKS : Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 

   

E 

  

  

EGDI  : E-Government Development Index 

   

I 

  

  

IDUKA : Industri dan Dunia Kerja 

IHPD  : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah 

IKF : Indeks Kemandirian Fiskal 

IMB : Izin Mendirikan Bangunan 

IPM  : Indeks Pembangunan Manusia 

 

 

 

 

  

K 

  

  

Kemenag           : Kementerian Agama 

Kemendag  : Kementerian Perdagangan 

Kemendagri         : Kementerian Dalam Negeri 

Kemendes PDTT   : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Kemendikbud           : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Kemenhan : Kementerian Pertahanan 

Kemenhub     : Kementerian Perhubungan 
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Kemenkes      : Kementerian Kesehatan 

Kemenkeu   : Kementerian Keuangan 

Kemenkominfo         : Kementerian Komunikasi dan Informatika 

Kemenkumham    : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Kemenlu : Kementerian Luar Negeri 

KemenPANRB         : Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Kemenristekdikti     : Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 

Kemensos : Kementerian Sosial 

KPC-PEN : Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

KPM BLT : Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai 

   

L 

  

  

LHP      : Laporan Hasil Pemeriksaan 

LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

LPJ : Laporan Pertanggungjawaban 

LSP : Lembaga Sertifikasi Profesi 

   

N 
  

  

NIB      : Nomor Induk Berusaha 

NIK : Nomor Induk Kependudukan 

NJOP : Nilai Jual Objek Pajak 

NSPK : Norma, Standar, Prosedur, Kriteria 

   

O 

  

  

ODOL : Over Dimension dan Overload 

OKI : Ogan Komering Ilir 

OKU : Ogan Komering Ulu 

OKUS : Ogan Komering Ulu Selatan 



 

  

IHPD PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2021  

 

OKUT : Ogan Komering Ulu Timur 

OPD : Organisasi Perangkat Daerah 

OSS RBA : Online Single Submission Risk Based Approached 

   

P 

  

  

PAD   : Pendapatan Asli Daerah 

 

 

PALI : Penukal Abab Lematang Ilir 

PBB  P2 : Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

PD : Perusahaan Daerah 

PDRB : Pendapatan Domestik Regional Bruto 

PDTT : Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu 

Pemda  : Pemerintah Daerah 

Pemkab : Pemerintah Kabupaten 

Pemkot : Pemerintah Kota 

Pemprov : Pemerintah Provinsi 

Perda : Peraturan Daerah 

PJJ : Pengembangan Jaringan Jalan 

Perpres : Peraturan Presiden 

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen 

PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 

PT : Perseroan Terbatas 

PUBMTR : Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang 

 

 

   

R 

  

  

Renstra : Rencana Strategis 

RKAT : Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 

RPJMD : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara 

RSUD : Rumah Sakit Umum Daerah 
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Rumija : Ruang Milik Jalan 

RUPM : Rencana Umum Penanaman Modal 

   

S 

  

  

SDM : Sumber Daya Manusia 

SiLPA : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 

SIPD : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah 

SIPTL : Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut 

SMILE : Sistem Monitoring Logistik Imunisasi Berbasis Elektronik 

SMK : Sekolah Menengah Kejuruan 

SOTK : Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

SOP : Standar Operasional Prosedur 

SPI : Sistem Pengendalian Intern 

SPM : Standar Pelayanan Minimal 

SPKN : Standar Pemeriksaan Keuangan Negara 

   

T 

  

  

TA : Tahun Anggaran 

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

TGR : Tuntutan Ganti Rugi 

TLRHP : Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan 

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka 

TUK : Tempat Uji Kompetensi 

 

 

  

U 

  

  

UU : Undang-undang 

UUD : 

 

 

 

Undang-undang Dasar 

UMKM : Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah  
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V 

  

  

VIRAT : Vaccine Introduction Readiness Assessment Tools 

   

   

   

W 

  

  

WDP : Wajar Dengan Pengecualian 

WP : Wajib Pajak 

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian 

WHO : World Health Organization 

   

Y 
  

  

 Yankes : Pelayanan Kesehatan 
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Glosarium 

A     

Akuntabel : Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat 

bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta 

ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa 

Akuntabilitas : Sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggung jawab atas 

keberhasilan atau pun kegagalan pelaksanaan misi organisasi 

dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui 

media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. 

Akuntan Publik : Akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan 

Republik Indonesia untuk memberikan jasa akuntan publik di 

Indonesia 

Anggaran 

Pendapatan dan 

Belanja  Daerah 

(APBD) 

: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas 

dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Audited       : Telah diaudit oleh pihak independen yang berwenang. 

   

B     

Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) 

: Badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah yang 

modalnya sebagian besar/ seluruhnya adalah milik pemerintah 

daerah 

Belanja Modal :  Pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal 

yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, 

termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya 

pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah 

masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset 

Bendahara 

Pengeluaran 

: Pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, 

membayarkan, menata-usahakan, dan 

mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 

daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD 

 

 

  

    

C     
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Cash Opname : Kegiatan pemeriksaan fisik pada uang kas tunai antara saldo yang 

tercatat pada Catatan Akuntansi dengan Uang Kas yang ada saat 

ini 

Covid-19 : Penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus baru yaitu Sars-

CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada 

tanggal 31 Desember 2019 

C     

D   

DPA SKPD : Dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau 

dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan 

SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

DPRD : Unsur lembaga pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai 

lembaga legislatif Daerah 

   

   

E   

Efisiensi : Suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang dinilai 

berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan 

Efektif : suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target 

(kuantitas,kualitas dan waktu) telah tercapai 

Efektivitas : Suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau 

organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang 

hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang 

berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. 

E   

F :  

Fraud : Suatu kecurangan atau tindakan penipuan yang dilakukan oleh 

satu orang atau lebih dalam rangka menguntungkan diri sendiri 

      

K   

Koordinasi : Kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi 

yang sederajat dan untuk mencapai suatu tujuan bersama 

dengan kesepakatan masing-masing pihak agar tidak terjadi 

kesalahan dalam bekerja baik mengganggu pihak yang satu 

dengan pihak yang lainnya. 
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L   

Laju Pertumbuhan 

Ekonomi 

: Ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain 

menggunakan persentase 

   

M   

Materialitas : Suatu salah saji dalam laporan keuangan dapat dianggap 

material jika pengetahuan atas salah saji dalam laporan 

keuangan dapat dianggap material jika pengetahuan atas salah 

saji tersebut dapat mempengaruhi keputusan pemakai laporan 

keuangan yang rasional 

Master plan : Sketsa tata ruang utama yang berisi tentang letak dan gambaran 

besar sebuah kawasan proyek infrastruktur yang akan dibangun, 

advice planning adalah semacam surat keterangan kesesuaian 

penggunaan lahan dengan rencana tata ruang kota atau 

kabupaten 

N   

Nomor Induk 

Berusaha (NIB) 

: Bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan 

kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam 

pelaksanaan kegiatan usahanya 

   

O     

OPD : Organisasi perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga 

pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada 

Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di 

daerah. Pada Daerah Provinsi, Perangkat Daerah terdiri atas 

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. 

Pada Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terdiri atas 

Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, 

Kecamatan, dan Kelurahan. 

Opini : Pendapat yang dikeluarkan pemeriksa terhadap laporan 

keuangan entitas yang diperiksa 

   

P     

PAD : Penerimaan yang diperoleh dari sumbersumber pendapatan di 

dalam daerahnya sendiri. 

Pandemi : Wabah penyakit menular yang berjangkit serentak dan melintasi 

batas wilayah geografis antar banyak negara 

Pemeriksaan : Kegiatan untuk menilai Perusahaan Daerah dengan cara 

membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan 
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keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang 

keuangan dan atau dalam bidang teknis operasional. 

Pemerintah 

Daerah 

: Gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai 

unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

Penanggulangan 

Bencana 

: Palembangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan 

pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan 

pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

Produk Domestik 

Regional Bruto 

(PDRB) 

: Jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh 

berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka 

waktu tertentu (biasanya satu tahun) 

Pengadaan : Kegiatan penyediaan barang/jasa, baik yang berasal dari 

produksi dalam negeri maupun dari luar negeri. 

Pengawasan : Palembangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap pengadaan, 

peredaran dan penggunaan agar terjamin mutu dan 

efektivitasnya, tidak mengganggu kesehatan dan keselamatan 

manusia serta kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

R     

Regulasi : Pengaturan, cara (ketentuan, patokan, petunjuk, perintah) yang 

telah ditetapkan untuk tujuan mengatur sesuatu agar tercapai 

tujuannya. 

Rencana Strategis 

(Renstra) 

: Proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan 

strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk 

mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber 

daya manusia) untuk mencapai strategi tersebut. 

RPJMD : Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka 

periode selama 5 ( lima ) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, 

misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP 

Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional 

   

S     

Self Assessment : Sistem pemungutan yang membebankan penentuan besaran 

pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan 

secara mandiri 

Sistem Perizinan 

Berusaha 

Terintegrasi secara 

Elektronik (Online 

: Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan 

oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha 

Berbasis Risiko. 
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Single 

Submission/OSS) 

Standar 

Operasional 

Prosedur (SOP) 

: Serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai 

proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan 

kapan harus dilakukan, di mana dan oleh siapa dilakukan. 

Standar Pelayanan 

Minimal 

: Ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang 

merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh 

setiap warga negara secara minimal 

T     

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah tim yang dibentuk 

dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 

sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan  serta 

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka 

penyusunan  APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 

perencana daerah,  PPKD  dan pejabat Iainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

Temuan 

Pemeriksaan 

: Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di 

lapangan 

Tingkat 

Pengangguran 

Terbuka (TPT) 

: Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan 

kerja. Pekerja Tidak Penuh adalah mereka yang bekerja di 

bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) 

 

U     

Usaha Mikro, 

Kecil, dan 

Menengah 

(UMKM) 

 

: Usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah 

V     

Vaksinasi : Pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang 

pembentukan imunitas sistem di dalam tubuh dan 

meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap 

suatu penyakit 
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